
 

 

 
 

 
 
 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 13 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa angaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun 

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan 

wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian 

hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan 

pengaturan dalam bentuk peraturan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Temanggung. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan.  

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas 

Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah. 

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SILPA selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, 

serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD 

selama satu periode pelaporan. 

 

Pasal 2  
 

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.091.301.918.712,00 

(dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus satu juta 

sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas 

rupiah). 

(2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan  

c. Pembiayaan Daerah.  

(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp 1.883.601.918.712,00 

b. Belanja Daerah Rp 2.091.301.918.712,00 

Defisit Rp 207.700.000.000,00 

c. Pembiayaan Daerah: 

1. penerimaan Rp 207.700.000.000,00 

2. pengeluaran Rp 0,00 

Pembiayaan Netto Rp 207.700.000.000,00 

SiLPA  Rp 0,00 

 

Pasal 3  
 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf a sebesar Rp1.883.601.918.712,00 (satu triliun delapan ratus 

delapan puluh tiga miliar enam ratus satu juta sembilan ratus 

delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang bersumber 

dari: 

a. pendapatan asli Daerah; dan 

b. pendapatan transfer. 
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Pasal 4  

 

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a sebesar Rp416.593.288.775,00 (empat ratus enam 

belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus 

delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima 

rupiah), yang terdiri atas:  

a. pajak Daerah; 

b. retribusi Daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sebesar Rp139.968.634.896,00 (seratus tiga puluh sembilan 

miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga 

puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sebesar Rp243.212.775.891,00 (dua ratus empat puluh tiga 

miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima 

ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 

Rp22.685.506.988,00 (dua puluh dua miliar enam ratus 

delapan puluh lima juta lima ratus enam ribu sembilan ratus 

delapan puluh delapan rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.726.371.000,00 

(sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus 

tujuh puluh satu ribu rupiah). 

 

Pasal 5  

 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b sebesar Rp1.467.008.629.937,00 (satu triliun empat 

ratus enam puluh tujuh miliar delapan juta enam ratus dua 

puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.385.694.300.000,00 (satu 

triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam ratus 

sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b sebesar Rp81.314.329.937,00 (delapan puluh 

satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh 

sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). 

 

Pasal 6  
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Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf 

b sebesar Rp2.091.301.918.712,00 (dua triliun sembilan puluh satu 

miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh 

ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

 

Pasal 7  

 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 

sebesar Rp1.483.116.018.014,00 (satu triliun empat ratus 

delapan puluh tiga miliar seratus enam belas juta delapan belas 

ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai;  

b. belanja barang dan jasa;  

c. belanja hibah; dan  

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sebesar Rp863.576.794.628,00 (delapan ratus enam puluh tiga 

miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan 

puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b sebesar Rp525.232.012.886,00 (lima ratus dua puluh 

lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua belas ribu 

delapan ratus delapan puluh enam rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

sebesar Rp88.464.079.500,00 (delapan puluh delapan miliar 

empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu 

lima ratus rupiah). 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d sebesar Rp5.843.131.000,00 (lima miliar delapan ratus 

empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). 

 

Pasal 8  

 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

sebesar Rp235.088.421.251,00 (dua ratus tiga puluh lima 

miliar delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu 

ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

e. belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta 

rupiah). 
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(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.637.457.697,00 (tiga belas 

miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh 

tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c sebesar Rp181.729.293.554,00 (seratus 

delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta 

dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat 

rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp34.561.670.000,00 

(tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta enam 

ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

 

Pasal 9  

 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

c sebesar Rp1.598.339.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan 

puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). 

 

Pasal 10  

 

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d 

sebesar Rp371.499.140.447,00 (tiga ratus tujuh puluh satu 

miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat 

puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja bagi hasil; dan  

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a sebesar Rp15.076.916.490,00 (lima belas miliar tujuh puluh 

enam juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus 

sembilan puluh rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b sebesar Rp356.422.223.957,00 (tiga ratus lima 

puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus 

dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah). 

 

Pasal 11  

 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf c sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh 

ratus juta rupiah), yang terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan  

b. pengeluaran pembiayaan. 

 

Pasal 12  
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(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 huruf a, sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh 

miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas: 

a. SiLPA tahun sebelumnya; dan  

b. pencairan dana cadangan. 

(2) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sebesar Rp77.700.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar 

tujuh ratus juta rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh 

miliar rupiah). 

 

Pasal 13  

 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

 

Pasal 14  

 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar 

Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta 

rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar 

Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta 

rupiah). 

 

Pasal 15  

 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu 

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, 

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan 

Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan diberitahukan kepada 

pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan 

realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, 

dan/atau kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik.  

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
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a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan;  

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib;  

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau  

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 16  

 

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam: 

a. Lampiran I berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. Lampiran II berisi ringkasan APBD yang diklasifikasikan 

menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; 

c. Lampiran III berisi rincian APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

d. Lampiran IV berisi rekapitulasi belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta 

hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; 

e. Lampiran V berisi rekapitulasi Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan 

fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;  

f. Lampiran VI berisi rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; 

g. Lampiran VII berisi sinkronisasi program pada rencana 

pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan 

APBD; 

h. Lampiran VIII berisi sinkronisasi program, kegiatan dan sub 

kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas 

dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD; 

i. Lampiran IX berisi sikronisasi program prioritas nasional dan 

prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota; 

j. Lampiran X berisi daftar jumlah pegawai per golongan dan per 

jabatan; 

k. Lampiran XI berisi daftar piutang Daerah; 

l. Lampiran XII berisi daftar penyertaan modal Daerah dan 

investasi Daerah lainnya; 

m. Lampiran XIII berisi daftar perkiraan penambahan dan 

pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain; 

n. Lampiran XIV berisi daftar sub kegiatan tahun jamak (multi 

years); 

o. Lampiran XV berisi daftar dana cadangan; dan 

p. Lampiran XVI berisi daftar pinjaman Daerah, 
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

Pasal 17  

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2026 diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 18  

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung. 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 29 Desember 2025 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

 

 AGUS SETYAWAN 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 26 Desember 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

 

 

RIPTO SUSILO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 13 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA 

TENGAH: (10-331/2025) 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 13 TAHUN 2025 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

 

I. UMUM 

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 

melakukan penerimaan dan pengeluran Daerah. APBD disusun sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi 

kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD 

dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan prioritas dan 

plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja pemerintah 

Daerah. 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kebijakan umum 

anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan 

kinerja program yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran kebijakan 

ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta kegiatan dan 

subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 190 



Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 13 Tahun 2025

Tanggal : 29 Desember 2025

KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 416.593.288.775,00

4.1.01 Pajak Daerah 139.968.634.896,00

4.1.02 Retribusi Daerah 243.212.775.891,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22.685.506.988,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.726.371.000,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.467.008.629.937,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.385.694.300.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 81.314.329.937,00

Jumlah Pendapatan 1.883.601.918.712,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.483.116.018.014,00

5.1.01 Belanja Pegawai 863.576.794.628,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.232.012.886,00

5.1.05 Belanja Hibah 88.464.079.500,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.843.131.000,00

5.2 BELANJA MODAL 235.088.421.251,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 160.000.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.637.457.697,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 181.729.293.554,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.561.670.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.598.339.000,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.598.339.000,00

5.4 BELANJA TRANSFER 371.499.140.447,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 15.076.916.490,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 356.422.223.957,00

Jumlah Belanja 2.091.301.918.712,00

Total Surplus/(Defisit) -207.700.000.000,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 207.700.000.000,00



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 77.700.000.000,00

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 130.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 207.700.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00

Pembiayaan Netto 207.700.000.000,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00



 

 
 

 
 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 53 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 

2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 190); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Daerah. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan.  

7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran. 

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah 

dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah. 

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas 

Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah. 

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SILPA selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, 

serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD 

selama satu periode pelaporan. 

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 

dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

 



3 
 

Pasal 2  
 

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.091.301.918.712,00 

(dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus satu juta 

sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas 

rupiah). 

(2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan  

c. Pembiayaan Daerah. 

(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp 1.883.601.918.712,00 

b. Belanja Daerah Rp 2.091.301.918.712,00 

Defisit Rp 207.700.000.000,00 

c. Pembiayaan Daerah: 

1. penerimaan Rp 207.700.000.000,00 

2. pengeluaran Rp 0,00 

Pembiayaan Netto Rp 207.700.000.000,00 

SiLPA  Rp 0,00 
 

Pasal 3  
 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar 

Rp1.883.601.918.712,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh 

tiga miliar enam ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu 

tujuh ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:  

a. pendapatan asli Daerah;  

b. pendapatan transfer; dan  

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 
 

Pasal 4  
 

Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a sebesar Rp416.593.288.775,00 (empat ratus enam 

belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan 

puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. pajak Daerah;  

b. retribusi Daerah;  

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.  
 

Pasal 5  
 

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

sebesar Rp139.968.634.896,00 (seratus tiga puluh sembilan 

miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga 

puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), 

terdiri atas: 

a. pajak reklame sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah); 
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b. pajak air tanah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh 

puluh lima juta rupiah); 

c. pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan 

sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar 

lima ratus juta rupiah); 

d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 

Rp18.700.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus juta 

rupiah); 

e. pajak barang dan jasa tertentu sebesar 

Rp29.715.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh 

ratus lima belas juta rupiah); 

f. opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 

Rp44.057.530.355,00 (empat puluh empat miliar lima 

puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima 

puluh lima rupiah); dan 

g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 

Rp17.821.104.541,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua 

puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh 

satu rupiah). 

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

b sebesar Rp243.212.775.891,00 (dua ratus empat puluh tiga 

miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima 

ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. retribusi jasa umum sebesar Rp237.999.760.891,00 (dua 

ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan 

ratus sembilan puluh satu rupiah); 

b. retribusi jasa usaha sebesar Rp3.513.015.000,00 (tiga 

miliar lima ratus tiga belas juta lima belas ribu rupiah); dan 

c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp1.700.000.000,00 

(satu miliar tujuh ratus juta rupiah). 

(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas 

bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah 

(deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik 

Daerah sebesar Rp22.685.506.988,00 (dua puluh dua miliar 

enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam ribu 

sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 4 huruf d sebesar Rp10.726.371.000,00 

(sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus 

tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak 

dipisahkan sebesar Rp2.408.501.400,00 (dua miliar empat 

ratus delapan juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah); 
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b. jasa giro sebesar Rp467.911.200,00 (empat ratus enam 

puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus 

rupiah); 

c. pendapatan bunga sebesar Rp5.363.571.000,00 (lima miliar 

tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu 

ribu rupiah); 

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah 

sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima 

puluh ribu rupiah); 

e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh 

juta rupiah); 

f. pendapatan dari pengembalian sebesar 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);  

g. pendapatan BLUD sebesar Rp1.162.800.000,00 (satu miliar 

seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); 

dan 

h. pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah sebesar 

Rp90.337.400,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh 

tujuh ribu empat ratus rupiah). 

 

Pasal 6  

 

Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf b sebesar Rp1.467.008.629.937,00 (satu triliun empat ratus 

enam puluh tujuh miliar delapan juta enam ratus dua puluh 

sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas: 

a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

 

Pasal 7  

 

(1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.385.694.300.000,00 (satu 

triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam ratus 

sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas: 

a. dana desa; 

b. dana bagi hasil; 

c. dana alokasi umum; dan 

d. dana alokasi khusus. 

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sebesar Rp205.149.783.000,00 (dua ratus lima miliar seratus 

empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu 

rupiah). 

(3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sebesar Rp34.918.875.000,00 (tiga puluh empat miliar 

sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh 

lima ribu rupiah). 

(4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c sebesar Rp833.762.700.000,00 (delapan ratus tiga 
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puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus 

ribu rupiah). 

(5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d sebesar Rp311.862.942.000,00 (tiga ratus sebelas 

miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus 

empat puluh dua ribu rupiah).  

 

Pasal 8  

 

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf b hanya terdiri atas pendapatan bagi hasil dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp81.314.329.937,00 

(delapan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua 

puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). 

 

Pasal 9  

 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar 

Rp2.091.301.918.712,00 (dua triliun sembilan puluh satu miliar 

tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus 

dua belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi;  

b. belanja modal;  

c. belanja tidak terduga; dan  

d. belanja transfer. 

 

Pasal 10  

 

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 

sebesar Rp1.483.116.018.014,00 (satu triliun empat ratus delapan 

puluh tiga miliar seratus enam belas juta delapan belas ribu empat 

belas rupiah) yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai;  

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan  

d. belanja bantuan sosial.  

 

Pasal 11  

 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 

a sebesar Rp863.576.794.628,00 (delapan ratus enam puluh 

tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus 

sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan 

rupiah), yang terdiri atas:  

a. belanja gaji dan tunjangan ASN; 

b. belanja tambahan penghasilan ASN; 

c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;  

d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala 

Daerah;  
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e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala 

Daerah/wakil kepala Daerah; dan 

f. belanja pegawai BLUD. 

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a sebesar Rp569.130.047.055,00 (lima ratus 

enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat 

puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah).  

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b sebesar Rp260.880.378.879,00 (dua ratus 

enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus 

tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan 

rupiah). 

(4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c sebesar Rp30.583.784.350,00 (tiga puluh miliar 

lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh 

empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 

(5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 

Rp1.129.324.344,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan 

juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh 

empat rupiah). 

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala 

Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima 

puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). 

(7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

 

Pasal 12  

 

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf b sebesar Rp525.232.012.886,00 (lima ratus dua 

puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua belas ribu 

delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja barang; 

b. belanja jasa; 

c. belanja pemeliharaan; 

d. belanja perjalanan dinas; 

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat;  

f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan 

pendidikan; 

g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan 

pusat kesehatan masyarakat; dan 

h. belanja barang dan jasa BLUD. 

 

 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sebesar Rp65.643.871.707,00 (enam puluh lima miliar enam 
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ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu 

ribu tujuh ratus tujuh rupiah). 

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sebesar Rp123.128.556.916,00 (seratus dua puluh tiga miliar 

seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam 

ribu sembilan ratus enam belas rupiah). 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c sebesar Rp3.864.034.800,00 (tiga miliar delapan ratus 

enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu delapan ratus 

rupiah). 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d sebesar Rp18.731.229.210,00 (delapan belas miliar 

tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan 

ribu dua ratus sepuluh rupiah). 

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e sebesar Rp23.366.653.800,00 (dua puluh tiga 

miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh 

tiga ribu delapan ratus rupiah). 

(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

sebesar Rp52.697.480.000,00 (lima puluh dua miliar enam 

ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh 

ribu rupiah). 

(8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat 

kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g sebesar Rp18.715.758.000,00 (delapan belas miliar 

tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu 

rupiah). 

(9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf h sebesar Rp219.084.428.453,00 (dua ratus 

sembilan belas miliar delapan puluh empat juta empat ratus 

dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). 

 

Pasal 13  

 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 

sebesar Rp88.464.079.500,00 (delapan puluh delapan miliar 

empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu 

lima ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;  

b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan 

c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan 

pendidikan. 

 

(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
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Rp54.764.680.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus 

enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 

Rp1.817.819.500,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta 

delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah). 

(4) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 

Rp31.881.580.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus 

delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 14  
 

(1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 huruf d 

sebesar Rp5.843.131.000,00 (lima miliar delapan ratus empat 

puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja bantuan sosial kepada individu; 

b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; 

c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan  

d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan. 

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.514.000.000,00 (satu miliar 

lima ratus empat belas juta rupiah). 

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.980.000.000,00 

(dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah). 

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 

Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). 

(5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 

Rp799.131.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta 

seratus tiga puluh satu ribu rupiah). 

 

Pasal 15  
 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 

sebesar Rp235.088.421.251,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar 

delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua 

ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan;  

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

e. belanja modal aset tetap lainnya. 

 

Pasal 16  
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Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 

a terdiri atas belanja modal tanah BLUD sebesar Rp160.000.000,00 

(seratus enam puluh juta rupiah). 

 

Pasal 17  

 

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 huruf b sebesar Rp13.637.457.697,00 (tiga 

belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima 

puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. belanja modal alat besar;  

b. belanja modal alat angkutan; 

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur; 

d. belanja modal alat pertanian; 

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga; 

f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar; 

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; 

h. belanja modal alat laboratorium;  

i. belanja modal komputer; 

j. belanja modal alat keselamatan kerja; 

k. belanja modal rambu-rambu; 

l. belanja modal peralatan olahraga; 

m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional 

satuan pendidikan; dan 

n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD. 

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sebesar Rp269.200.000,00 (dua ratus enam puluh 

sembilan juta dua ratus ribu rupiah). 

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b sebesar Rp7.474.250,00 (tujuh juta empat ratus 

tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). 

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp43.489.000,00 

(empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan 

ribu rupiah). 

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d sebesar Rp133.841.000,00 (seratus tiga puluh tiga 

juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah). 

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp513.567.334,00 

(lima ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu 

tiga ratus tiga puluh empat rupiah). 

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar 

Rp144.001.200,00 (seratus empat puluh empat juta seribu dua 

ratus rupiah). 

 

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.875.490.000,00 
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(satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus 

sembilan puluh ribu rupiah).  

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf h sebesar Rp7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus 

empat puluh ribu rupiah).  

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i sebesar Rp1.291.132.475,00 (satu miliar dua ratus 

sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu empat 

ratus tujuh puluh lima rupiah). 

(11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf j sebesar Rp78.050.000,00 (tujuh puluh 

delapan juta lima puluh ribu rupiah). 

(12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf k sebesar Rp698.055.000,00 (enam ratus sembilan 

puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah). 

(13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf l sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

(14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional 

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

m sebesar Rp3.746.800.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat 

puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). 

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp4.825.617.438,00 

(empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus 

tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). 

 

Pasal 18  

 

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar 

Rp181.729.293.554,00 (seratus delapan puluh satu miliar 

tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh 

tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal bangunan gedung;  

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan 

c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD. 

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a sebesar Rp10.364.293.554,00 (sepuluh miliar 

tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh 

tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah). 

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.310.000.000,00 (enam miliar 

tiga ratus sepuluh juta rupiah). 

 

 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp165.055.000.000,00 

(seratus enam puluh lima miliar lima puluh lima juta rupiah). 
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Pasal 19  

 

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 huruf d sebesar 

Rp34.561.670.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam 

puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. belanja modal jalan dan jembatan; 

b. belanja modal bangunan air; dan 

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD. 

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a sebesar Rp30.511.046.000,00 (tiga puluh miliar 

dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu 

rupiah). 

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b sebesar Rp604.284.000,00 (enam ratus empat juta 

dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah). 

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.450.000.000,00 

(tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 20  

 

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 huruf e sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), 

yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya bantuan 

operasional satuan pendidikan. 

 

Pasal 21  

 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 huruf c sebesar Rp1.598.339.000,00 (satu miliar lima ratus 

sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu 

rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

 

Pasal 22  

 

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d 

sebesar Rp371.499.140.447,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu 

empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil; dan  

b. belanja bantuan keuangan. 

 

 

Pasal 23  

 

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 

a sebesar Rp15.076.916.490,00 (lima belas miliar tujuh puluh 
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enam juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus 

sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah 

dan Pemerintah Desa; dan 

b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten kepada 

Pemerintah Desa. 

(2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sebesar Rp13.996.863.490,00 (tiga belas miliar sembilan ratus 

sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu 

empat ratus sembilan puluh rupiah). 

(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada 

pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sebesar Rp1.080.053.000,00 (satu miliar delapan puluh juta 

lima puluh tiga ribu rupiah). 

 

Pasal 24  

 

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

huruf b hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah 

provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar 

Rp356.422.223.957,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar empat 

ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan 

ratus lima puluh tujuh rupiah). 

 

Pasal 25  

 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar 

Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan  

b. pengeluaran pembiayaan. 

 

Pasal 26  

 

(1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 huruf a sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua 

ratus tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan  

b. pencairan dana cadangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 

Rp77.700.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus 

juta rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh 

miliar rupiah). 

 

Pasal 27  
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Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

 

Pasal 28  
 

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:  

a. Lampiran I berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. Lampiran II berisi rincian APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

c. Lampiran III berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran hibah;  

d. Lampiran IV berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran bantuan sosial;  

e. Lampiran V berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;   

f. Lampiran VI berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran belanja bagi hasil;  

g. Lampiran VII berisi rincian dana otonomi khusus menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 

subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan 

subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;  

h. Lampiran VIII berisi rincian dana bagi hasil sumber daya alam 

pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas 

alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi*) menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 

subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan 

subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

i. Lampiran IX berisi rincian dana tambahan infrastuktur menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 

subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan 

subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan 

j. Lampiran X berisi sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ 

kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan 

Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 29  

 

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 30  

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 29 Desember 2025 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

 

 AGUS SETYAWAN 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 29 Desember 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG,  

 

 

 

RIPTO SUSILO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 55 



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 53 Tahun 2025

Tanggal : 29 Desember 2025

KABUPATEN TEMANGGUNG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 416.593.288.775,00

4.1.01 Pajak Daerah 139.968.634.896,00

4.1.01.09 Pajak Reklame 800.000.000,00

4.1.01.09.001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 617.800.000,00

4.1.01.09.001.00001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 617.800.000,00

4.1.01.09.002 Pajak Reklame Kain 165.500.000,00

4.1.01.09.002.00001 Pajak Reklame Kain 165.500.000,00

4.1.01.09.004 Pajak Reklame Selebaran 16.700.000,00

4.1.01.09.004.00001 Pajak Reklame Selebaran 16.700.000,00

4.1.01.12 Pajak Air Tanah 375.000.000,00

4.1.01.12.001 Pajak Air Tanah 375.000.000,00

4.1.01.12.001.00001 Pajak Air Tanah 375.000.000,00

4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 28.500.000.000,00

4.1.01.15.001 PBBP2 28.500.000.000,00

4.1.01.15.001.00001 PBBP2 28.500.000.000,00

4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 18.700.000.000,00

4.1.01.16.001 BPHTB-Pemindahan Hak 18.700.000.000,00

4.1.01.16.001.00001 BPHTB-Pemindahan Hak 18.700.000.000,00

4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 29.715.000.000,00

4.1.01.19.001 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 4.000.000.000,00

4.1.01.19.001.00001 PBJT-Restoran 1.200.000.000,00

4.1.01.19.001.00002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 2.800.000.000,00

4.1.01.19.002 PBJT-Tenaga Listrik 25.000.000.000,00

4.1.01.19.002.00001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 25.000.000.000,00

4.1.01.19.003 PBJT-Jasa Perhotelan 425.000.000,00

4.1.01.19.003.00001 PBJT-Hotel 425.000.000,00

4.1.01.19.004 PBJT-Jasa Parkir 160.000.000,00

4.1.01.19.004.00001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 160.000.000,00

4.1.01.19.005 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 130.000.000,00

4.1.01.19.005.00001
PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan
secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

88.235.000,00

4.1.01.19.005.00002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 16.565.000,00

4.1.01.19.005.00009
PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan
Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran

9.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 14:43:03 Halaman 1



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4.1.01.19.005.00010
PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya,
Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang

15.000.000,00

4.1.01.19.005.00011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 1.200.000,00

4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 44.057.530.355,00

4.1.01.20.001 Opsen PKB 44.057.530.355,00

4.1.01.20.001.00001 Opsen PKB 44.057.530.355,00

4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 17.821.104.541,00

4.1.01.21.001 Opsen BBNKB 17.821.104.541,00

4.1.01.21.001.00001 Opsen BBNKB 17.821.104.541,00

4.1.02 Retribusi Daerah 243.212.775.891,00

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 237.999.760.891,00

4.1.02.01.001 Retribusi Pelayanan Kesehatan 231.898.545.891,00

4.1.02.01.001.00001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 53.575.045.891,00

4.1.02.01.001.00005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 178.233.500.000,00

4.1.02.01.001.00006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 90.000.000,00

4.1.02.01.004 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 830.115.000,00

4.1.02.01.004.00001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 830.115.000,00

4.1.02.01.005 Retribusi Pelayanan Pasar 3.306.300.000,00

4.1.02.01.005.00001 Retribusi Pelataran 283.300.000,00

4.1.02.01.005.00002 Retribusi Los 1.915.000.000,00

4.1.02.01.005.00003 Retribusi Kios 1.108.000.000,00

4.1.02.01.009 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 559.800.000,00

4.1.02.01.009.00001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 559.800.000,00

4.1.02.01.014 Retribusi Pelayanan Kebersihan 1.405.000.000,00

4.1.02.01.014.00001 Retribusi Pelayanan Persampahan 1.375.000.000,00

4.1.02.01.014.00002 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000,00

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 3.513.015.000,00

4.1.02.02.006 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 15.700.000,00

4.1.02.02.006.00001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 15.700.000,00

4.1.02.02.012
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan
Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

360.172.500,00

4.1.02.02.012.00001
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan
Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

360.172.500,00

4.1.02.02.014 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 875.600.000,00

4.1.02.02.014.00001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 875.600.000,00

4.1.02.02.015 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 75.000.000,00

4.1.02.02.015.00001 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 75.000.000,00

4.1.02.02.017 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 148.500.000,00

4.1.02.02.017.00001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 148.500.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 14:43:03 Halaman 2



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4.1.02.02.019 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 235.000.000,00

4.1.02.02.019.00001 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 235.000.000,00

4.1.02.02.020 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.803.042.500,00

4.1.02.02.020.00001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.803.042.500,00

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.700.000.000,00

4.1.02.03.007 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.400.000.000,00

4.1.02.03.007.00001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.400.000.000,00

4.1.02.03.008 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 300.000.000,00

4.1.02.03.008.00001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 300.000.000,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22.685.506.988,00

4.1.03.02
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD

22.685.506.988,00

4.1.03.02.001
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

17.139.085.443,00

4.1.03.02.001.00001
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

17.139.085.443,00

4.1.03.02.002
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

746.421.545,00

4.1.03.02.002.00001
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

746.421.545,00

4.1.03.02.003
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

4.800.000.000,00

4.1.03.02.003.00001
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)

4.800.000.000,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.726.371.000,00

4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 2.408.501.400,00

4.1.04.03.001 Hasil Sewa BMD 2.408.501.400,00

4.1.04.03.001.00001 Hasil Sewa BMD 2.408.501.400,00

4.1.04.05 Jasa Giro 467.911.200,00

4.1.04.05.001 Jasa Giro pada Kas Daerah 467.911.200,00

4.1.04.05.001.00001 Jasa Giro pada Kas Daerah 467.911.200,00

4.1.04.07 Pendapatan Bunga 5.363.571.000,00

4.1.04.07.001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.363.571.000,00

4.1.04.07.001.00001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.363.571.000,00

4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 13.250.000,00

4.1.04.08.002
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain

13.250.000,00

4.1.04.08.002.00001
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain

13.250.000,00

4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 220.000.000,00

4.1.04.11.001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 220.000.000,00

4.1.04.11.001.00001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 220.000.000,00
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4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 1.000.000.000,00

4.1.04.15.008 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.000.000.000,00

4.1.04.15.008.00001
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji
Pokok PNS

1.000.000.000,00

4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.162.800.000,00

4.1.04.16.004 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 250.000.000,00

4.1.04.16.004.00001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 250.000.000,00

4.1.04.16.006 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 912.800.000,00

4.1.04.16.006.00001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 694.000.000,00

4.1.04.16.006.00002 Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga 1.000.000,00

4.1.04.16.006.00004
Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari
Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD

100.000.000,00

4.1.04.16.006.00005 Pendapatan BLUD dari Investasi 67.000.000,00

4.1.04.16.006.00006 Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha 50.800.000,00

4.1.04.27 Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah 90.337.400,00

4.1.04.27.001 Pendapatan Denda Pajak Daerah 90.337.400,00

4.1.04.27.001.00043 Pendapatan Denda Pajak Hotel 337.000,00

4.1.04.27.001.00051 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.957.800,00

4.1.04.27.001.00068 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 832.000,00

4.1.04.27.001.00081 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 891.800,00

4.1.04.27.001.00122 Pendapatan Denda PBBP2 85.318.800,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.467.008.629.937,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.385.694.300.000,00

4.2.01.05 Dana Desa 205.149.783.000,00

4.2.01.05.001 Dana Desa 205.149.783.000,00

4.2.01.05.001.00001 Dana Desa 205.149.783.000,00

4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 34.918.875.000,00

4.2.01.07.001 DBH Pajak 34.420.430.000,00

4.2.01.07.001.00001 DBH PBB 796.755.000,00

4.2.01.07.001.00002 DBH PPh Pasal 21 5.417.946.000,00

4.2.01.07.001.00003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00

4.2.01.07.001.00004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 28.205.729.000,00

4.2.01.07.002 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 498.445.000,00

4.2.01.07.002.00002 DBH SDA Gas Bumi 43.711.000,00

4.2.01.07.002.00003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 25.987.000,00

4.2.01.07.002.00006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 181.492.000,00

4.2.01.07.002.00009 DBH SDA Perikanan 247.255.000,00

4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 833.762.700.000,00
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4.2.01.08.001 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 820.558.578.000,00

4.2.01.08.001.00001 DAU 820.558.578.000,00

4.2.01.08.002 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 13.204.122.000,00

4.2.01.08.002.00001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 4.600.000.000,00

4.2.01.08.002.00005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 8.604.122.000,00

4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 311.862.942.000,00

4.2.01.09.001 DAK Fisik 26.371.750.000,00

4.2.01.09.001.00081
DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

18.987.631.000,00

4.2.01.09.001.00082 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 3.290.533.000,00

4.2.01.09.001.00084 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 2.509.961.000,00

4.2.01.09.001.00090
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

1.583.625.000,00

4.2.01.09.002 DAK Non Fisik 285.491.192.000,00

4.2.01.09.002.00026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 74.036.760.000,00

4.2.01.09.002.00027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 1.405.000.000,00

4.2.01.09.002.00028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 11.757.750.000,00

4.2.01.09.002.00029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 82.500.000,00

4.2.01.09.002.00030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 5.863.850.000,00

4.2.01.09.002.00031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 180.000.000,00

4.2.01.09.002.00033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 10.303.035.000,00

4.2.01.09.002.00034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 464.033.000,00

4.2.01.09.002.00035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 18.746.278.000,00

4.2.01.09.002.00036 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru 155.637.399.000,00

4.2.01.09.002.00037 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru 69.000.000,00

4.2.01.09.002.00039 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana 6.345.587.000,00

4.2.01.09.002.00041 DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah 600.000.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 81.314.329.937,00

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 81.314.329.937,00

4.2.02.01.001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 81.314.329.937,00

4.2.02.01.001.00003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 33.903.349.560,00

4.2.02.01.001.00004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 155.846.852,00

4.2.02.01.001.00005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 47.255.133.525,00

Jumlah Pendapatan 1.883.601.918.712,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.483.116.018.014,00

5.1.01 Belanja Pegawai 863.576.794.628,00

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 569.130.047.055,00
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5.1.01.01.001 Belanja Gaji Pokok ASN 415.608.207.794,00

5.1.01.01.001.00001 Belanja Gaji Pokok PNS 281.086.093.771,00

5.1.01.01.001.00002 Belanja Gaji Pokok PPPK 134.522.114.023,00

5.1.01.01.002 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 38.293.796.895,00

5.1.01.01.002.00001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 26.145.767.095,00

5.1.01.01.002.00002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.148.029.800,00

5.1.01.01.003 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.274.484.300,00

5.1.01.01.003.00001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.274.484.300,00

5.1.01.01.004 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 39.051.650.572,00

5.1.01.01.004.00001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.831.170.536,00

5.1.01.01.004.00002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 17.220.480.036,00

5.1.01.01.005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 3.133.924.230,00

5.1.01.01.005.00001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.436.441.840,00

5.1.01.01.005.00002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 697.482.390,00

5.1.01.01.006 Belanja Tunjangan Beras ASN 23.123.453.540,00

5.1.01.01.006.00001 Belanja Tunjangan Beras PNS 14.722.215.884,00

5.1.01.01.006.00002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.401.237.656,00

5.1.01.01.007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.549.618.550,00

5.1.01.01.007.00001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.549.618.550,00

5.1.01.01.008 Belanja Pembulatan Gaji ASN 6.090.485,00

5.1.01.01.008.00001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.653.627,00

5.1.01.01.008.00002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.436.858,00

5.1.01.01.009 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 31.503.227.726,00

5.1.01.01.009.00001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 21.618.672.891,00

5.1.01.01.009.00002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.884.554.835,00

5.1.01.01.010 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.942.981.415,00

5.1.01.01.010.00001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.328.013.689,00

5.1.01.01.010.00002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 614.967.726,00

5.1.01.01.011 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.978.914.924,00

5.1.01.01.011.00001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.034.052.192,00

5.1.01.01.011.00002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.944.862.732,00

5.1.01.01.012 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.663.696.624,00

5.1.01.01.012.00001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.850.414.282,00

5.1.01.01.012.00002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 813.282.342,00

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 260.880.378.879,00

5.1.01.02.001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 98.988.014.400,00

5.1.01.02.001.00001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 88.742.193.900,00
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5.1.01.02.001.00002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 10.245.820.500,00

5.1.01.02.003 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.062.513.000,00

5.1.01.02.003.00001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.058.613.000,00

5.1.01.02.003.00002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 3.900.000,00

5.1.01.02.004 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 44.472.600,00

5.1.01.02.004.00001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 44.472.600,00

5.1.01.02.006 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 160.785.378.879,00

5.1.01.02.006.00009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 26.560.000,00

5.1.01.02.006.00012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 12.450.000,00

5.1.01.02.006.00015
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan

946.200.000,00

5.1.01.02.006.00016
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan

620.840.000,00

5.1.01.02.006.00019
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa
Tertentu (PBJT)

986.538.000,00

5.1.01.02.006.00020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)

1.462.710.008,00

5.1.01.02.006.00021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB)

591.660.671,00

5.1.01.02.006.00022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Umum-Pelayanan Kesehatan 

3.600.000,00

5.1.01.02.006.00023
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

55.000.000,00

5.1.01.02.006.00025
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

33.204.600,00

5.1.01.02.006.00026
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Umum-Pelayanan Pasar 

132.252.000,00

5.1.01.02.006.00030
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

23.592.000,00

5.1.01.02.006.00040
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 

80.000,00

5.1.01.02.006.00041
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Usaha-Rumah Potong Hewan 

3.000.000,00

5.1.01.02.006.00045
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 

3.000.000,00

5.1.01.02.006.00050
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan
Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung

56.000.000,00

5.1.01.02.006.00051
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan
Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

12.000.000,00

5.1.01.02.006.00055
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

11.206.900,00

5.1.01.02.006.00057
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

19.024.000,00

5.1.01.02.006.00060
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

5.940.000,00

5.1.01.02.006.00062
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

6.400.000,00
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5.1.01.02.006.00063
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa
Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 

67.721.700,00

5.1.01.02.006.00064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 75.560.213.400,00

5.1.01.02.006.00066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 30.000.000,00

5.1.01.02.006.00070 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 80.077.185.600,00

5.1.01.02.006.00072 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 39.000.000,00

5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 30.583.784.350,00

5.1.01.04.001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.015.054.110,00

5.1.01.04.001.00001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.015.054.110,00

5.1.01.04.002 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 95.263.497,00

5.1.01.04.002.00001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 95.263.497,00

5.1.01.04.003 Belanja Tunjangan Beras DPRD 130.179.150,00

5.1.01.04.003.00001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 130.179.150,00

5.1.01.04.004 Belanja Uang Paket DPRD 101.505.411,00

5.1.01.04.004.00001 Belanja Uang Paket DPRD 101.505.411,00

5.1.01.04.005 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.471.828.460,00

5.1.01.04.005.00001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.471.828.460,00

5.1.01.04.006 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 137.270.092,00

5.1.01.04.006.00001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 137.270.092,00

5.1.01.04.007 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 17.024.077,00

5.1.01.04.007.00001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 17.024.077,00

5.1.01.04.008 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 6.687.765.000,00

5.1.01.04.008.00001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 6.687.765.000,00

5.1.01.04.009 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.424.587.500,00

5.1.01.04.009.00001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.424.587.500,00

5.1.01.04.010 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 528.786.495,00

5.1.01.04.010.00001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 528.786.495,00

5.1.01.04.011 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 38.000,00

5.1.01.04.011.00001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 38.000,00

5.1.01.04.012 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 9.698.655.793,00

5.1.01.04.012.00001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 103.285.843,00

5.1.01.04.012.00002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 3.045.150,00

5.1.01.04.012.00003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 7.236.000,00

5.1.01.04.012.00004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 9.585.088.800,00

5.1.01.04.013 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.817.942.000,00

5.1.01.04.013.00001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.817.942.000,00

5.1.01.04.014 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 457.884.765,00

5.1.01.04.014.00001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 457.884.765,00
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5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.129.324.344,00

5.1.01.05.001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.200.600,00

5.1.01.05.001.00001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.200.600,00

5.1.01.05.002 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.728.084,00

5.1.01.05.002.00001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.728.084,00

5.1.01.05.003 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 99.361.080,00

5.1.01.05.003.00001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 99.361.080,00

5.1.01.05.004 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.200.261,00

5.1.01.05.004.00001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.200.261,00

5.1.01.05.005 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 554.879,00

5.1.01.05.005.00001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 554.879,00

5.1.01.05.006 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.132,00

5.1.01.05.006.00001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.132,00

5.1.01.05.007 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.491.591,00

5.1.01.05.007.00001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.491.591,00

5.1.01.05.010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 951.786.717,00

5.1.01.05.010.00009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 5.440.000,00

5.1.01.05.010.00012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 2.550.000,00

5.1.01.05.010.00015
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

193.800.000,00

5.1.01.05.010.00016
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

127.160.000,00

5.1.01.05.010.00019
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
(PBJT)

202.062.000,00

5.1.01.05.010.00020
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB)

299.591.206,00

5.1.01.05.010.00021
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB)

121.183.511,00

5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 853.260.000,00

5.1.01.06.001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 253.260.000,00

5.1.01.06.001.00001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 253.260.000,00

5.1.01.06.002 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00

5.1.01.06.002.00001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00

5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.000.000.000,00

5.1.01.99.099 Belanja Pegawai BLUD 1.000.000.000,00

5.1.01.99.099.09999 Belanja Pegawai BLUD 1.000.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.232.012.886,00

5.1.02.01 Belanja Barang 65.643.871.707,00

5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis 65.643.871.707,00

5.1.02.01.001.00001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.318.124.545,00
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5.1.02.01.001.00002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.284.134.000,00

5.1.02.01.001.00004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.405.377.945,00

5.1.02.01.001.00008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 141.349.060,00

5.1.02.01.001.00009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 91.332.000,00

5.1.02.01.001.00010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 216.191.900,00

5.1.02.01.001.00011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 25.632.000,00

5.1.02.01.001.00012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.211.168.470,00

5.1.02.01.001.00013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.106.961.761,00

5.1.02.01.001.00014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 288.075.000,00

5.1.02.01.001.00015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 8.000.000,00

5.1.02.01.001.00017 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar 34.796.691,00

5.1.02.01.001.00018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 315.819.700,00

5.1.02.01.001.00019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 29.645.000,00

5.1.02.01.001.00020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 7.090.000,00

5.1.02.01.001.00023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 42.813.000,00

5.1.02.01.001.00024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.868.035.087,00

5.1.02.01.001.00025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.175.356.025,00

5.1.02.01.001.00027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 124.185.000,00

5.1.02.01.001.00028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 36.400.000,00

5.1.02.01.001.00029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.399.171.750,00

5.1.02.01.001.00030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 858.217.032,00

5.1.02.01.001.00031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 969.395.080,00

5.1.02.01.001.00032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 525.752.410,00

5.1.02.01.001.00033 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 12.500.000,00

5.1.02.01.001.00034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 134.990.000,00

5.1.02.01.001.00035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 625.042.000,00

5.1.02.01.001.00036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 333.733.526,00

5.1.02.01.001.00037 Belanja Obat-Obatan-Obat 8.403.987.000,00

5.1.02.01.001.00038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 147.527.800,00

5.1.02.01.001.00039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.205.341.350,00

5.1.02.01.001.00040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.306.380.700,00

5.1.02.01.001.00044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 66.449.600,00

5.1.02.01.001.00052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.439.071.497,00

5.1.02.01.001.00053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.503.593.778,00

5.1.02.01.001.00057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 8.206.000,00

5.1.02.01.001.00062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 72.800.000,00

5.1.02.01.001.00063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 342.800.000,00
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5.1.02.01.001.00064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 162.258.000,00

5.1.02.01.001.00065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 155.350.000,00

5.1.02.01.001.00066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 17.000.000,00

5.1.02.01.001.00070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 14.400.000,00

5.1.02.01.001.00073 Belanja Pakaian KORPRI 13.200.000,00

5.1.02.01.001.00074 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.117.000,00

5.1.02.01.001.00075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 54.000.000,00

5.1.02.01.001.00076 Belanja Pakaian Olahraga 100.100.000,00

5.1.02.01.001.00077 Belanja Pakaian Paskibraka 39.000.000,00

5.1.02.02 Belanja Jasa 123.128.556.916,00

5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor 80.215.205.929,00

5.1.02.02.001.00003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.436.784.010,00

5.1.02.02.001.00004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.986.884.945,00

5.1.02.02.001.00005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 196.200.000,00

5.1.02.02.001.00006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00

5.1.02.02.001.00007 Honorarium Rohaniwan 9.750.000,00

5.1.02.02.001.00008
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan
Pengelola Website

68.200.000,00

5.1.02.02.001.00011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 194.900.000,00

5.1.02.02.001.00012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 217.600.000,00

5.1.02.02.001.00013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.934.238.800,00

5.1.02.02.001.00014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 488.500.000,00

5.1.02.02.001.00015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 81.000.000,00

5.1.02.02.001.00016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.165.583.110,00

5.1.02.02.001.00023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 18.225.000,00

5.1.02.02.001.00025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 111.950.000,00

5.1.02.02.001.00026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.751.190.791,00

5.1.02.02.001.00028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 285.600.000,00

5.1.02.02.001.00029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.346.641.000,00

5.1.02.02.001.00030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.671.602.672,00

5.1.02.02.001.00031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.188.564.179,00

5.1.02.02.001.00033 Belanja Jasa Tenaga Supir 389.356.800,00

5.1.02.02.001.00034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 26.962.200,00

5.1.02.02.001.00035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 61.200.000,00

5.1.02.02.001.00037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 58.750.000,00

5.1.02.02.001.00038 Belanja Jasa Tata Rias 10.300.000,00

5.1.02.02.001.00039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 125.916.656,00

5.1.02.02.001.00041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 8.600.000,00
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5.1.02.02.001.00042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 730.000,00

5.1.02.02.001.00047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00

5.1.02.02.001.00048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 51.500.000,00

5.1.02.02.001.00049
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah
Tangga

34.650.000,00

5.1.02.02.001.00050 Belanja Jasa Kalibrasi 285.768.000,00

5.1.02.02.001.00051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 40.660.000,00

5.1.02.02.001.00053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 5.000.000,00

5.1.02.02.001.00055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 228.250.000,00

5.1.02.02.001.00059 Belanja Tagihan Telepon 629.406.369,00

5.1.02.02.001.00060 Belanja Tagihan Air 735.155.121,00

5.1.02.02.001.00061 Belanja Tagihan Listrik 3.578.540.553,00

5.1.02.02.001.00062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 52.250.000,00

5.1.02.02.001.00063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.447.646.400,00

5.1.02.02.001.00064 Belanja Paket/Pengiriman 51.822.000,00

5.1.02.02.001.00067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 716.416.200,00

5.1.02.02.001.00068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 9.012.000.000,00

5.1.02.02.001.00071 Belanja Lembur 784.253.174,00

5.1.02.02.001.00073 Belanja Medical Check Up 71.200.000,00

5.1.02.02.001.00080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 117.920.000,00

5.1.02.02.001.00081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 17.120.000,00

5.1.02.02.001.00082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 875.000,00

5.1.02.02.001.00083
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan guru

1.472.744.250,00

5.1.02.02.001.00084
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan tenaga kependidikan

8.287.171.150,00

5.1.02.02.001.00085
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan tenaga kesehatan

228.000.000,00

5.1.02.02.001.00087
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
Jabatan Pengelola Umum Operasional

50.436.000,00

5.1.02.02.001.00088
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan operator layanan operasional

11.297.991.601,00

5.1.02.02.001.00089
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan pengelola layanan operasional

842.170.200,00

5.1.02.02.001.00090
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan penata layanan operasional

4.341.029.748,00

5.1.02.02.002 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 31.633.940.950,00

5.1.02.02.002.00001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.730.500.000,00

5.1.02.02.002.00003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 19.998.770.400,00

5.1.02.02.002.00004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.176.000.000,00

5.1.02.02.002.00005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 905.046.688,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 14:43:03 Halaman 12



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

5.1.02.02.002.00006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 615.253.675,00

5.1.02.02.002.00007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 758.402.038,00

5.1.02.02.002.00010 Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN 15.873.264,00

5.1.02.02.002.00012 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan 1.305.120.000,00

5.1.02.02.002.00013 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan 887.481.600,00

5.1.02.02.002.00014 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru 105.000.000,00

5.1.02.02.002.00015
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga
Kependidikan

705.000.000,00

5.1.02.02.002.00016
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga
Kesehatan

15.000.000,00

5.1.02.02.002.00018
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola
Umum Operasional

2.578.750,00

5.1.02.02.002.00019
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator
Layanan Operasional

730.227.678,00

5.1.02.02.002.00020
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola
Layanan Operasional

99.988.408,00

5.1.02.02.002.00021
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata
Layanan Operasional

290.161.684,00

5.1.02.02.002.00022 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru 7.924.200,00

5.1.02.02.002.00023
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga
Kependidikan

53.044.200,00

5.1.02.02.002.00024
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga
Kesehatan

1.128.000,00

5.1.02.02.002.00026
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan
Pengelola Umum Operasional

225.600,00

5.1.02.02.002.00027
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator
Layanan Operasional

50.464.278,00

5.1.02.02.002.00028
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan
Pengelola Layanan Operasional

6.532.264,00

5.1.02.02.002.00029
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata
Layanan Operasional

18.536.368,00

5.1.02.02.002.00030 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru 8.820.000,00

5.1.02.02.002.00031
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga
Kependidikan

59.220.000,00

5.1.02.02.002.00032
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga
Kesehatan

1.260.000,00

5.1.02.02.002.00034
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum
Operasional

252.000,00

5.1.02.02.002.00035
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator
Layanan Operasional

57.829.042,00

5.1.02.02.002.00036
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola
Layanan Operasional

7.352.850,00

5.1.02.02.002.00037
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan
Operasional

20.947.963,00

5.1.02.02.003 Belanja Sewa Tanah 30.000.000,00

5.1.02.02.003.00007 Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya 30.000.000,00

5.1.02.02.004 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.384.483.987,00
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5.1.02.02.004.00003 Belanja Sewa Excavator 40.000.000,00

5.1.02.02.004.00012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 18.845.000,00

5.1.02.02.004.00022 Belanja Sewa Electric Generating Set 36.300.000,00

5.1.02.02.004.00036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 426.770.650,00

5.1.02.02.004.00037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 65.000.000,00

5.1.02.02.004.00117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 383.239.337,00

5.1.02.02.004.00118 Belanja Sewa Mebel 163.605.000,00

5.1.02.02.004.00132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 228.474.000,00

5.1.02.02.004.00133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 22.250.000,00

5.1.02.02.005 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.814.343.000,00

5.1.02.02.005.00002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 196.000.000,00

5.1.02.02.005.00009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 538.006.000,00

5.1.02.02.005.00036 Belanja Sewa Taman 30.750.000,00

5.1.02.02.005.00043 Belanja Sewa Hotel 5.049.587.000,00

5.1.02.02.008 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.693.310.650,00

5.1.02.02.008.00001
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain
Arsitektural

300.000.000,00

5.1.02.02.008.00002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 524.100.000,00

5.1.02.02.008.00005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 50.000.000,00

5.1.02.02.008.00009
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk
Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

329.500.000,00

5.1.02.02.008.00018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 165.500.000,00

5.1.02.02.008.00019
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung

35.000.000,00

5.1.02.02.008.00020
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Teknik Sipil Transportasi

180.000.000,00

5.1.02.02.008.00021
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Teknik Sipil Air

65.810.650,00

5.1.02.02.008.00040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 43.400.000,00

5.1.02.02.012 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.167.672.400,00

5.1.02.02.012.00001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.156.965.400,00

5.1.02.02.012.00002 Belanja Sosialisasi 6.378.000,00

5.1.02.02.012.00003 Belanja Bimbingan Teknis 4.329.000,00

5.1.02.02.015 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 189.600.000,00

5.1.02.02.015.00002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 189.600.000,00

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.864.034.800,00

5.1.02.03.002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.215.924.888,00

5.1.02.03.002.00020 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder 27.500.000,00

5.1.02.03.002.00023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 6.560.000,00
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5.1.02.03.002.00035
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan

24.608.205,00

5.1.02.03.002.00036
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Penumpang

854.940.779,00

5.1.02.03.002.00037
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Angkutan Barang

204.375.000,00

5.1.02.03.002.00038
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Beroda Dua

114.764.031,00

5.1.02.03.002.00039
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Beroda Tiga

26.200.000,00

5.1.02.03.002.00044
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak
Bermotor Angkutan Barang

2.700.000,00

5.1.02.03.002.00115
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi
(Penggandaan)

11.730.000,00

5.1.02.03.002.00117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 25.697.600,00

5.1.02.03.002.00118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 170.081.944,00

5.1.02.03.002.00121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 167.590.000,00

5.1.02.03.002.00132
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan
Studio Audio

46.980.260,00

5.1.02.03.002.00138
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat
Komunikasi Telephone

22.081.300,00

5.1.02.03.002.00195
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan
Pemancar-Sumber Tenaga

30.840.000,00

5.1.02.03.002.00405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 362.665.989,00

5.1.02.03.002.00409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 81.399.000,00

5.1.02.03.002.00410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 35.210.780,00

5.1.02.03.003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.527.178.912,00

5.1.02.03.003.00001
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor

1.527.178.912,00

5.1.02.03.004 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 102.026.000,00

5.1.02.03.004.00009 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus 20.000.000,00

5.1.02.03.004.00027 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi 82.026.000,00

5.1.02.03.005 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 18.905.000,00

5.1.02.03.005.00028
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang
Bercorak Kesenian-Alat Musik

18.905.000,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.731.229.210,00

5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.731.229.210,00

5.1.02.04.001.00001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.603.301.365,00

5.1.02.04.001.00003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 884.720.845,00

5.1.02.04.001.00004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 571.770.000,00

5.1.02.04.001.00005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 671.437.000,00

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.366.653.800,00

5.1.02.05.001 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.184.300.000,00
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5.1.02.05.001.00001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 776.000.000,00

5.1.02.05.001.00005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 9.408.300.000,00

5.1.02.05.002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.182.353.800,00

5.1.02.05.002.00001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 9.786.053.800,00

5.1.02.05.002.00002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.396.300.000,00

5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 52.697.480.000,00

5.1.02.89.001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 52.697.480.000,00

5.1.02.89.001.00001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 51.292.480.000,00

5.1.02.89.001.00002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 1.405.000.000,00

5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.715.758.000,00

5.1.02.90.001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.715.758.000,00

5.1.02.90.001.00001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.715.758.000,00

5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 219.084.428.453,00

5.1.02.99.099 Belanja Barang dan Jasa BLUD 219.084.428.453,00

5.1.02.99.099.09999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 219.084.428.453,00

5.1.05 Belanja Hibah 88.464.079.500,00

5.1.05.05
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonesia

54.764.680.000,00

5.1.05.05.001
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

6.648.680.000,00

5.1.05.05.001.00001
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

765.000.000,00

5.1.05.05.001.00002
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

5.883.680.000,00

5.1.05.05.002
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah
Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

47.856.000.000,00

5.1.05.05.002.00001
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

47.856.000.000,00

5.1.05.05.003
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan

260.000.000,00

5.1.05.05.003.00001
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan

260.000.000,00

5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.817.819.500,00

5.1.05.07.001 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.817.819.500,00

5.1.05.07.001.00001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.817.819.500,00

5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 31.881.580.000,00

5.1.05.08.001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 13.997.480.000,00

5.1.05.08.001.00001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 13.997.480.000,00

5.1.05.08.002 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 11.840.250.000,00

5.1.05.08.002.00001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 11.840.250.000,00

5.1.05.08.003 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 6.043.850.000,00
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5.1.05.08.003.00001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 6.043.850.000,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.843.131.000,00

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.514.000.000,00

5.1.06.01.001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.514.000.000,00

5.1.06.01.001.00001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.514.000.000,00

5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 2.980.000.000,00

5.1.06.02.001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 2.980.000.000,00

5.1.06.02.001.00001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 2.980.000.000,00

5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 550.000.000,00

5.1.06.03.001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 550.000.000,00

5.1.06.03.001.00001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 550.000.000,00

5.1.06.04
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,
Keagamaan dan Bidang Lainnya)

799.131.000,00

5.1.06.04.001
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan
(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

799.131.000,00

5.1.06.04.001.00001
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan
(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

799.131.000,00

5.2 BELANJA MODAL 235.088.421.251,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 160.000.000,00

5.2.01.99 Belanja Modal Tanah BLUD 160.000.000,00

5.2.01.99.099 Belanja Modal Tanah BLUD 160.000.000,00

5.2.01.99.099.09999 Belanja Modal Tanah BLUD 160.000.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.637.457.697,00

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 269.200.000,00

5.2.02.01.001 Belanja Modal Alat Besar Darat 50.000.000,00

5.2.02.01.001.00007 Belanja Modal Compacting Equipment 50.000.000,00

5.2.02.01.003 Belanja Modal Alat Bantu 219.200.000,00

5.2.02.01.003.00004 Belanja Modal Electric Generating Set 215.000.000,00

5.2.02.01.003.00005 Belanja Modal Pompa 4.200.000,00

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 7.474.250,00

5.2.02.02.001 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00

5.2.02.02.001.00001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00

5.2.02.02.001.00002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00

5.2.02.02.002 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 7.474.250,00

5.2.02.02.002.00001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 7.474.250,00

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 43.489.000,00

5.2.02.03.001 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 33.750.000,00

5.2.02.03.001.00002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 750.000,00

5.2.02.03.001.00006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 33.000.000,00
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5.2.02.03.002 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 2.040.000,00

5.2.02.03.002.00006 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) 2.040.000,00

5.2.02.03.003 Belanja Modal Alat Ukur 7.699.000,00

5.2.02.03.003.00001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 1.000.000,00

5.2.02.03.003.00010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 6.699.000,00

5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 133.841.000,00

5.2.02.04.001 Belanja Modal Alat Pengolahan 133.841.000,00

5.2.02.04.001.00001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 17.390.000,00

5.2.02.04.001.00002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 61.226.000,00

5.2.02.04.001.00005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 24.750.000,00

5.2.02.04.001.00006 Belanja Modal Alat Processing 15.000.000,00

5.2.02.04.001.00007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 6.250.000,00

5.2.02.04.001.00009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 9.225.000,00

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 513.567.334,00

5.2.02.05.001 Belanja Modal Alat Kantor 59.556.000,00

5.2.02.05.001.00004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.056.000,00

5.2.02.05.001.00005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 49.500.000,00

5.2.02.05.002 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 354.011.334,00

5.2.02.05.002.00001 Belanja Modal Mebel 72.592.934,00

5.2.02.05.002.00003 Belanja Modal Alat Pembersih 20.000.000,00

5.2.02.05.002.00004 Belanja Modal Alat Pendingin 101.762.800,00

5.2.02.05.002.00005 Belanja Modal Alat Dapur 1.870.000,00

5.2.02.05.002.00006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 150.975.600,00

5.2.02.05.002.00007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 6.810.000,00

5.2.02.05.003 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 100.000.000,00

5.2.02.05.003.00001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 12.000.000,00

5.2.02.05.003.00003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 88.000.000,00

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 144.001.200,00

5.2.02.06.001 Belanja Modal Alat Studio 144.001.200,00

5.2.02.06.001.00001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 101.889.000,00

5.2.02.06.001.00002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 36.112.200,00

5.2.02.06.001.00006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 6.000.000,00

5.2.02.06.002 Belanja Modal Alat Komunikasi 0,00

5.2.02.06.002.00001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 0,00

5.2.02.06.002.00002 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB 0,00

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.875.490.000,00

5.2.02.07.001 Belanja Modal Alat Kedokteran 575.490.000,00
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5.2.02.07.001.00001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 572.760.000,00

5.2.02.07.001.00029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 2.730.000,00

5.2.02.07.002 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.300.000.000,00

5.2.02.07.002.00005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.300.000.000,00

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 7.740.000,00

5.2.02.08.003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 0,00

5.2.02.08.003.00005 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 0,00

5.2.02.08.007 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7.740.000,00

5.2.02.08.007.00001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 7.740.000,00

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.291.132.475,00

5.2.02.10.001 Belanja Modal Komputer Unit 1.085.822.475,00

5.2.02.10.001.00002 Belanja Modal Personal Computer 1.085.822.475,00

5.2.02.10.002 Belanja Modal Peralatan Komputer 205.310.000,00

5.2.02.10.002.00003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 146.046.000,00

5.2.02.10.002.00004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 57.200.000,00

5.2.02.10.002.00005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.064.000,00

5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 78.050.000,00

5.2.02.15.002 Belanja Modal Alat Pelindung 60.800.000,00

5.2.02.15.002.00003 Belanja Modal Topi Kerja 800.000,00

5.2.02.15.002.00006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 60.000.000,00

5.2.02.15.003 Belanja Modal Alat SAR 17.250.000,00

5.2.02.15.003.00001 Belanja Modal Alat Penolong 17.250.000,00

5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 698.055.000,00

5.2.02.18.001 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 698.055.000,00

5.2.02.18.001.00003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 698.055.000,00

5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 3.000.000,00

5.2.02.19.001 Belanja Modal Peralatan Olahraga 3.000.000,00

5.2.02.19.001.00006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 3.000.000,00

5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 3.746.800.000,00

5.2.02.89.001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 3.746.800.000,00

5.2.02.89.001.00001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 3.746.800.000,00

5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.825.617.438,00

5.2.02.99.099 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.825.617.438,00

5.2.02.99.099.09999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.825.617.438,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 181.729.293.554,00

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.364.293.554,00

5.2.03.01.001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.364.293.554,00
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5.2.03.01.001.00001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.735.730.079,00

5.2.03.01.001.00006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 6.390.683.475,00

5.2.03.01.001.00010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.237.880.000,00

5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 6.310.000.000,00

5.2.03.04.001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 6.310.000.000,00

5.2.03.04.001.00004 Belanja Modal Pagar 6.310.000.000,00

5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 165.055.000.000,00

5.2.03.99.099 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 165.055.000.000,00

5.2.03.99.099.09999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 165.055.000.000,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.561.670.000,00

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 30.511.046.000,00

5.2.04.01.001 Belanja Modal Jalan 30.416.046.000,00

5.2.04.01.001.00003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 28.566.046.000,00

5.2.04.01.001.00009 Belanja Modal Jalan Khusus 1.850.000.000,00

5.2.04.01.002 Belanja Modal Jembatan 95.000.000,00

5.2.04.01.002.00003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 95.000.000,00

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 600.624.000,00

5.2.04.02.001 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 600.624.000,00

5.2.04.02.001.00004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi 600.624.000,00

5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 0,00

5.2.04.03.003 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 0,00

5.2.04.03.003.00004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 0,00

5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.450.000.000,00

5.2.04.99.099 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.450.000.000,00

5.2.04.99.099.09999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.450.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000.000,00

5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.000.000.000,00

5.2.05.89.001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.000.000.000,00

5.2.05.89.001.00001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 5.000.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.598.339.000,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.598.339.000,00

5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 1.598.339.000,00

5.3.01.01.001 Belanja Tidak Terduga 1.598.339.000,00

5.3.01.01.001.00001 Belanja Tidak Terduga 1.598.339.000,00

5.4 BELANJA TRANSFER 371.499.140.447,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 15.076.916.490,00

5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 13.996.863.490,00
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5.4.01.01.003 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 13.996.863.490,00

5.4.01.01.003.00001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 13.996.863.490,00

5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.080.053.000,00

5.4.01.02.001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.080.053.000,00

5.4.01.02.001.00001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.080.053.000,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 356.422.223.957,00

5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 356.422.223.957,00

5.4.02.05.002 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 356.422.223.957,00

5.4.02.05.002.00003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 49.646.247.991,00

5.4.02.05.002.00004
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari
Dana Desa

205.149.783.000,00

5.4.02.05.002.00005
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa

101.626.192.966,00

Jumlah Belanja 2.091.301.918.712,00

Total Surplus/(Defisit) -207.700.000.000,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 207.700.000.000,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 77.700.000.000,00

6.1.01.05 Penghematan Belanja 77.700.000.000,00

6.1.01.05.001 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 77.700.000.000,00

6.1.01.05.001.00001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 67.700.000.000,00

6.1.01.05.001.00009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan 10.000.000.000,00

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 130.000.000.000,00

6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 130.000.000.000,00

6.1.02.01.001 Pencairan Dana Cadangan 130.000.000.000,00

6.1.02.01.001.00001 Pencairan Dana Cadangan 130.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00

Pembiayaan Netto 207.700.000.000,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00
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BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN



 
 
 
 
 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 102 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Temanggung, maka Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor 117 Tahun 2017 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung 

Nomor  19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 117 Tahun 

2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung, sudah tidak 

sesuai dan perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Temanggung; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 

 

SALINAN 

I I 
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3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 129); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2009 tentang Tata Naskah Dinas di  Lingkungan 

Pemerintah  Daerah; 

11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata 

Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 758); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 

2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA 
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
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6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah 

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. 

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah 

Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung. 

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten 

Temanggung. 

10. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati. 

11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah. 

12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian 

wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 

13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat 

Kecamatan. 

14. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi 

yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah. 

15. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang 

meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, 
pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media 
yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

16. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah. 

17. Format adalah Naskah Dinas yang menggambarkan tata letak dan 

redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. 

18. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau 
Perangkat Daerah. 

19. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk 
mengesahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh 

Bupati/Wakil Bupati. 

20. Stempel Perangkat Daerah adalah alat/cap yang digunakan untuk 

mengesahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah. 

21. Stempel Paraf Koordinasi adalah  alat/cap yang dibubuhkan pada 

Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

22. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan 

atau nama perangkat daerah tertentu yang ditempatkan di bagian 
atas kertas. 

23. Kop Naskah Dinas Bupati adalah bagian teratas dari naskah dinas 
Bupati yang memuat sebutan Bupati Temanggung.  

24. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah adalah bagian teratas dari 

Naskah Dinas yang memuat sebutan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung.  



 - 5 - 

25. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan 

jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan 
dibagian atas sampul naskah. 

26. Kop Sampul Naskah Dinas Bupati adalah bagian teratas dari sampul 
Naskah Dinas Bupati yang memuat sebutan Bupati Temanggung 

dengan menggunakan lambang negara berwarna kuning emas 
dibagian tengah atas. 

27. Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah adalah bagian teratas 
dari sampul Naskah Dinas yang memuat sebutan nama Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan 

lambang daerah dibagian kiri atas. 

28. Papan Nama Perangkat Daerah adalah papan yang bertuliskan 

nama, alamat perangkat daerah, nomor telepon, nomor faximili, 
laman, surat elektronik, dan kode pos. 

29. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 

30. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan 
kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani 

Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan 
pada jabatannya. 

31. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari 
pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. 

32. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas adalah 
pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada 
pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk 

menandatangani Naskah Dinas tertentu dan tanggung jawab 
sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi. 

33. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan 
kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama 

yang memberi mandat. 

34. Mandat Penandatanganan Naskah Dinas adalah pelimpahan 
kewenangan kepada pejabat setingkat dibawahnya atau yang 

ditunjuk untuk menandatangani Naskah Dinas, 
pertanggungjawaban materi Naskah Dinas tersebut tetap berada 

ditangan yang memberikan mandat. 

35. Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk 

produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati 
setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

36. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk 

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati. 

37. Peraturan Bersama adalah Naskah Dinas dalam susunan dan 

bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua 
atau lebih kepala daerah. 

38. Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk 

produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit, dan 
final.  

39. Instruksi Bupati adalah Naskah Dinas yang memuat perintah Bupati 
berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu 

kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
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40. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, 

penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang 
dianggap penting dan mendesak. 

41. Surat Biasa adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, 
pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 

42. Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan 
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas 

tertentu. 

43. Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap 
suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

44. Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi suatu 
kesepakatan yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih 

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah 
disepakati bersama. 

45. Surat Tugas adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan 
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan 
pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya. 

46. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas dari pejabat 
yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk 

melaksanakan perjalanan dinas. 

47. Surat Kuasa adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok 
orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk 
melakukan sesuatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 

48. Surat Undangan adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat 

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan pada waktu, 
tempat dan acara yang ditentukan. 

49. Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan 
tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau 
menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 

50. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah Naskah Dinas dari 
pejabat yang berisi keterangan bahwa seorang pegawai telah 

melaksanakan tugas. 

51. Surat Pernyataan adalah Naskah Dinas yang dibuat untuk 

menyatakan diri atau sesuatu hal. 

52. Surat Panggilan adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 

53. Nota Dinas adalah Naskah Dinas yang bersifat internal berisi 
komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada 

bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 

54. Lembar Disposisi adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 

55. Telaahan Staf adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh bawahan 
kepada atasan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, 

pendapat dan saran-saran tentang suatu masalah. 

56. Pengumuman adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi pemberitahuan yang bersifat umum.  
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57. Laporan adalah Naskah Dinas dari bawahan kepada atasan yang 

berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas 
kedinasan. 

58. Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 

59. Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk 

mengantar/ menyampaikan barang atau naskah. 

60. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi keterangan atas 
sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak. 

61. Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan proses sidang 
atau rapat. 

62. Memo adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
catatan tertentu.  

63. Daftar Hadir adalah Naskah Dinas dari pejabat berwenang yang 
berisi keterangan atas kehadiran seseorang. 

64. Piagam adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi 

penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang 
telah diwujudkan. 

65. Surat Tanda Tamat Pendidikan  dan Pelatihan yang selanjutnya 
disingkat STTPP adalah Naskah Dinas yang merupakan tanda bukti 

seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 

66. Sertifikat adalah Naskah Dinas yang merupakan tanda bukti 
seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 

67. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu Naskah Dinas. 

68. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu 

Naskah Dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 

69. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu Naskah Dinas dianggap 

tidak pernah dikeluarkan. 

70. Legalisasi adalah pernyataan badan dan/ atau pejabat pemerintahan 
mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen 

administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. 

 

BAB II 

TATA NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Jenis, Susunan Dan Bentuk Naskah Dinas 
Pasal 2 

Jenis Naskah Dinas terdiri atas: 

a.  Naskah Dinas arahan; 

b.  Naskah Dinas korespondensi; dan 

c.  Naskah Dinas khusus. 

Pasal 3 

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

terdiri atas: 

a.  Naskah Dinas pengaturan; 

b.  Naskah Dinas penetapan; dan 

c.  Naskah Dinas penugasan. 



 - 8 - 

Pasal 4 

Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a terdiri atas: 

a.  peraturan perundang-undangan; 

b.  instruksi; 

c.  surat edaran; dan 

d.  standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. 

Pasal 5 
(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b disusun dalam bentuk keputusan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Pasal 6 

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 

disusun dalam bentuk surat perintah atau surat tugas yang merupakan 

Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada bawahan 

atau pejabat lain yang diperintah/diberi tugas, yang memuat apa yang 

harus dilakukan. 

Pasal 7 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b, terdiri atas: 

a. Naskah Dinas korespondensi internal, meliputi: 

1. nota dinas; 

2. memorandum;  

3. disposisi; dan 

4. surat undangan internal. 

b. Naskah Dinas korespondensi eksternal yang disusun dalam bentuk 

surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

 

Pasal 8 

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 

terdiri dari: 

a.  surat perjanjian; 

b.  surat kuasa; 

c.  berita acara; 

d.  surat keterangan; 

e.  surat pengantar; 

f.  pengumuman; 

g.  laporan; dan 

h.  telaahan staf. 
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Bagian kedua 

Asas dan Prinsip Tata Naskah Dinas 
 

Pasal 9 

Asas Tata Naskah Dinas terdiri atas: 

a. efisien dan efektif; 

b. pembakuan; 

c. akuntabilitas; 

d. keterkaitan; 

e. kecepatan dan ketepatan; dan 

f. keamanan. 

 

Pasal 10 

(1) Efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 

dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan 
ruang atau lembar Naskah Dinas, spesifikasi informasi, serta 
penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas. 

(2) Pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 
dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. 

(3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yaitu 
penyelenggaraan Tata Naskah Dinas harus dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, 
keabsahan dan dokumentasi. 

(4) Keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu 

Tata Naskah Dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. 

(5) Kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf e yaitu Tata Naskah Dinas diselenggarakan tepat waktu dan 
tepat sasaran. 

(6) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yaitu 
penyelenggaraan Tata Naskah Dinas harus aman secara fisik dan 
substansi. 

 
Pasal 11 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Naskah Dinas terdiri dari: 

a. ketelitian; 

b. kejelasan; 

c. singkat dan padat; dan 

d. logis dan meyakinkan. 

 
Pasal 12 

(1) Ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 
diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan 

pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah 
ejaan di dalam pengetikan. 

(2) Kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b 

diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan 
materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. 
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(3) Singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c 

diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 

(4) Logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf 
d diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta 

struktur kalimat harus lengkap dan efektif. 
 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Surat Masuk, Surat Keluar dan Kecepatan Proses 
Penyelesaian/ Penyampaian Jawaban 

Pasal 13 

Penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan sebagai berikut : 

a. pengelolaan surat masuk; 

b. pengelolaan surat keluar; 

c. tingkat keamanan; 

d. kecepatan proses; 

e. penggunaan kertas surat; 

f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan 

g. warna dan kualitas kertas. 

 
Pasal 14 

Pengelolaan surat masuk dilakukan melalui : 

a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui 
tahapan: 

1. dicatat dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan 
ke unit pengelola; 

2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat 
dan arahan pimpinan; dan 

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. 

b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan 
kepada yang berhak. 

c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari 
tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah 

yang berwenang. 

d. jawaban terhadap surat yang masuk: 

1. instansi pengirim harus segera mengonfirmasikan kepada 
penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses 
komunikasi tanpa keterangan yang jelas; dan 

2. instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap 
konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim. 

 
Pasal 15 

Pengelolaan surat keluar dilakukan melalui tahapan: 

a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi 
sesuai tugas dan kewenangan dan dicatat oleh masing-masing unit 

tata usaha dalam rangka pengendalian; 
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b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada 
masing-masing Perangkat Daerah; 

c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera 
dikirim dan dicatat dalam buku ekspedisi dengan tanda tangan 

penerima Naskah Dinas; dan 

d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha. 

 
Pasal 16 

Penggandaan Naskah Dinas disesuaikan dengan kebutuhan dengan 

tetap mempertimbangkan efisiensi, sedangkan penggandaan Naskah 
Dinas rahasia dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek 

keamanan informasi. 
 

 
Bagian Keempat 

Tingkat Keaslian 
 

Pasal 17 

Tingkat keaslian Naskah Dinas adalah kategori Naskah Dinas yang 
didasarkan atas aspek yuridis formal, yang meliputi: 

a. Asli merupakan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang dan dibubuhi cap dinas; 

b. Salinan atau turunan merupakan salinan secara keseluruhan 
naskah dinas yang tidak berbeda dengan surat aslinya (dapat pula 

berupa fotokopi); 

c. Salinan atau turunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam 
bentuk dan susunan produk hukum daerah yang diundangkan dan 

yang ditandatangani Bupati diautentikasi oleh Kepala Bagian Hukum 
Setda; 

d. Salinan atau turunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, selain 
dalam bentuk dan susunan produk hukum diautentikasi oleh kepala 

perangkat daerah yang mengeluarkan dan dapat didelegasikan; 

e. Petikan adalah salinan dari keputusan yang memuat bagian-

bagian yang perlu untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan; 
dan  

f. Petikan dari keputusan yang ditandatangani kepala perangkat daerah 

diautentikasi oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk. 

Pasal 18 

(1) Tembusan adalah hasil penggandaan naskah dinas yang harus 

disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan yang tertera dalam 
naskah dinas dan bersifat pemberitahuan dan memiliki tujuan untuk 
menunjukan bahwa pihak yang bersangkutan perlu mengetahui isi 

surat tersebut.  

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada posisi 

bagian kiri bawah pada Naskah Dinas. 

(3) Dalam tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak perlu 

mencantumkan penulisan arsip maupun pertinggal. 
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Bagian Kelima 

Tingkat Keamanan dan Penyampaian 
 

Pasal 19 

(1) Tingkat keamanan dilakukan dengan mencantumkan kode pada 

sampul naskah dinas sebagai berikut: 

a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi 

dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat 
hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan 
keselamatan negara; 

b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan 
sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak 

kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa; 

c. surat konfidensial/terbatas disingkat T, merupakan surat yang 

materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang 
berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan 
pembangunan; dan 

d. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan 
sifatnya biasa dan dapat di akses oleh masyarakat. 

(2) Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik), berwarna 
merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat, jika surat 

dinas tersebut dicopy, cap tingkat keamanan pada copy harus 
dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli. 
 

Pasal 20 

(1) Kecepatan proses diatur sebagai berikut : 

a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat 
diterima; 

b. segera, dengan batas waktu 2 X 24 jam setelah surat diterima; 

c. penting, dengan batas waktu 3 X 24 jam setelah surat diterima; 
dan 

d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat 
diterima. 

(2) Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Naskah Dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan 
menggunakan tinta warna merah; 

b. Naskah Dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan 

tinta warna merah; 
c. Naskah Dinas Terbatas diberikan kode ‘T’ dengan menggunakan 

tinta hitam; dan 
d. Naskah Dinas Biasa/Terbuka diberikan kode ‘B’ dengan 

menggunakan tinta hitam. 
 
 

 
 

 
 

 
 



 - 13 - 

Bagian Keenam 

Kertas Surat 

Pasal 21 

Penggunaan kertas surat diatur sebagai berikut: 

a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas paling sedikit HVS 70 

gram; 

b. penggunaan kertas HVS diatas 70 gram atau jenis lain, hanya 

terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman 
tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; 

c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau 

logo daerah berwarna dicetak di atas kertas minimal 70 gram; 

d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah 

Folio/F4 (215 x 330 mm); 

e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan 

adalah A4 (210x 297 mm); dan 

f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A 5 (165 x 215 
mm). 

Pasal 22 

(1) Pengetikan naskah dinas yang berbentuk produk hukum, ketetapan, 
surat edaran, Instruksi, surat perintah, surat tugas, dan SPPD 

adalah: 

a. penggunaan huruf jenis Bookman Old Style 12; dan 

b. spasi memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

(2) Pengetikan naskah dinas selain sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
adalah: 

a. penggunaan huruf jenis Arial 12 atau disesuaikan dengan 
kebutuhan; dan 

b. spasi 1 atau 1,5. 
 

Pasal 23 

(1) warna dan kualitas, kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik 

(White bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, sedangkan 
yang berkualitas biasa digunakan untuk copy surat dinas. 

(2) apabila digunakan mesin ketik elektrik atau komputer, tembusan 

dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan mesin foto copy. 

(3) naskah dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau 

bernilai guna permanen harus menggunakan kertas serendah-
rendahnya dengan nilai keasaman (PH) 7. 

 
 

BAB III 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS 

Pasal 24 

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh 
Bupati/Wakil Bupati, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

diberi wewenang. 
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Pasal 25 

Jenis dan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan 
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 26 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 27 

(1) Lampiran Naskah Dinas harus ditandatangani oleh Pejabat yang 

berwenang. 

(2) Susunan dan bentuk lampiran Naskah Dinas sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN 

ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN 
DAN PENJABAT 

 
Pasal 28 

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan 

wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 
setingkat dibawahnya. 

(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan 
wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 

dua tingkat dibawahnya. 

(3) Tanggung jawab terhadap pelimpahan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang 

melimpahkan wewenang, dan pejabat yang menerima pelimpahan 
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang 

melimpahkan wewenang. 

Pasal 29 

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara 
pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang 
penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif belum 

dilantik. 

(2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan 

Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 

penerbitan Naskah Dinas yang dilakukannya. 
 

Pasal 30 

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat 

sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 
wewenang penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif 
berhalangan sementara. 
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(2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan 

Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. 

(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan atas Naskah Dinas yang dilakukannya kepada pejabat 
definitif. 

Pasal 31 

(1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk 

jabatan Bupati. 

(2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas 
pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.  

 

BAB V 

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN,  
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Paraf 

Pasal 32 

(1) Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu 

diparaf. 

(2) Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk produk hukum sebelum 

ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar. 

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. 

(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 

tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan Naskah Dinas. 

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. paraf hierarki; dan 

b. paraf koordinasi. 

Bagian Kedua 

Penulisan Nama 

Pasal 33 

Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada Naskah Dinas yaitu: 

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum dan instruksi tidak 

menggunakan gelar; dan 

b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar. 

 

 

 

 

 

 



 - 16 - 

Bagian Ketiga 

Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat  
Penandatanganan Naskah Dinas  

Pasal 34 

(1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang 

pelayanan yang bersifat lintas sektoral kepada perangkat daerah 
yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. 

(2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tetap menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang bersangkutan.  

 

Pasal 35 

(1) Bupati mendelegasikan penandatanganan Naskah Dinas di bidang 

kepegawaian kepada Perangkat Daerah yang menangani 
kepegawaian. 

(2) Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati. 

 

Bagian Keempat 

Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas 

Pasal 36 

(1) Tinta yang digunakan untuk Naskah Dinas berwarna hitam. 

(2) Tinta yang digunakan untuk menandatangani dan paraf Naskah 
Dinas berwarna hitam atau biru tua. 

(3) Tinta yang dipergunakan untuk kode tingkat keamanan Naskah 

Dinas berwarna merah. 
 

BAB  VI 

STEMPEL 

Bagian Kesatu 

Jenis 

Pasal  37 

Jenis stempel untuk Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah 
terdiri atas: 

a. Stempel Jabatan; dan 

b. Stempel Perangkat daerah. 

 
Pasal 38 

(1) Stempel Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf  a 

adalah stempel Jabatan Bupati. 

(2) Stempel Jabatan Bupati berisi nama jabatan dan menggunakan 

lambang negara dengan pembatas tanda bintang. 

 

Pasal 39 

Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf 
b, terdiri atas: 

a. Stempel Perangkat Daerah; 



 - 17 - 

b. Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu; 

c. Stempel UPT; 

d. Stempel kelurahan; dan 

e. Stempel satuan pendidikan. 
 

Bagian Kedua 

Bentuk, Ukuran dan Isi 

Pasal 40 

(1) Stempel Jabatan Bupati dan Stempel Perangkat Daerah berbentuk 
lingkaran. 

(2)  Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. garis lingkaran luar; 

b. garis lingkaran tengah; 

c. garis lingkaran dalam; dan  

d. isi stempel. 
 

Pasal 41 

Ukuran Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah meliputi: 

a. ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Jabatan dan Stempel 
Perangkat Daerah adalah 4 cm; 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel Jabatan dan 
Stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; 

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel Jabatan dan 

Stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm;dan 

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 

maksimal 1 cm. 

Pasal 42 

(1) Ukuran Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu, 
meliputi: 

a. ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Jabatan dan 

Stempel Perangkat Daerah adalah 1,8 cm; 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel Jabatan dan 

Stempel Perangkat Daerah adalah 1,7 cm; 

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel Jabatan dan 

Stempel Perangkat Daerah adalah 1,2 cm; dan 

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 
maksimal 0,5 cm. 

 
(2) Stempel untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipergunakan untuk kartu pegawai, tanda pengenal, 
asuransi kesehatan dan sejenisnya. 

(3) Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
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Pasal 43 

(1) Stempel Jabatan Bupati berisi tulisan BUPATI dan TEMANGGUNG 
dengan pembatas tanda bintang. 

(2) Stempel Jabatan  BUPATI menggunakan lambang negara. 

(3) Stempel Perangkat Daerah berisi nama PEMERINTAH KABUPATEN 

dan TEMANGGUNG dengan pembatas tanda bintang, nama 
perangkat daerah yang bersangkutan, tanpa menggunakan 

lambang/logo. 

Pasal 44 

Bentuk dan ukuran Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IV Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 45 

(1) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Jabatan adalah 
Bupati/Wakil Bupati.  

 

(2) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Perangkat Daerah 
adalah Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPT, Lurah, Kepala Satuan 

Pendidikan, atau pejabat yang diberi wewenang. 
 

Pasal 46 

Stempel untuk Naskah Dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan 
dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani 

Naskah Dinas. 
 

Bagian Ketiga 

Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel 

 
Pasal 47 

(1) Pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak 
menggunakan Stempel Perangkat Daerah, menunjuk 
pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan 

penggunaan stempel perangkat daerah. 

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan Stempel Jabatan untuk 

Naskah Dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 
ketatausahaan pada Setda. 

(3) Kewenangan pemegang dan penyimpan Stempel Perangkat Daerah 
dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada 
setiap Perangkat Daerah. 

(4) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab atas 

penggunaan Stempel. 

(5) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan Stempel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala 
Perangkat Daerah atas nama Bupati. 
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Bagian Keempat 

Pengamanan 

 
Pasal 48 

 

(1) Untuk pengamanan Stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah 
Daerah, menggunakan kode. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan 
Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh 

Bupati. 
 

BAB VII 

KOP NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Jenis 

Pasal 49 

Jenis Kop Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas : 

a. Kop Naskah Dinas jabatan; dan 

b. Kop Naskah Dinas perangkat daerah. 

 
Bagian Kedua 

Bentuk dan Isi 
 

Pasal 50 
 

(1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, 

untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan: 

a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan 

dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum; 

b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan 
dibagian tengah atas serta alamat, nomor telepon, nomor 
faksimili, laman,  surat elektronik dan kode pos ditempatkan 

dibagian tengah bawah untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan 
susunan surat. 

c. lambang negara berwarna kuning emas digunakan untuk 
Naskah Dinas asli yang ditandatangani langsung oleh 

Bupati/Wakil Bupati; dan 

d. untuk Naskah Dinas salinan dan naskah dinas yang 
digandakan menggunakan lambang negara berwarna hitam. 

(2) Kop Naskah Dinas perangkat daerah kabupaten memuat sebutan 
pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, 

alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimili, laman,  surat 
elektronik. 

(3) Kop Naskah Dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah 
kabupaten, nama kecamatan, alamat, kode pos, nomor telepon, 
nomor faksimili, laman,  surat elektronik. 
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(4) Kop Naskah Dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah 

kabupaten, nama kecamatan, nama kelurahan, alamat, kode pos, 
nomor telepon, nomor faksimili, laman,  surat elektronik. 

 

Bagian Ketiga 

Penggunaan  

Pasal 51 

(1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan 
wakil Bupati. 

(2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 huruf b, digunakan untuk Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, 
kepala UPT, Lurah, kepala satuan pendidikan atau pejabat lain yang 

ditunjuk. 

Pasal 52 

Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 

SAMPUL NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Jenis 

Pasal 53 

Jenis sampul Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri 

atas: 

a. sampul Naskah Dinas jabatan; dan 

b. sampul Naskah Dinas perangkat daerah. 
 

Bagian Kedua 

Bentuk, Ukuran dan Isi 

Pasal 54 

Sampul Naskah Dinas jabatan dan sampul Naskah Dinas Perangkat 
Daerah berbentuk empat persegi panjang. 

 
Pasal 55 

(1) Ukuran sampul Naskah Dinas jabatan dan sampul Naskah Dinas 
Perangkat Daerah meliputi: 

a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; 

b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm; 

c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 

cm; dan 

d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 

14 cm. 

(2) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan kertas berwarna coklat muda atau putih. 
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Pasal 56 

(1) Sampul Naskah Dinas jabatan berisi lambang negara berwarna 
kuning  emas dan nama jabatan dan alamat, kode pos, nomor 

telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik dan laman dibagian 
tengah atas. 

(2) Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah berisi nama pemerintah 
kabupaten, nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, kode 

pos, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik dan 
laman  dibagian tengah atas. 

(3) Sampul UPT berisi nama pemerintah daerah, nama perangkat 

daerah, nama UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, 
nomor faksimili, alamat surat elektronik dan laman  dibagian tengah 

atas. 
 

Pasal 57 
 

Bentuk, ukuran, dan isi Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VI Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IX 

PAPAN NAMA 

Bagian Kesatu 

Jenis  

Pasal 58 
 

Jenis  papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas : 

a. papan nama Kantor Bupati; dan 

b. papan nama perangkat daerah. 

 
 

Bagian Kedua 

Bentuk, Ukuran dan Isi 

 
Pasal 59 

 
Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk empat persegi 
panjang. 

 
Pasal 60 

 
Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah disesuaikan 

dengan besar bangunan. 
Pasal 61 

 

(1) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati, 

alamat, nomor telepon dan kode pos. 
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(2) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan pemerintah 
kabupaten dan nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, 

nomor telepon dan kode pos. 
 

Bagian Ketiga  

Penempatan 

Pasal 62 

Papan nama kantor perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang 
strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan. 

 
Pasal 63 

 
Bagi beberapa kantor perangkat daerah yang berada di bawah satu atap 

atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan 
semua nama perangkat daerah. 
 

Pasal 64 
 

Bentuk, ukuran, dan isi papan nama perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 

Peraturan Bupati ini. 
 

BAB X 

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN 

Pasal 65 

(1) Perubahan dan pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 
dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah 

dinas yang sejenis. 

(2) Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, 

mengeluarkan atau pejabat diatasnya. 
 

BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 66 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan 
atas penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan Kerja Perangkat 

Daerah masing-masing. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 67 

Produk-produk tata naskah yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya 
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 68 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Temanggung Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 117) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 117 

Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2019 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 69 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung. 
 

 
Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 15 November 2021 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

ttd 
 

M. AL KHADZIQ 
 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 15 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 
 

ttd 
 

HARY AGUNG PRABOWO 

 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 102 

 
~~~~~~- dengan aslinya 

·~~lt\\'IIAN HUKUM 
TEMANGGUNG, 

. gkat I 
.........i:!l!!:'....~~""'M'2 199603 1 003 
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LAMPIRAN  I 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 102 TAHUN 2021 
TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
 

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

1). KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

A. Bupati 

a. Bupati menandatangani naskah dinas dalam susunan dan 
bentuk produk hukum terdiri atas : 

1. Peraturan Daerah; 
2. Peraturan Bupati ; 
3. Peraturan Bersama Bupati; dan 

4. Keputusan Bupati. 
 

b. Bupati menandatangani naskah dinas dalam susunan dan 
bentuk surat terdiri atas: 

1. Instruksi; 
2. Surat Edaran; 
3. Surat Biasa; 

4. Surat Keterangan; 
5. Surat Perintah; 

6. Surat Izin; 
7. Surat Perjanjian; 

8. Surat Perintah Tugas; 
9. Surat Kuasa; 

10. Surat Undangan; 
11. Surat Pernyataan; 
12. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

13. Surat Panggilan; 
14. Nota Dinas; 

15. Lembar Disposisi; 
16. Pengumuman; 

17. Laporan; 
18. Rekomendasi; 
19. Surat Pengantar; 

20. Telegram; 
21. Berita Acara; 

22. Memo; 
23. Piagam; 

24. Sertifikat; dan 
25. STTPP. 
 

c. Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah dinas 
sebagaimana dimaksud  pada huruf a dan huruf b, dilakukan 

Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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d. Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas 

tertentu kepada pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan 

Peraturan Bupati kecuali Peraturan Daerah.  

 

B. Wakil Bupati 

a. Wakil Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam susunan 

dan bentuk surat terdiri atas : 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Perintah; 

4) Surat Izin; 

5) Surat Perintah Tugas; 

6) Surat Pernyataan; 

7) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

8) Nota Dinas; 

9) Lembar Disposisi; 

10) Telaahan Staf; 

11) Laporan; 

12) Rekomendasi; dan 

13) Memo. 

 

b. Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas 

meliputi: 

1. Dalam susunan dan bentuk produk hukum berupa 

keputusan; dan 

2. Dalam susunan dan bentuk surat terdiri atas : 

1) Surat Edaran; 

2) Surat Biasa; 

3) Surat Keterangan; 

4) Surat Perintah; 

5) Surat Izin; 

6) Surat Perintah Tugas; 

7) Surat Pernyataan; 

8) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

9) Nota Dinas; 

10) Lembar Disposisi; 

11) Pengumuman; 

12) Rekomendasi; 

13) Surat Pengantar; 

14) Telegram; 

15) Berita Acara; 

16) Piagam; dan 

17) Sertifikat.  
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C. Sekretaris Daerah 

a. Sekretaris Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani 

naskah dinas : 
1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Perintah; 

4) Surat Izin; 

5) Surat Perjanjian; 

6) Surat Perintah Tugas; 

7) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

8) Surat Kuasa; 

9) Surat Undangan; 

10) Surat Pernyataan; 

11) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

12) Surat Panggilan; 

13) Nota Dinas; 

14) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

15) Lembar Disposisi; 

16) Telaahan Staf; 

17) Pengumuman; 

18) Laporan; 

19) Rekomendasi; 

20) Surat Pengantar; 

21) Lembaran Daerah; 

22) Berita Daerah; 

23) Berita Acara; 

24) Notulen; 

25) Memo; 

26) Daftar Hadir; dan 

27) Sertifikat.  

 
b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah 

dinas meliputi: 

1. Dalam susunan dan bentuk produk hukum berupa 
keputusan;dan 

2. Dalam susunan dan bentuk surat terdiri atas : 

1) Surat Edaran; 

2) Surat Biasa; 
3) Surat Keterangan; 

4) Surat Perintah; 
5) Surat Izin; 
6) Surat Perjanjian; 

7) Surat Perintah Tugas; 
8) Surat Undangan; 

9) Surat Pernyataan; 
10) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

11) Surat Panggilan; 
12) Nota Dinas; 
13) Pengumuman; 

14) Telegram; 
15) Berita Acara; 

16) Piagam; 
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17) Sertifikat; dan 
18) STTPP.  

 

c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah 
dinas dalam susunan dan bentuk surat yang materinya 

merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari suatu 
kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. 

d. Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya 
menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk 

surat dalam rangka pengaturan atau koordinasi teknis 
administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di 
lingkungan pemerintah daerah. 

 
D. Asisten  

a. Asisten atas wewenang jabatannya menandatangani naskah 
dinas : 

1) Nota Dinas; 

2) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

3) Lembar Disposisi; 

4) Telaahan Staf; 

5) Laporan; 

6) Surat Pengantar; 

7) Notulen; dan 

8) Memo. 

 

b. Asisten  atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah 

dinas: 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Pernyataan; 

3) Surat Keterangan; 

4) Surat Perintah; 

5) Surat Perintah Tugas; 

6) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

7) Surat Undangan; 

8) Surat Panggilan; 

9) Legalisasi; 

10) Nota Dinas; 

11) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

12) Laporan; 

13) Surat Pengantar; dan 

14) Daftar Hadir. 

 

E. Staf Ahli 

Staf Ahli atas wewenang jabatannya menandatangani naskah 

dinas: 
1) nota pengajuan konsep naskah dinas; 

2) telaahan staf;dan 

3) laporan. 
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F. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

a. Sekretaris DPRD atas wewenang jabatannya menandatangani:  

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Pernyataan; 

4) Surat Perintah; 

5) Surat Izin; 

6) Surat Perjanjian; 

7) Surat Perintah Tugas; 

8) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

9) Surat Kuasa; 

10) Surat Undangan; 

11) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

12) Surat Panggilan; 

13) Nota Dinas; 

14) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

15) Lembar Disposisi; 

16) Legalisasi; 

17) Telaahan Staf; 

18) Pengumuman; 

19) Laporan; 

20) Rekomendasi; 

21) Surat Pengantar; 

22) Berita Acara; 

23) Notulen; 

24) Memo; dan 

25) Daftar Hadir. 

 
b. Sekretaris DPRD atas wewenang jabatannya menandatangani 

Naskah Dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan 
oleh pimpinan yang bersifat informatif, biasa atau teknis yang 

ditujukan kepada eselon yang setingkat atau dibawahnya. 

c. Sekretaris DPRD atas nama Bupati/Wakil Bupati 
menandatangani naskah dinas: 

1. dalam susunan dan bentuk produk hukum berupa 
Keputusan Bupati; dan 

2. dalam susunan dan bentuk surat terdiri atas: 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; dan 

3) Surat Perintah. 

 

G. Kepala Perangkat Daerah : 

a. Kepala Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya 

menandatangani naskah dinas : 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Perintah; 

4) Surat Izin; 
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5) Surat Perjanjian; 

6) Surat Tugas; 

7) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

8) Surat Kuasa; 

9) Surat Undangan; 

10) Surat Pernyataan; 

11) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;  

12) Surat Panggilan; 

13) Nota Dinas; 

14) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

15) Lembar Disposisi; 

16) Legalisasi; 

17) Telaahan Staf; 

18) Pengumuman; 

19) Laporan; 

20) Rekomendasi; 

21) Surat Pengantar; 

22) Berita Acara; 

23) Notulen; 

24) Memo; 

25) Daftar Hadir; dan 

26) Sertifikat. 

 

b. Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati, menandatangani 
naskah dinas : 

1. dalam susunan dan bentuk produk hukum berupa 

Keputusan Bupati; dan 

2. dalam susunan dan bentuk surat terdiri atas :  

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Perintah; 

4) Surat Undangan; 

5) Surat Pengantar; dan 

6) Sertifikat;  

 
c. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan wewenang jabatannya 

menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk 
surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan  teknis 
masing-masing satuan organisasi.  

d. Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, pejabat pada 
setiap perangkat daerah berdasarkan pemberian mandat 

menandatangani naskah dinas atas nama kepala perangkat 
daerah yang bersangkutan.  

 
H. Kepala UPT Dinas/Badan: 

a. Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dinas 

dalam susunan dan bentuk surat meliputi : 
 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Perintah; 
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3) Surat Perjanjian; 

4) Surat Perintah Tugas; 

5) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

6) Surat Perintah Perjalanan Dinas tamu; 

7) Surat Kuasa; 

8) Surat Undangan; 

9) Surat Keterangan; 

10) Surat Pernyataan; 

11) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

12) Surat Panggilan; 

13) Nota Dinas; 

14) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

15) Lembar Disposisi; 

16) Legalisasi; 

17) Telaahan Staf; 

18) Pengumuman; 

19) Laporan; 

20) Rekomendasi; 

21) Surat Pengantar; 

22) Berita Acara; 

23) Notulen; 

24) Memo;dan 

25) Daftar Hadir. 

 
b. Kepala UPT Dinas/Badan atas nama kepala Dinas/Badan 

menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk 

surat  meliputi : 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Perintah; 

4) Nota Dinas; dan 

5) Daftar Hadir. 

I. Sekretaris Perangkat Daerah : 

 a.  Sekretaris atau sebutan lain pada perangkat daerah 

menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk 

surat meliputi: 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Perintah; 

4) Surat Kuasa; 

5) Surat Undangan; 

6) Surat Pernyataan; 

7) Nota Dinas; 

8) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

9) Lembar Disposisi; 

10) Telaahan Staf; 

11) Laporan; 

12) Surat Pengantar; 

13) Notulen; 
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14) Memo; dan 

15) Daftar Hadir. 

 

b. Sekretaris atau sebutan lain pada perangkat daerah, atas 
nama Kepala Perangkat daerah menandatangani naskah dinas 
dalam susunan dan bentuk surat meliputi : 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Perintah; 

4) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

5) Surat Undangan; 

6) Legalisasi; 

7) Nota Dinas;dan 

8) Daftar Hadir. 

 
J. Camat: 

a. Camat menandatangani naskah dinas dalam susunan dan 
bentuk surat meliputi : 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Perintah; 

4) Surat Izin; 

5) Surat Perjanjian; 

6) Surat Perintah Tugas; 

7) Surat Perintah Perjalanan Dinas;  

8) Surat Kuasa; 

9) Surat Undangan; 

10) Surat Pernyataan; 

11) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

12) Surat Panggilan; 

13) Nota Dinas; 

14) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

15) Lembar Disposisi; 

16) Legalisasi; 

17) Telaahan Staf; 

18) Pengumuman; 

19) Laporan; 

20) Rekomendasi; 

21) Surat Pengantar; 

22) Berita Acara; 

23) Memo; dan 

24) Daftar Hadir. 

 

 
 

 
 

 



  

 

- 32 - 

 
b. Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas:  

a. dalam susunan dan bentuk produk hukum berupa 
Keputusan Bupati; dan 

b. dalam susunan dan bentuk surat terdiri atas : 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Pernyataan; 

4) Surat Perintah; dan 

5) Surat Undangan.  

 

K. Kepala Bagian, Kepala Bidang: 

 a. Kepala Bagian dan Kepala Bidang menandatangani naskah 

dinas dalam susunan dan bentuk surat meliputi : 

1) Surat Perintah; 

2) Nota Dinas; 

3) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

4) Lembar Disposisi; 

5) Telaahan Staf; 

6) Laporan;dan 

7) Daftar Hadir. 

 
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang atas nama Kepala 

perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam 
susunan dan bentuk surat meliputi : 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Pernyataan; 

4) Surat Perintah; 

5) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

6) Legalisasi; 

7) Nota Dinas;dan 

8) Daftar Hadir. 

 

c. Khusus bagi Kepala Bagian di Lingkungan Setda, 

penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud  pada 

huruf b, dilakukan apabila  pejabat diatasnya (asisten) 

berhalangan. 

 

L. Lurah: 

 a.  Lurah menandatangani naskah dinas dalam susunan dan 

bentuk surat meliputi : 

1) Surat Undangan; 

2) Nota Dinas; 

3) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

4) Surat Perintah Perjalanan Dinas tamu;  
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5) Lembar Disposisi; 

6) Telaahan Staf; 

7) Laporan; 

8) Surat Pengantar; 

9) Blanko-blanko yang dikeluarkan pihak lain; 

10) Memo; dan 

11) Daftar Hadir. 

 
b. Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam 

susunan dan bentuk surat meliputi : 

1) Surat Biasa; 

2) Surat Keterangan; 

3) Surat Izin; 

4) Surat Perjanjian; 

5) Surat Perintah Tugas; 

6) Surat Kuasa; 

7) Surat Pernyataan;  

8) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

9) Surat Perintah;  

10) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

11) Surat Undangan; 

12) Pengumuman; 

13) Rekomendasi; dan 

14) Berita Acara. 

 

M. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi: 

a. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi 

menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk 

surat meliputi : 

1) Nota Dinas; 

2) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 

3) Surat Perintah Perjalanan Dinas tamu; 

4) Telaah Staf; dan 

5) Laporan. 

 

b. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, atas nama 

Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani 

naskah dinas dalam susunan dan bentuk surat meliputi : 

1) Surat Perintah; 

2) Nota Dinas; dan 

3) Daftar Hadir. 

 

c. Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, dilakukan apabila seluruh pejabat diatasnya 

berhalangan. 
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2). PEMBUBUHAN PARAF 

1. Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Bupati atau Wakil 

Bupati, yakni:  

a. Dari Sekretariat Daerah, harus dibubuhkan paraf koordinasi 

secara hierarkis dan tanggal paraf, mulai dari Kepala Bagian, 

Asisten, dan Sekretaris Daerah. Selanjutnya dalam hal tertentu 

dimungkinkan terjadi Bagian dalam melaksanakan tupoksi ada 

kaitan erat dengan substansi lintas Asisten SEKDA, maka proses 

naskah dinasnya perlu dibubuhkan paraf koordinasi secara 

hierarkhis dan tanggal paraf dari Asisten SEKDA yang 

membidangi sesuai dengan tupoksi dan substansi dimaksud. 

b. Perangkat Daerah di luar Sekretariat Daerah, harus dibubuhkan 

paraf koordinasi secara hierarkhis dan tanggal paraf, mulai dari 

Kepala Perangkat Daerah, Asisten yang membidangi, dan 

Sekretaris Daerah.  

2. Seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 

Daerah harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkhis dan 

tanggal paraf, mulai dari Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Kasubbid, 

Kepala Bidang/Kepala Bagian/Inspektur Pembantu dan Sekretaris. 

Contoh: 

a. Paraf koordinasi pengajuan naskah dinas dari lingkungan SETDA 

yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati. 

 

Jabatan Paraf Tgl 

Panjang  : 4,5 cm 
Lebar  : 3,5 cm 

 

Sekda   

Asisten   

Kabag   

 

 
b. Paraf koordinasi pengajuan naskah dinas dari Perangkat Daerah 

di luar SETDA yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati. 

 

Jabatan Paraf Tgl 

Panjang  : 4,5 cm 
Lebar  : 3,5 cm 

 
 

Sekda   

Asisten   

Kepala 
PD 
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c. Paraf koordinasi pengajuan naskah dinas dari lingkungan SETDA 

yang ditandatangani Sekretaris Daerah. 
 

Jabatan Paraf Tgl 

Panjang  : 4 cm 
Lebar  : 3,5 cm 

 

Asisten   
 

Ka.Bag  
 

 

 
d. Paraf koordinasi pengajuan naskah dinas yang ditandatangani 

Kepala Perangkat Daerah. 
 

 

Jabatan Paraf Tgl 

Panjang  : 4 cm 

Lebar  : 3,5 cm 
 

Sekretaris  
 

Ka.Bid/ 
Ka.Bag/ 
Irban/ 

Ka.UPT 

 

 

Kasi/Kasub
-bid/Kasub-

bag 

 
 

 
 

3). Penggunaan penandatanganan naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagai berikut: 

A. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Dalam hal Bupati dijabat oleh Penjabat Bupati, maka penggunaan 
Penjabat (Pj.) adalah sebagai berikut:  

Penjabat (Pj.) dipergunakan jika pemegang jabatan Bupati untuk 
sementara waktu sampai dengan pelantikan Bupati, Wakil Bupati 
dan terpilih.  

 
 B. Penggunaan a.n., u.b., Plt, dan Plh di lingkungan Sekretariat 

Daerah. 

Dalam hal Bupati memberikan mandat penandatanganan kepada 

pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n., u.b., Plt, dan Plh 
yaitu sebagai berikut: 

1. atas nama (a.n.) dipergunakan jika yang berwenang 

menandatangani naskah dinas telah mendapat mandat dari 
pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya, 

pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada 
ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang 

menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang 
isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat. 
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2. untuk beliau (u.b.) dipergunakan jika pejabat yang mendapat 
mandat kewenangan memberikan kewenangan lagi kepada 

bawahannya. 

3. Pejabat pelaksana tugas (Plt) dipergunakan jika terdapat 
kekosongan Jabatan Struktural (berhalangan) dan belum 

ditetapkan pengangkatan pejabat difinitif oleh pejabat yang 
berwenang. 

4. Pejabat pelaksana harian (Plh) dipergunakan jika pejabat yang 
berwenang berhalangan sementara.  

 
C. Di lingkungan Perangkat Daerah. 

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah memberikan mandat 

penandatanganan kepada pejabat dibawahnya, maka penggunaan 
a.n., u.b., Plt, dan Plh adalah sebagaimana ketentuan pada huruf B 

angka 1,2,3, dan 4  tersebut di atas. 
 

4). Contoh penandatanganan dan penggunaan a.n. (atas nama), u.b. 
(untuk beliau), Pj. (Penjabat), Plh. (Pejabat pelaksana harian), Plt. 
(Pejabat pelaksana tugas). 

A. Di lingkungan Sekretariat Daerah. 

1. Penandatangan naskah dinas : 

 a. Oleh Bupati : BUPATI TEMANGGUNG, 
 

 
NAMA LENGKAP 

 

 b. Oleh Wakil Bupati : WAKIL BUPATI TEMANGGUNG, 
 

 
NAMA LENGKAP 

 
  

 
- Kewenangan yang 

dimandatkan 

 

: a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

WAKIL BUPATI, 
 
 

NAMA LENGKAP 
 

  - Kewenangan yang 
telah didelegasikan 

: WAKIL BUPATI TEMANGGUNG, 
 

 
NAMA LENGKAP 

 

 
2. Penggunaan “Penjabat” 

(Pj) 

  

 a. Dipanjangkan : PENJABAT  BUPATI TEMANGGUNG, 

 
 
 

NAMA LENGKAP 
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 b. Disingkat  Pj. BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 
 

NAMA LENGKAP 
 

 
3. Penggunaan “Plh”  Plh. BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 
 

NAMA LENGKAP (Wakil Bupati) 
 

 
 

4. a. Penggunaan “a.n.”   a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

SEKRETARIS DAERAH, 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 

 
 b. Penggunaan “u.b.”  a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

SEKRETARIS DAERAH 
u.b. 

ASISTEN..............., 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

 
 

5. Penggunaan “Plt”  Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG 

ASISTEN ............., 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 
 

6. Penggunaan “Plh”  Plh. SEKRETARIS DAERAH   
KABUPATEN TEMANGGUNG 

ASISTEN............., 

 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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B. Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 

1. Penandatangan naskah dinas 

 
oleh Kepala Perangkat Daerah : INSPEKTUR/KEPALA........., 

 

 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 

2. Penggunaan “a.n.”  a.n. INSPEKTUR/KEPALA..... 
SEKRETARIS / KEPALA 

BIDANG/ INSPEKTUR 
PEMBANTU......., 

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 
 

3.     Penggunaan “u.b.”  a.n. INSPEKTUR/KEPALA .... 
SEKRETARIS / KEPALA 
BIDANG/ INSPEKTUR 

PEMBANTU......., 
u.b. 

KEPALA 
SUBBAGIAN/SEKSI......, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

 
4. Penggunaan “Plt”  Plt. INSPEKTUR/KEPALA…… 

SEKRETARIS / KEPALA 
BIDANG/ INSPEKTUR 

PEMBANTU......., 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 
5. Penggunaan “Plh”  Plh. INSPEKTUR/KEPALA…… 

SEKRETARIS / KEPALA 
BIDANG/ INSPEKTUR 

PEMBANTU......., 

 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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5). PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT 

A. PENGERTIAN  

a. Yang dimaksud perubahan adalah mengubah sebagian dari suatu 

naskah dinas. Dalam hal ini harus dibedakan dengan pengertian  
ralat yaitu mengubah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik. 

b. Yang dimaksud pencabutan adalah suatu pernyataan tidak 
berlaku lagi suatu naskah dinas terhitung mulai saat ditetapkan 

dalam pencabutan tersebut. 

c. Yang dimaksud pembatalan adalah suatu pernyataan yang 
dinyatakan bahwa suatu naskah dinas harus dianggap tidak 

pernah dikeluarkan. 

d. Ralat adalah perbaikan yang dilakukan karena terjadi salah 

pengetikan atau salah cetak sehingga tidak sesuai dengan naskah 
aslinya. 

 
B. TATA CARA MENGUBAH, MENCABUT ATAU MEMBATALKAN 

NASKAH DINAS 

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut 
atau dibatalkan harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya 

atau setingkat lebih tinggi, misalnya Peraturan Bupati harus 
dengan Peraturan Bupati. 

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan 
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas  
tersebut atau pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil misalnya salah ketik, 
dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas 

atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah. 

 

6). POKOK- POKOK PENYUSUNAN PENGETIKAN NASKAH DINAS 

A. Persyaratan Penyusunan: 

1. Ketelitian: 

Dalam menyusun naskah dinas harus tercermin ketelitian dan 
kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, 

struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan dalam 
pengetikan. Kecermatan dan ketelitian sangat membantu 

pimpinan dalam mengurangi kesalahan pengambilan 
keputusan/kebijakan. 

2. Kejelasan: 

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan, aspek fisik, dan 
materi. 

3. Singkat dan Padat: 

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap). 

4. Logis dan Meyakinkan: 
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Naskah dinas harus runtut dan logis yang berarti bahwa 
penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut 

urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus 
lengkap dan efektif sehingga memudahkan pemahaman penalaran 
bagi penerima naskah dinas. 

5. Pembakuan: 
Naskah dinas harus taat mengikuti aturan yang baku yang 

berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut 
format maupun dari penggunaan bahasanya agar memudahkan 

dan memperlancar pemahaman isi naskah dinas. 
 

B. Penomoran Naskah Dinas: 

Nomor pada naskah dinas merupakan segmen penting dalam 
kearsipan, oleh karena itu susunannya harus dapat memberikan 

kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip. 

a. Produk Hukum  (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan 

Bersama Bupati, Instruksi Bupati) 
Susunan nomor naskah dinas produk hukum terdiri dari tulisan 
Nomor (ditulis dengan huruf kapital) dan tulisan Tahun (dengan 

huruf kapital). 
 

 Contoh penomoran: 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ...(1)... TAHUN...(2)... 

    Keterangan: 
o (1) : Nomor Naskah (dalam satu tahun takwin) 

o (2) : Tahun Terbit Naskah 

 

b. Keputusan Bupati 
Susunan nomor naskah dinas Keputusan Bupati terdiri dari 
tulisan Nomor (ditulis dengan huruf kapital) dan tulisan Tahun 

(dengan huruf kapital). 
 

 Contoh penomoran: 

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ...(1).../...(2)... TAHUN...(3)... 

    Keterangan: 
o (1) : Kode Klasifikasi 

o (2) : Nomor Naskah (dalam satu tahun takwin) 
o (3) : Tahun Terbit Naskah 

c. Surat  
1. Naskah dinas dalam bentuk Surat Edaran, yang 

ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah: 

 Contoh penomoran: 

Nomor: ...(1).../...(2)... Tahun ...(4)... 

Keterangan : 

o (1) : Kode klasifikasi. 
o (2) : Nomor urut naskah dinas (dalam satu tahun 

takwin). 
o (3) :  Tahun terbit. 
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2. Naskah dinas dalam bentuk Surat Keterangan, Surat 
Perintah, Surat Tugas, Surat Izin, Surat Perjanjian, Surat 

Perintah perjalanan Dinas, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, 
Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, Nota Dinas, Nota 
Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Pengumuman,  

Rekomendasi, Surat Pengantar, Berita Acara, Piagam, STTTP, 
SOP, dan Sertifikat yang ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati 

dan Sekretaris Daerah: 

 Contoh penomoran: 

Nomor: ...(1).../...(2).../...(3)... 

Keterangan : 
o (1) : Kode klasifikasi. 

o (2) : Nomor urut naskah dinas (dalam satu tahun 
takwin). 

o (3) :  Tahun terbit. 
                      

3. Naskah dinas dalam bentuk Surat Biasa, Surat Undangan, 

dan Surat Panggilan yang ditandatangani Bupati/ Wakil 
Bupati dan Sekretaris Daerah: 

 Contoh penomoran: 

Nomor: ...(1).../...(2).../...(3).../...(4).../...(5).../...(6)... 

Keterangan : 

o (1) : Kategori klasifikasi keamanan arsip. 
o (2) : Nomor urut naskah dinas (dalam satu tahun takwin). 

o (3) : Kode klasifikasi 
o (4) : Kode Perangkat Daerah. 
o (5) : Bulan (angka romawi. 

o (6) : Tahun terbit. 
 

4. Naskah dinas dalam bentuk Surat Keterangan, Surat 
Perintah, Surat Tugas, Surat Izin, Surat Perjanjian, Surat 

Perintah perjalanan Dinas, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, 
Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, Nota Dinas, Nota 
Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Telaah Staf, Pengumuman,  

Rekomendasi, Surat Pengantar, Berita Acara, Piagam, dan 
Sertifikat yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah: 

 Contoh penomoran: 

Nomor: ...(1).../...(2).../...(3)... 

Keterangan : 

o (1) : Kode klasifikasi. 
o (2) : Nomor urut naskah dinas (dalam satu tahun 

takwin). 
o (3) :  Tahun terbit. 

5. Naskah dinas dalam bentuk Surat Biasa, Surat Undangan, 

dan Surat Panggilan yang ditandatangani Kepala Perangkat 
Daerah: 

 Contoh penomoran: 
Nomor:...(1).../...(2).../...(3).../...(4).../...(5)... 
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Keterangan : 
o (1) : Kategori klasifikasi keamanan arsip. 

o (2) : Nomor urut naskah dinas (dalam satu tahun 
takwin). 

o (3) : Kode klasifikasi. 

o (4) : Bulan. 
o (5) : Tahun terbit. 

d. Kategori klasifikasi keamanan arsip 
Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
1. Naskah Dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan 

menggunakan tinta warna merah; 

2. Naskah Dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ dengan 
menggunakan tinta warna merah; 

3. Naskah Dinas Terbatas diberikan kode ‘T’ dengan 
menggunakan tinta hitam; dan 

4. Naskah Dinas Biasa/Terbuka diberikan kode ‘B’ dengan 
menggunakan tinta hitam. 

C. Kode Perangkat Daerah 

     

NO NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA KODE 

1 SEKRETARIAT DAERAH 01 

  a. Asisten Pemerintahan dan Kesra:   

     1). Bagian Pemerintahan 01.1 

     2). Bagian Kesra dan Bina Mental 01.2 

     3). Bagian Hukum 01.3 

  b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan    

     1). Bagian Pembangunan 01.4 

     2). Bagian Perekonomian 01.5 

     3). Bagian Pengadaan Barang/jasa 01.6 

  c. Asisten Administrasi Umum   

     1). Bagian Umum 01.7 

     2). Bagian Organisasi 01.8 

     3). Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 01.9 

2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 02 

3 INSPEKTORAT  03 

4 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 04 

5 DINAS KESEHATAN; 05 

6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 06 

7 SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 07 

8 DINAS SOSIAL 08 

9 DINAS  KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 09 

10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA  
BERENCANA,  

10 

11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11 

12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12 

13 DINAS PENANAMAN MODAL  13 

14 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN 

PERDAGANGAN 

14 

15 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 15 
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NO NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA KODE 

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16 

17 DINAS PERHUBUNGAN 17 

18 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, 

DAN LINGKUNGAN HIDUP 

18 

19 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN 
PERIKANAN 

19 

20 DINAS KEARSIPAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 20 

21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH 

21 

22 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN 
ASET DAERAH 

22 

23 BADAN KEPEGAWAIAN  DAN PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIA 

23 

24 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 24 

25 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 25 

26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 26 

27 KECAMATAN TEMANGGUNG 27 

28 KECAMATAN KRANGGAN 28 

29 KECAMATAN PRINGSURAT 29 

30 KECAMATAN KALORAN 30 

31 KECAMATAN KANDANGAN 31 

32 KECAMATAN KEDU 32 

33 KECAMATAN BULU 33 

34 KECAMATAN TEMBARAK 34 

35 KECAMATAN SELOPAMPANG 35 

36 KECAMATAN TLOGOMULYO 36 

37 KECAMATAN PARAKAN 37 

38 KECAMATAN KLEDUNG 38 

39 KECAMATAN BANSARI 39 

40 KECAMATAN NGADIREJO 40 

41 KECAMATAN JUMO 41 

42 KECAMATAN GEMAWANG 42 

43 KECAMATAN CANDIROTO 43 

44 KECAMATAN BEJEN 44 

45 KECAMATAN WONOBOYO 45 

46 KECAMATAN TRETEP 46 

 
D. Nomor Halaman: 

Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut 
angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan 

membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali 
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop tidak perlu 

mencantumkan nomor halaman.  

Naskah dinas yang terdiri dari 2 (dua) halaman/lembar, tidak diberi 
nomor halaman, sedangkan yang lebih dari 2 (dua) halaman harus 

diberi nomor halaman. 
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E. Ketentuan Jarak Spasi: 
1. Jarak antara bab dan judul adalah 2 spasi. 

2. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan 
kedua adalah satu spasi. 

3. Jarak antara judul dan sub judul adalah 4 spasi. 

4. Jarak antara sub judul dan uraian adalah 2 spasi. 
5. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. 

Dalam penentuan jarak spasi hendaknya diperhatikan aspek 
keserasian dan estetika dengan mempertimbangkan banyaknya isi 

naskah dinas. 
 

F. Penggunaan Huruf : 

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan: 
1. Produk hukum, ketetapan, surat edaran, Instruksi, surat 

perintah, surat tugas, dan SPPD menggunakan jenis huruf 
Bookman Old Style ukuran 12. 

2. Naskah dinas selain produk hukum dan Surat Edaran 
menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12. 

 

G. Penentuan Batas/Ruang Tepi: 

Pengetikan/penyusunan naskah dinas dilakukan dengan 

memperhatikan batas/ruang tepi (batas kertas/margins). 

1) Ruang tepi sebelah atas: 

1) Apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop. 
2) Apabila tanpa kop, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas 

kertas. 

3) Ruang tepi sebelah bawah sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi   
bawah kertas. 

4) Ruang tepi sebelah kiri sekurang kurangnya 3 cm dari tepi kiri 
kertas. 

5) Ruang tepi sebelah kanan sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi 
kanan kertas. 

 
H. Khusus naskah dinas dalam bentuk produk hukum, dalam 

pembuatan Naskah Dinas dengan dengan mencantumkan kata 

penyambung yang ditulis pada: 
1) Akhir setiap halaman; 

2) Baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; 
3) Kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman 

berikutnya. 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 
ttd 

 
M. AL KHADZIQ 

 ~~~~~~- dengan aslinya 
-~:."91t\\'l-IAN HUKUM 

TEMANGGUNG, 

. gkat I 
...J.l!.t:-~t-t.~~ 199603 1 003 
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LAMPIRAN  II 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 102 TAHUN 2021 

TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

 
SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

A. PERATURAN DAERAH 

 1. Pengertian 

  Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam susunan dan 
bentuk produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh 

Bupati setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk 
mengatur urusan otonomi dan tugas pembantuan.  

 
 2. Susunan 

 
a) Judul Peraturan Daerah. 

(1) Memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun 

penetapan, dan nama Peraturan; 

(2) Nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan 

isi Peraturan; 

(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 

diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca. 
 

b) Pembukaan.  

(1) Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ditulis 
seluruhnya  dengan huruf kapital yang diletakkan di 

tengah margin; 

(2) Nama jabatan “BUPATI TEMANGGUNG” ditulis seluruhnya 

dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan 
diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” 

(a) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran 
yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan 

Peraturan Daerah 

(b) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan 

dirumuskan satu kalimat yang diawali dengan kata 
bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma; 

(4) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat 

(a) Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan 
Peraturan Daerah; 

(b) Peraturan perundang-undangan yang digunakan 
sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-

undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi; 
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(c) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan 
pencantuman perlu memperhatikan tata urutan 

peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya 
sama disusun secara kronologis berdasarkan saat 

pengundangan atau penetapannya; 
 

(d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan 

Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di 
antara tanda baca kurung. 

(5) Frase: - Dengan persetujuan bersama,  

  diletakkan di tengah margin.  

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG  

ditulis di bawahnya dengan huruf kapital dan 

diletakkan di tengah margin. 

- dan  

ditulis di bawahnya dengan huruf kecil dan 

diletakkan di tengah margin. 

- BUPATI TEMANGGUNG 

ditulis di bawahnya dengan huruf kapital dan 
diletakkan di tengah margin. 

(6) Diktum terdiri dari: 

(a) Kata MEMUTUSKAN, ditulis seluruhnya dengan huruf 
kapital tanpa spasi  dan diakhiri dengan tanda baca titik 

dua serta diletakkan di tengah margin; 

(b) Kata Menetapkan, ditulis di bawahnya sejajar ke bawah 

dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata 
Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua. 

 c) Batang tubuh. 

Batang tubuh/Isi Peraturan Daerah terdiri atas: 

(1) Bab-bab. 

Bab-bab dapat dibagi menjadi bagian-bagian dan Bagian 

dapat dibagi dalam paragraf. 

(2) Pasal-pasal 

Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat. 

Substansi pada umumnya dikelompokkan ke dalam : 

(a) Ketentuan Umum; 

(b) Materi Pokok yang diatur; 

(c) Ketentuan Sanksi (jika diperlukan); 

(d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan 

(e) Ketentuan Penutup 
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  d) Penutup.  

Penutup/Bagian akhir Peraturan Daerah, sebelah kanan terdiri 

atas: 

1) Nama tempat ditetapkan; 

2) Tanggal, bulan dan tahun; 

3) Nama jabatan Bupati; 

4) Nama Lengkap ( tanpa gelar ); 

5) Tanda tangan pejabat; dan  

6) Stempel jabatan. 

Penutup/Bagian akhir Peraturan Daerah di bawah sebelah kiri 
berturut-turut ditulis: 

1) Nama tempat diundangkan; 

2) Tanggal, bulan dan tahun; 

3) Sekretaris Daerah; 

4) Nama Lengkap (tanpa NIP, pangkat, dan gelar); 

5) Tanda tangan Sekretaris Daerah; 

6) Stempel Perangkat Daerah;  

7) Diundangkan dalam Lembaran Daerah menyebutkan tahun 

dan nomor; dan 

8) Nomor Register menyebutkan nomor dan tahun register. 

  e)  Penjelasan (jika diperlukan). 

   Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah 

menyebutkan tahun dan nomor. 

f) Lampiran (jika diperlukan). 

3. Pengabsahan 

a) Pengabsahan merupakan pernyataan bahwa sebelum 
digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan 

telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh 
pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau 

administrasi umum. 

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan 
sebelah kiri bawah, terdiri kata Salinan sesuai dengan aslinya 

serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan 
stempel perangkat daerah yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Peraturan Daerah: 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

NOMOR ........... TAHUN ..........         
 

TENTANG 
 

................................................................................. 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa……………………………………………………………
………………………………………………………………; 
 

  b bahwa……………………………………………………………
…………………………………………………………………; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang  ……………………………………… ; 

  
2. Peraturan Pemerintah……………………………….…..; 

  
3. dan seterusnya; 

    

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan  

BUPATI TEMANGGUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

………………………………………………………….. 
    

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

 
BAB  II 

………………………………………………………………………… 
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Bagian Kesatu 

………………………………………………………………………. 

Pasal 

………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………. 

Pasal  

(1)  ..…………………………………………………………………………………......... 

(2)  .………………………………………………………………………………….......... 

(3) dst. 

BAB  III 

………………………………………………………………….. 

Pasal  

(1)  ……………………………………………………………………………………......… 

(2)  ………………………………………………………………………………………...... 

     a.   ……………………………………………………………………………………..... 

     b.   ………………………………………………………………………………….....… 

 

Pasal 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

 
Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal…………… 
 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
 

 
                    NAMA TANPA GELAR  

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal…………. 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 
 

 
 

NAMA LENGKAP 
( TANPA GELAR DAN PANGKAT) 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN.......NOMOR....... 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI 

JAWA TENGAH : (......../........) 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Salinan Peraturan Daerah: 

 
 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

NOMOR ........... TAHUN ..........         
 

TENTANG 
................................................................................. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa……………………………………………………………
…………………………………………………………………; 

 
   b. bahwa……………………………………………………………

…………………………………………………………………; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  ………………………………………… ; 

  2. Peraturan Pemerintah………………………………….…; 

  3. dan seterusnya; 
    

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan  

BUPATI TEMANGGUNG 

 
MEMUTUSKAN :  

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

………………………………………………………….. 
    

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

BAB  II 

………………………………………………………………………… 

 

Bagian Kesatu 
………………………………………………………………………. 
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Pasal 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Pasal  
 

(1) ..……………………………………………………………………………………….. 
(2) .………………………………………………………………………………………… 
(3) dst. 

BAB  III 

………………………………………………………………….. 

 

Pasal  

(1)  ………………………………………………………………………………………… 
(2)  ………………………………………………………………………………………… 
     a.   ……………………………………………………………………………………. 

     b.   ……………………………………………………………………………………. 

 

Pasal 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

 
Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal…………… 

BUPATI TEMANGGUNG, 

ttd. 

 
                    NAMA TANPA GELAR  
 

Diundangkan di Temanggung                               

pada tanggal…………. 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

ttd. 

NAMA LENGKAP 
(TANPA GELAR DAN PANGKAT) 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN.......NOMOR....... 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI 
JAWA TENGAH : (......../........) 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP. 
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B. PERATURAN BUPATI 

1. Pengertian 

Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam susunan dan bentuk 

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati. 

2. Susunan 

a) Judul Peraturan Bupati. 

(1) Memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun 
penetapan, dan nama Peraturan; 

(2) Nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan 
isi Peraturan; 

(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca. 

b) Pembukaan.  

(1) Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ditulis 
seluruhnya  dengan huruf kapital yang diletakkan di 

tengah margin; 

(2) Nama jabatan “BUPATI TEMANGGUNG” ditulis seluruhnya 

dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan 
diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” 

(a) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran 
yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan 

Peraturan Bupati. 

(b) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan 

dirumuskan satu kalimat yang diawali dengan kata 
bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma; 

(4) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat 

(a) Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan 

Peraturan Bupati; 

(b) Peraturan perundang-undangan yang digunakan 
sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-

undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi; 

(c) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan 
pencantuman perlu memperhatikan tata urutan 

peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya 
sama disusun secara kronologis berdasarkan saat 
pengundangan atau penetapannya; 

(d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan 
Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman 

Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan 

di antara tanda baca kurung;  

c) Diktum terdiri dari 

(1) Kata MEMUTUSKAN , ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital tanpa spasi  dan diakhiri dengan tanda baca titik 
dua serta diletakkan di tengah margin; 
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(2) Kata Menetapkan, ditulis di bawahnya sejajar ke bawah 

dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata 
Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua. 
   

d) Batang tubuh. 

Batang tubuh/Isi Peraturan Bupati terdiri atas: 

(1) Bab-bab. 

Bab-bab dapat dibagi menjadi bagian-bagian dan Bagian 
dapat dibagi dalam paragraf. 

(2) Pasal- pasal 

Pasal- pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat. 

(3) Substansi pada umumnya dikelompokkan ke dalam : 

(a) Ketentuan Umum; 

(b) Materi Pokok yang diatur; 

(c) Ketentuan Sanksi (jika diperlukan); 

(d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan 

(e) Ketentuan Penutup. 

 
e) Penutup.  

Penutup/Bagian akhir Peraturan Bupati, sebelah kanan terdiri 
atas: 

1) Nama tempat ditetapkan; 
2) Tanggal, bulan dan tahun; 
3) Nama jabatan Bupati; 

4) Nama lengkap ( tanpa gelar ); 
5) Tanda tangan pejabat; dan 

6) Stempel jabatan. 
 

Penutup/Bagian akhir Peraturan Bupati, di bawah sebelah kiri 
berturut-turut ditulis: 
1) Nama tempat diundangkan; 

2) Tanggal, bulan dan tahun; 
3) Sekretaris Daerah; 

4) Nama lengkap (tanpa NIP, pangkat, dan gelar); 
5) Tanda tangan Sekretaris Daerah; 

6) Stempel instansi; dan 
7) Diundangkan dalam Berita Daerah menyebutkan tahun dan 

nomor. 

f) Penjelasan (jika diperlukan). 

g) Lampiran (jika diperlukan). 

 
3. Pengabsahan 

a) Pengabsahan merupakan pernyataan bahwa sebelum 
digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Peraturan 

telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh 
pejabat yang bertanggungjawab di bidang hukum atau 
administrasi umum. 
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b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan 

sebelah kiri bawah, terdiri kata Salinan sesuai dengan aslinya 
serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap 

instansi yang bersangkutan. 

 

Bentuk/Model Naskah Dinas Peraturan Bupati: 

 
 BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ......... TAHUN ..........        

 
TENTANG 

......................................................................... 

................................................................................ 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa……………………………………………………………

…………………………………………………………………; 

 
   b. bahwa……………………………………………………………

…………………………………………………………………; 
    

Mengingat : 1. Undang-Undang  …………………………………………… ; 
 

  2. Peraturan Pemerintah…………………………….…..; 

 
  3. dan seterusnya; 

    

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG.................. 

………………………………………………………….. 
    

BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 
 

BAB  II 

………………………………………………………………………… 
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Bagian Kesatu 

………………………………………………………………………. 
 

Pasal 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

Pasal  

 
(1)  ..…………………………………………………………………………………...…. 

(2)  .…………………………………………………….....……………………………… 
(3)  dst. 

 
BAB  III 

 

………………………………………………………………….. 
 

Pasal  
 

(1)  ……………………………………………………………………………………… 
(2)  ……………………………………………………………………………………….. 
     a.   ……………………………………………………………………………………. 

     b.   …………………………………………………………………………………… 
 

Pasal 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

 
Ditetapkan di ………………… 

pada tanggal…………… 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 
 

 
                     NAMA TANPA GELAR  

 
 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal…………. 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 
 

NAMA LENGKAP 

(TANPA GELAR DAN PANGKAT) 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ........ NOMOR ....... 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Salinan Peraturan Bupati: 

 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR .......... TAHUN ...........         
 

TENTANG 

...................................................................... 
................................................................................ 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa..............................................................;  
   : b. bahwa…………………………………………….....…; 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang..............................................; 
     2. Peraturan Pemerintah....................................; 
   3.  dan seterusnya; 

    

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG................... 

………………………………………………………….. 
    

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

 

BAB  II 

……………………………………………………………………… 

Bagian Kesatu 

………………………………………………………………………. 

Pasal 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

Pasal  

(1)  ..……………………………………………………………………………………. 

(2)  .…………………………………………………………………………………… 

(3)  dst. 
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BAB  III 

 
………………………………………………………………….. 

 
Pasal  

 
(1)   ……………………………………………………………………………………… 
(2)   ……………………………………………………………………………………….. 

     a.   ……………………………………………………………………………………. 
     b.   …………………………………………………………………………………… 

 
Pasal 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung. 
 

Ditetapkan di ………………… 
pada tanggal…………… 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

ttd. 
 

                 NAMA TANPA GELAR  
 

Diundangkan di Temanggung                                      

pada tanggal…………. 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 
ttd. 

 

NAMA LENGKAP 
(TANPA GELAR DAN PANGKAT) 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN....... NOMOR............ 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 
 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
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C. KEPUTUSAN BUPATI  

1. Pengertian 

Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam susunan dan 

bentuk produk hukum yang bersifat penetapan, konkrit, individual 
dan final ditetapkan oleh Bupati. 

2. Ciri-ciri 

Materi yang bersifat penetapan dituangkan dalam Diktum 
KESATU, KEDUA dan seterusnya, dan penandatanganannya dapat 

dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah.   

3. Susunan 

Keputusan Bupati  terdiri atas: 

a) Kepala Keputusan terdiri dari : 

(1) Kop naskah dinas, berisi Lambang Negara berwarna kuning 
emas (ditandatangani Bupati/Wakil Bupati) yang ditulis 
dengan huruf kapital secara simetris atau Lambang 

Daerah/lambang daerah dan nama Perangkat Daerah  
(ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama 

Bupati); 

(2) Kata KEPUTUSAN BUPATI ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; 

(3) Nomor dan tahun, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris, didahului dengan Kode Klasifikasi Arsip, Nomor 
Urut Naskah dan Tahun terbit; 

(4) Kata penghubung TENTANG, ditulis dengan huruf kapital; 

(5) Judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital; 

(6) Frase Bupati Temanggung ditulis dengan huruf kapital di 

tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.  

b) Konsiderans. 

(1) Kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat 
alasan/tujuan/ kepentingan/pertimbangan tentang perlu 

ditetapkannya Keputusan, diawali dengan kata bahwa dan 
diakhiri tanda baca titik koma; 

(2) Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan 
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran 
Keputusan yang penulisannya diakhiri tanda baca titik 

koma. 

c) Diktum terdiri atas: 

Diktum dimulai dengan kata MEMUTUSKAN ditulis dengan 
huruf kapital tanpa spasi, diletakkan di tengah margin yang 

diakhiri dengan tanda baca titik dua, dan diikuti kata 
menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital. Untuk 

keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan Salinan 
dan Petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

d) Isi Keputusan Bupati.  

e) Bagian akhir Keputusan Bupati, terdiri dari : 

(1) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan; 

(2) Jabatan BUPATI TEMANGGUNG/pejabat yang 
menetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri 

dengan  tanda baca koma; 
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(3) Tanda tangan Bupati/pejabat yang menetapkan 

Keputusan; 

(4) Nama lengkap Bupati / pejabat yang menandatangani 

Keputusan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa 
mencantumkan gelar (Keputusan yang ditandatangani 

selain Bupati/Wakil Bupati, penulisan nama menggunakan 
gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat). 

 

4. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas 

a) Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil 

Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan 

Kop Naskah Dinas Bupati dengan lambang negara warna 

kuning emas. 

b) Untuk naskah Salinan atau Petikan menggunakan Kop Naskah 

Dinas Bupati dengan lambang negara warna hitam. 

c) Keputusan Bupati yang dimandatkan menggunakan kop 

Naskah Dinas Jabatan/ Perangkat Daerah yang bersangkutan.  

d) Keabsahan salinan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh 

Bupati/ Wakil Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah. 

 

5.  Pengabsahan 

a) Pengabsahan merupakan pernyataan bahwa sebelum 

digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Keputusan 

telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh 

pejabat yang bertanggungjawab di bidang hukum atau 

administrasi umum. 

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan 

sebelah kiri bawah, terdiri kata Salinan sesuai dengan aslinya 

serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap 

instansi yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Keputusan Bupati Temanggung 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR  ….…/.….. TAHUN …… 
 

TENTANG 
 

................................................................... 
.................................................................. 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa..............................................................;  
   : b. bahwa…………………………………………….....…; 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang...............................................; 
     2. Peraturan Pemerintah......................................; 

     3.  dan seterusnya; 
 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :    
 
KESATU : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 

 
KEDUA : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 
 

KETIGA : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 

 

Ditetapkan di………………….. 
pada tanggal………………….. 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
 

                 NAMA TANPA GELAR  
 

SALINAN disampaikan kepada Yth: 

1. ………………………………………….; 

2. ………………………………………….. 
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Naskah Salinan Keputusan Bupati:  

 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR  ……/….. TAHUN ……... 
 

TENTANG 
................................................................... 
.................................................................. 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa..............................................................;  
   : b. bahwa…………………………………………….....…; 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang..............................................; 
     2. Peraturan Pemerintah....................................; 
     3.  dan seterusnya; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :    
 
KESATU : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 

KEDUA : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 

KETIGA : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 
 

Ditetapkan di………………….. 
pada tanggal………………….. 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
ttd. 

 
                 NAMA TANPA GELAR  

SALINAN disampaikan kepada Yth: 
1. ………………………………………….; 
2. ………………………………………….. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Keputusan Bupati Temanggung 

 a. Yang ditandatangi Wakil Bupati atas nama Bupati 
 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR  …..…/.…... TAHUN ……. 
 

TENTANG 
 

................................................................... 
.................................................................. 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa..............................................................;  
   : b. bahwa…………………………………………….....…; 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang..............................................; 

     2. Peraturan Pemerintah....................................; 
     3.  dan seterusnya; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :    
 
KESATU : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 

 
KEDUA : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 
 

KETIGA : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

Ditetapkan di………………….. 
pada tanggal………………….. 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

WAKIL BUPATI, 
 
 

                 NAMA TANPA GELAR  
 

SALINAN disampaikan kepada Yth: 

1. ………………………………………….; 

2. ………………………………………….. 
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b. Bentuk/Model Naskah Dinas Salinan Keputusan Bupati 

Temanggung Yang ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati 
 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR  ….…/……. TAHUN ……. 

 
TENTANG 

................................................................... 
.................................................................. 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa..............................................................;  
   : b. bahwa…………………………………………….....…; 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang..............................................; 

     2. Peraturan Pemerintah....................................; 
     3.  dan setersnya; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :    
 
KESATU : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

KEDUA : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

KETIGA : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

Ditetapkan di………………….. 
pada tanggal………………….. 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

WAKIL BUPATI, 
 

ttd. 
 

                 NAMA TANPA GELAR  

SALINAN disampaikan kepada Yth: 
1. ………………………………………….; 
2. ………………………………………….. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP. 



 

 
 

- 64 - 
 

c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati 

 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .... Nomor ........Kode Pos..... Telepon 0293 .....Faximili 0293 ..... 

surat elektronik: …................ laman:.................. 

 
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR  ......./..…. TAHUN…… 
 

TENTANG 
 

................................................................. 
................................................................ 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa..............................................................;  
   : b. bahwa…`………………………………………….....…; 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang..............................................; 
     2. Peraturan Pemerintah.....................................; 

     3.  dan seterusnya; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :    
 
KESATU : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 
 
KEDUA : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 
 

KETIGA : ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

 
Ditetapkan di………………….. 
pada tanggal………………….. 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 
 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

SALINAN disampaikan kepada Yth: 

1. ............................................; 

2. ………………………………...... 
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d.  Salinan Keputusan Bupati Temanggung Yang ditandatangani 
Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati: 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH  
Jalan ....Nomor ........Kode Pos...Telepon 0293 .....Faximili 0293 ..........                  

surat elektronik: …................ laman:..... 

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR ...…./....... TAHUN…… 
 

     TENTANG 
................................................................. 
................................................................ 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa..............................................................;  
   : b. bahwa…………………………………………….....…; 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang..............................................; 
     2. Peraturan Pemerintah....................................; 

     3.  dan seterusnya; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :    
 
KESATU : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 

KEDUA : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 

KETIGA : ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 

 
Ditetapkan di………………….. 
pada tanggal………………….. 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

ttd. 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 

NIP 

SALINAN disampaikan kepada Yth: 
1. ............................................; 

2. ……………………..………... 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP. 
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D. PERATURAN BERSAMA BUPATI 

 

1. Pengertian 

Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam susunan dan bentuk 

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau 
lebih kepala daerah. 

2. Ciri-ciri 

a) Isinya bersifat mengatur.  

b) Masa berlakunya lama.  

c) Nama judul peraturan diketik setelah tulisan “Menetapkan”.  

d) Dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat. 

3. Susunan 

 Peraturan Bersama Bupati terdiri atas: 

a) Kepala Peraturan Bersama Bupati, berisi: 

(1) Tulisan PERATURAN BERSAMA BUPATI …..  

(2) Nomor dan tahun.  

(3) Tulisan “Tentang“.  

(4) Nama Peraturan Bersama Bupati. 
 

b) Pembukaan Peraturan Bersama Bupati, berisi:  

(1) Tulisan “Bupati ......”.  

(2) Konsideran : Menimbang, Mengingat.  
 

c) Isi Peraturan Bersama Bupati, berisi: 

   Bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayat. 
 

d) Bagian akhir Peraturan Bersama Bupati, berisi: 

(1) Nama tempat ditetapkan.  

(2) Tanggal, bulan dan tahun.  

(3) Nama jabatan kedua atau lebih Kepala Daerah.  

(4) Tanda tangan pejabat.  

(5) Nama Lengkap (tanpa gelar). 

(6) Stempel jabatan. 

 
4. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

Peraturan Bersama Bupati ditandatangani oleh masing-masing 
Kepala Daerah yang melakukan kerjasama, dibuat diatas formulir 
ukuran folio dengan menggunakan kop daerah pemrakarsa 

kerjasama, dengan lambang negara warna kuning emas. 
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Bentuk/model Naskah Dinas Peraturan Bersama Bupati. 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BERSAMA BUPATI TEMANGGUNG 

DAN BUPATI/WALIKOTA…………….....……. 

 
NOMOR………………TAHUN…………… 

NOMOR………………TAHUN…………… 
 

TENTANG 
................................................. 

................................................................... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TEMANGGUNG DAN BUPATI/WALIKOTA….................., 
 

 
Menimbang : a. bahwa..............................................................;  
   : b. bahwa…………………………………………….....…; 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang..............................................; 

     2. Peraturan Pemerintah....................................; 
     3. dan seterusnya. 
    

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TEMANGGUNG DAN 

BUPATI/WALIKOTA……………………………………………… 

    
BAB  I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 
 

BAB  II 

………………………………………………………………………… 

 

Bagian Pertama 

………………………………………………………………………. 
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Pasal 

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
Pasal  

 

1. ..……………………………………………………………………………………. 
2. .…………………………………………………………………………………… 

3. dst. 
 

BAB  III 
 

………………………………………………………………….. 

 
Pasal  

 
1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………….. 
     a.   ……………………………………………………………………………………. 
     b.   …………………………………………………………………………………… 

 
Pasal 

 
Peraturan bersama Bupati Temanggung dan Bupati/Walikota………….. 

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 
 

 
Ditetapkan di ………………… 

pada tanggal…………… 
 

    BUPATI/WALIKOTA……..                                 BUPATI TEMANGGUNG, 

 
 

     NAMA TANPA GELAR         NAMA TANPA GELAR 
  

 
 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal…………. 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG, (Pemrakarsa) 

 
 
NAMA (TANPA GELAR DAN PANGKAT) 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ........ NOMOR .......... 
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E. INSTRUKSI BUPATI  

1. Pengertian: 

Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah  dari 

Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan. 

2. Susunan: 

Instruksi Bupati terdiri atas: 

a) Bagian Kepala Instruksi, berisi: 

(1) Kop naskah dinas berisi gambar lambang negara berwarna 

kuning emas dan tulisan BUPATI TEMANGGUNG dengan 
huruf kapital secara simetris; 

(2) Kata INSTRUKSI BUPATI ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

(3) NOMOR Instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(4) Kata TENTANG, ditulis dengan huruf kapital secara simetris 

(5) JUDUL  instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(6) Frase BUPATI TEMANGGUNG, ditulis dengan huruf kapital, 
dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris.  

b) Konsideran  

(1) Kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat 

alasan/tujuan/ kepentingan/pertimbangan tentang perlu 
ditetapkannya Instruksi, diawali dengan kata bahwa dan 

diakhiri tanda baca titik koma; 

(2) Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan 

perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Instruksi 
yang penulisannya diakhiri tanda baca titik koma. 

c) Diktum dimulai dengan kata MENGINTRUKSIKAN ditulis dengan 

huruf kapital tanpa spasi, diletakkan di tengah margin yang 
diakhiri dengan tanda baca titik dua  

d) Batang Tubuh memuat substansi instruksi,berisi: 

(1) Kepada.  

(2) Untuk.  

(3) KESATU.  

(4) KEDUA, dst. 

e) Bagian kaki /akhir Instruksi Bupati, berisi: 

(1) Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal, 

bulan, dan tahun penetapan Instruksi. 

(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.  

(3) Tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi. 

(4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan 

huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

(5) Stempel jabatan.  
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3. Hal Yang Perlu Diperhatikan 

a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga 
Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-

undangan. 

b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak 

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. 

4. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Instruksi Bupati ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas 

ukuran folio dengan menggunakan kop Naskah Dinas Bupati 
dengan lambang negara warna kuning emas. 

b) Keabsahan salinan Instruksi Bupati yang ditandatangani oleh 
Bupati/ Wakil Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Instruksi Bupati. 
 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR……TAHUN…….……… 
 

TENTANG 
............................................................... 

................................................................................................ 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa…………………………………………………………...; 

  b. bahwa……………………………………………………………; 

    

Mengingat : 1. Undang - Undang  …………………………………………… ; 

  2. Peraturan Pemerintah…………………………….…..; 

  3. dan seterusnya; 

    

MENGINSTRUKSIKAN : 
 

Kepada : 1. …………………………………………………………………; 

  2. …………………………………………………………………; 
  3. dan seterusnya. 

Untuk :   

KESATU :  …………………………………………………………………… 

KEDUA :  …………………………………………………………………… 

KETIGA :  ……………………………………………………………………. 

KE……….. :  Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab dan melaporkan hasil 
pelaksanaannya kepada ……… 

KE ………. :  Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
 

Ditetapkan di…………….. 
pada tanggal……………. 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

 
 

NAMA TANPA GELAR  
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Bentuk/Model Naskah Dinas Salinan Instruksi Bupati. 
 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR……TAHUN…….……… 

 

TENTANG 
............................................................... 

................................................................................................ 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Menimbang : a. bahwa…………………………………………………………...; 

  b. bahwa……………………………………………………………; 

    

Mengingat : 1. Undang - Undang  …………………………………………… ; 

  2. Peraturan Pemerintah……………………………….…..; 

  3. dan seterusnya; 

MENGINSTRUKSIKAN : 

Kepada : 1. …………………………………………………………………; 
  2. …………………………………………………………………; 
  3. dan seterusnya. 

Untuk :   

KESATU :  …………………………………………………………………… 

KEDUA :  …………………………………………………………………… 

KETIGA :  ……………………………………………………………………. 

KE……….. :  Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab dan melaporkan hasil 
pelaksanaannya kepada ……… 

KE ………. :  Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di…………….. 

pada tanggal……………. 

BUPATI TEMANGGUNG, 

ttd. 
 

NAMA TANPA GELAR 
                                                                      

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP. 
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F. SURAT EDARAN 

1. Pengertian 

 Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 
penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang 
dianggap penting dan mendesak. 

2. Wewenang Penetapan dan Pendatanganan 

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani Surat Edaran 

adalah pada Bupati dan dapat dilimpahkan berupa mandat kepada 
Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 

3. Susunan Surat Edaran terdiri atas: 

a) Kepala Surat Edaran, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, berisi gambar lambang Negara berwarna 

kuning emas/lambang daerah Sekretariat Daerah, ditulis 
dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris di tengah 

margin; 

(2) Tempat dan tanggal penetapan; 

(3) Kepada Yth., nama pejabat yang dikirimi Surat Edaran; 

(4) Tulisan SURAT EDARAN, dicantumkan di bawah lambang 

Negara/lambang daerah instansi, ditulis dengan huruf 
kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya secara 
simetris di tengah margin; 

(5) Nomor Surat Edaran terdiri Kode Klasifikasi Arsip (KKA) dan 
Nomor Urut naskah diletakkan di tengah margin di bawah 

frase Surat Edaran; 

(6) Kata TENTANG, dicantumkan di bawah Nomor ditulis dengan 

huruf kapital secara simetris di tengah margin; 

(7) Rumusan judul Surat Edaran, ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris di tengah margin dan di bawah kata tentang. 
 

b) Batang Tubuh Surat Edaran, berisi: 

(1) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap 
mendesak 

(2) Isi Surat Edaran tuangkan/dirumuskan dalam bentuk 
uraian  

 
c) Bagian akhir Surat Edaran, berisi: 

(1) Nama jabatan BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKRETARIS 

DAERAH, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan 
tanda baca koma;.  

(2) Tanda tangan;  

(3) Nama lengkap ( dengan gelar ) ditulis dengan huruf kapital;  

(4) Stempel jabatan;  

(5) Tembusan apabila diperlukan. 
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4. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 
menggunakan kop naskah dinas “Bupati” dengan lambang negara 

warna kuning emas. 

b) Surat Edaran yang ditandatangani oleh  Sekretaris Daerah atas 
nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 

gram, dengan menggunakan kop naskah dinas Sekretariat 
Daerah.  
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Edaran: 

a. Yang ditandatangani Bupati. 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

..............................., 

........................... 

 

 Kepada: 

Yth. 
……………………………………... 

        
…………………………………….. 

 di – 
   ………………………… 

 
SURAT EDARAN 

NOMOR ……/..…TAHUN ……….. 

TENTANG 

………………………………………………………………………………… 

 
 ...............................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................. 

 
 ...............................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................... 

 
 ...............................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................... . 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

NAMA DENGAN GELAR  
  

Tembusan: 
1. ……………………………………; 

2. …………………………………...  

                Jalan.......... Nomor .........Kode Pos.....   Temanggung 

Telepon 0293  .....Faximili 0293...... surat elektronik.......laman ................ 
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b. Yang ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati: 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

.............................., 

........................... 

 

 Kepada: 

Yth. 
……………………………………... 

        
…………………………………….. 

 di – 
   ………………………… 

 

SURAT EDARAN 

NOMOR ……/...… TAHUN ……….. 

TENTANG 

………………………………………………………………………………… 

 

 ...............................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................. 

 
 ...............................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

................... 

 
 ...............................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................... . 
 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 
WAKIL BUPATI, 

 
        NAMA DENGAN GELAR                                                                

                                      

Tembusan:    
1. ……………………………………; 

2. …………………………………...  
 

Jalan ..... Nomor .....Temanggung Kode Pos .....Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293  ....... Faximili 0293....... surat elektronik .........laman: ....... 
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c. Yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati: 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan…….Nomor …………Kode Pos…  Telepon 0293  ….. Faximili 0293……… 

surat elektronik :………………....laman:……….......... 

 

............................, ..................... 

 

 Kepada: 

Yth. 
……………………………………... 

        
…………………………………….. 
 di – 

   ………………………… 
 

SURAT EDARAN 

NOMOR ……/...… TAHUN ……….. 

TENTANG 

………………………………………………………………………………… 

 

 ...............................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................. 
 

 ...............................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

................... 

 
 ...............................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................... . 
 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 

 

Tembusan: 

1. ……………………………………; 

2. …………………………………... 
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G. SURAT BIASA  

1. Pengertian 

a. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 
pertanyaan, permintaan, jawaban atau saran dan sebagainya. 

2. Wewenang Penandatanganan 

a. Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, 

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3. Susunan 

a. Surat Biasa terdiri atas: 

a) Kepala Surat Biasa, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama 

jabatan (untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan 
nama instansi (untuk nonpejabat negara) secara sistematis; 

(2) Nomor, sifat, lampiran, dan hal/perihal, yang diketik dengan 
huruf awal kapital disebelah kiri di bawah kop naskah dinas; 

(3) Tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik disebelah 

kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; 

(4) Kata Kepada Yth., yang ditulis di kanan atas di bawah 

tempat dan tanggal pembuatan surat, diikuti dengan nama 
jabatan yang dituju; 

(5) Alamat surat, yang ditulis dibelakang Yth.  

b) Isi Surat Biasa, terdiri atas: 

Alinea pembuka, isi, dan penutup. 

c) Bagian Akhir Surat Biasa, berisi: 

(1) Nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

diakhiri tanda baca koma; 

(2) Tanda tangan pejabat; 

(3) Nama lengkap pejabat/penanda tangan (gelar,pangkat, dan 
NIP bagi PNS), yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

(4) Stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan 
ketentuan; 

(5) Tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima 

(jika ada) 

4. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Surat Biasa yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 
dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas “Bupati” dengan lambang negara 
warna kuning emas. 

b) Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 
atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio HVS miniml 
70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat 

Daerah yang bersangkutan. 

c) Surat Biasa ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah /UPT/ 

UPTB dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, 
dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah 

/UPTD/UPTB yang bersangkutan.  

d) Surat Dinas disampaikan kepada penerima yang berhak. 
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5. Hal yang perlu diperhatikan 

a) Kop naskah dinas hanya digunakan pada halaman pertama Surat 
Dinas. 

b) Jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran 
dicantumkan jumlahnya. 

c) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan 
huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda 
baca. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Biasa : 

a.  Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati: 
 

 
 

BUPATI TEMANGGUNG 

 
Nomor : ..../..../..../..../...../.....   ..........................., .................. 
Sifat :  

Lampiran :    Kepada: 
Perihal : .........................       Yth. ...................... 

     .................................. 
     ...................................... 

     di –  
         
     ............................... 

 
 

 .....................................................................................
............ 

.................................................................................................

.............. 

.................................................................................................

.............. 
 

 .....................................................................................
............ 

.................................................................................................

.............. 

.................................................................................................

.............. 
 

 .....................................................................................
............ 

.......................... 
 

BUPATI / WAKIL BUPATI 

TEMANGGUNG, 
 

 
NAMA DENGAN GELAR  

 
Tembusan: 
1. .......................................... 

2. .......................................... 
 

 
 

 

Jalan ......... Nomor ......Temanggung Kode Pos .........Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  ....... Faximili 0293....... surat elektronik .........laman: ....... 
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b. Yang ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati 

 

 
 

BUPATI TEMANGGUNG 
 

Nomor : ..../.../.../.../..../.....  ..........................., ..................... 
Sifat : 
Lampiran :    Kepada: 

Perihal : ........................  Yth. ......................... 
     ........................................

     .......................................... 
     di –  

         
     .............................. 
 

 .....................................................................................
............ 

.................................................................................................

.............. 

.................................................................................................

.............. 
 

 .....................................................................................
............ 

.................................................................................................

.............. 

.................................................................................................

.............. 
 

 .....................................................................................
............ 

.......................... 
 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

WAKIL BUPATI, 

 
 

NAMA DENGAN GELAR  
 

Tembusan: 
1. .......................................... 
2. .......................................... 

 
 

 
 

Jalan............Nomor...........Temanggung Kode Pos... Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293  ..... Faximili 0293....... surat elektronik .....laman ......... 

 

 

. 
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c. Yang ditandatngani Kepala Perangkat Daerah 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ......Nomor ..... Temanggung Kode Pos… Telepon 0293....Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 
Nomor : .../..../...../..../.....  ..........................., ................ 

Sifat :  
Lampiran :    Kepada: 

Perihal : .................................  Yth.  ........................................ 
     ........................................
     ......................................... 

     di –  
         

     ...................................... 
 

 
 .....................................................................................
............ 

.................................................................................................

.............. 

.................................................................................................

.............. 

 
 .....................................................................................
............ 

.................................................................................................

.............. 

.................................................................................................

.............. 

 
 .....................................................................................
............ 

.......................... 
 

 
KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 
Tembusan: 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
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d. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati: 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ....Nomor ....Temanggung Kode Pos… Telepon 0293.... Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 
Nomor : ..../..../..../...../.....  ..........................., ................... 

Sifat :  
Lampiran :    Kepada: 
Perihal : .....................................  Yth. .................................. 

     ........................................
     .......................................... 

     di –  
         

     ...................................... 
 

 

 .....................................................................................
............ 

.................................................................................................

.............. 

.................................................................................................

.............. 
 

 .....................................................................................
............ 

.................................................................................................

.............. 

.................................................................................................

.............. 
 

 .....................................................................................
............ 

.......................... 
 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
 

Tembusan: 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
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H. SURAT KETERANGAN  

1. Pengertian 

Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan 
tertulis dari Pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau 

menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

 Surat Keterangan dibuat dan ditandangani oleh pejabat yang sesuai 
dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. 

3. Susunan 

Isi surat Keterangan terdiri atas: 

a) Kepala Surat Keterangan, berisi: 

(1) Kop Surat keterangan, berisi lambang negara dan nama 
jabatan (untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan 

nama instansi (untuk non pejabat negara) secara sistematis 
diletakkan simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

(2) Judul Surat Keterangan; 

(3) Nomor Surat keterangan. 
 

b) Isi Surat Keterangan, berisi: 

(1) Nama, jabatan yang menerangkan;  

(2) Nama, NIP, pangkat/golongan, umur kebangsaan, agama, 
pekerjaan, alamat dan identitas yang diperlukan dari pihak 
yang diterangkan; 

(3) Maksud keterangan. 
 

c) Bagian akhir Surat Keterangan, berisi: 
(1) Nama tempat;  

(2) Tanggal, bulan dan tahun;  
(3) Tanda tangan pejabat;  
(4) Nama jabatan; 

(5) NAMA LENGKAP pejabat;  
(6) Gelar,Pangkat dan NIP bagi PNS;  

(7) Stempel jabatan/perangkat daerah; 
(8) Tembusan. 

4. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati 
dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan Kop Naskah Dinas ” Bupati” dengan lambang 
negara warna kuning emas. 

b) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 

minimal 70 gram, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 
Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

c) Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, 

UPTD/UPTB dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 
gram, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat 

Daerah, UPTD/UPTB yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Keterangan :                                            

a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR ….../....../...... 

 

1. Yang bertanda tangan dibawah ini: 

a Nama : ................................................ 

b. Jabatan : ............................................... 
 

dengan ini menerangkan bahwa: 

a. Nama/NIP : ………………………./………………… 

b. Pangkat/golongan : ………………………./………………… 

c. U m u r : ..... tahun 

d. Kebangsaan : ……………………………. 

e. A g a m a : ......................... 

f. Pekerjaan : ……………………………………………….. 

g. A l a m a t : …………………………………................. 

 

 Bermaksud :
 ....................................................

.............. 

...................................................
............... 

  

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

................................, 

………….................... 
 

BUPATI /WAKIL BUPATI 

TEMANGGUNG, 
 

 
NAMA DENGAN GELAR  

Tembusan: 
1. ………………………………………; 
2. ……………………………………... 

 

Jalan ......... Nomor ......Temanggung Kode Pos..... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  ..... Faximili 0293....... surat elektronik:............laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR …../...../...... 

 

1. Yang bertanda tangan dibawah ini: 

a Nama : ................................................ 

b. Jabatan : ............................................... 

 
dengan ini menerangkan bahwa: 

a. Nama/NIP : ………………………./………………… 

b. Pangkat/golongan : ………………………./………………… 

c. Umur : ..... tahun 

d. Kebangsaan : ……………………………. 

e. Agama : ......................... 

f. Pekerjaan : ……………………………………………….. 

g. Alamat : …………………………………................. 

.............................................................

. 

 

Bermaksud : ............................................................. 

    ............................................................. 

  

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

................................, 

………….................... 
 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

WAKIL BUPATI, 
 

 
NAMA DENGAN GELAR  

Tembusan: 
1. ………………………………………; 
2. ……………………………………... 

 
 

Jalan ........... Nomor .....Temanggung Kode Pos... Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293  ..... Faximili 0293....... surat elektronik.......... laman: ...... 

 

 



 

 
 

- 87 - 
 

c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .....Nomor ..... Temanggung Kode Pos…Telepon 0293….. Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:………..... 

 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR …../...../...... 

 

1. Yang bertanda tangan dibawah ini: 

a Nama : ................................................ 

b. Jabatan : ............................................... 

 
dengan ini menerangkan bahwa: 

a. Nama/NIP : ………………………./………………… 

b. Pangkat/golongan : ………………………./………………… 

c. Umur : ..... tahun 

d. Kebangsaan : ……………………………. 

e. Agama : ......................... 

f. Pekerjaan : ……………………………………………….. 

g. Alamat : …………………………………................. 

          ............................................................. 

 

Bermaksud : ............................................................. 

    ............................................................. 

  

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

.............................,……………........ 
 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

Tembusan: 

1. ...............................; 

2. .................................... 
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d. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ....Nomor .....Temanggung Kode Pos…. Telepon 0293.....Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………. 

 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR …../....../....... 
 

1. Yang bertanda tangan dibawah ini: 

a Nama : ................................................ 

b. Jabatan : ............................................... 

 
dengan ini menerangkan bahwa: 

a. Nama/NIP : ………………………./………………… 

b. Pangkat/golongan : ………………………./………………… 

c. Umur : ..... tahun 

d. Kebangsaan : ……………………………. 

e. Agama : ......................... 

f. Pekerjaan : ……………………………………………….. 

g. Alamat : …………………………………................. 

          
.............................................................
. 

Bermaksud : ............................................................. 

    

.............................................................

. 

  

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

.............................,……………...........
.. 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

 KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

Tembusan: 

1. ...............................; 
2. .................................... 
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I. SURAT PERINTAH  

1. Pengertian 

 Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan 

kepada pihak bawahan, berisi perintah untuk melaksanakan tugas 

tertentu. 

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan 

Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat 

yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

3. Susunan 

Surat Perintah terdiri atas: 

a) Kepala Surat Perintah, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, yang berisi Lambang Negara dan nama 

jabatan (untuk pejabat Negara) atau lambang daerah dan 

nama instansi (untuk non pejabat Negara); 

(2) Kata SURAT PERINTAH, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris dan diletakkan di tengah margin. 

(3) Nomor, yang berada dibawah tulisan Surat Perintah. 

b) Isi Surat Perintah, terdiri atas: 

(1) Nama pejabat dan jabatan yang memberikan perintah. 

(2) Nama dan jabatan yang diberi perintah. 

(3) Jenis perintah Khusus yang dilaksanakan dan waktu 

pelaksanaan. 

c) Bagian Akhir Surat Perintah, berisi: 

(1) Tempat dan tanggal Surat Perintah; 

(2) Nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) Tanda tangan pejabat yang menugasi; 

(4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah, 

yang ditulis dengan huruf kapital (dengan gelar,pangkat,NIP 

bagi PNS); 

(5) Cap dinas. 

4. Distribusi dan Tembusan: 

a) Surat Perintah disampaikan kepada yang mendapat tugas; 

b) Tembusan surat tugas disampaikan kepada pejabat/instansi 

yang terkait. 

5. Hal yang perlu diperhatikan: 

a) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang 

ditugasi dimasukkan kedalam lampiran yang terdiri dari kolom 

nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, keterangan. 
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b) Surat Perintah/Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang 

termuat selesai dilaksanakan. 

 

6. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas: 

a) Untuk naskah dinas yang dimandatkan, menggunakan kop 

Jabatan/ Kepala Perangkat Daerah/Unit yang bersangkutan. 

b) Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas    ” Bupati” dengan lambang 

negara warna kuning emas. 

c) Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 

Daerah /UPTD/UPTB baik atas nama Bupati maupun atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 

minimal 70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas 

Perangkat Daerah /UPTD/UPTB yang bersangkutan.  
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Perintah : 

 a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

SURAT PERINTAH 

Nomor  ....../....../......... 

 
Nama : ............................................................... 

Jabatan : ............................................................... 
 

MEMERINTAHKAN : 

 

Kepada :  
 

a. Nama : ...........…………………………………………………… 

b. Jabatan : …………………………………………………………… 

  Untuk  : 

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

Ditetapkan di …………… 

pada tanggal…………… 

BUPATI /WAKIL BUPATI 
TEMANGGUNG, 

 

 
NAMA DENGAN GELAR  

Tembusan: 

1. ……………………………………..; 

2. ……………………………………... 

 

Jalan ............... Nomor ...............Temanggung Kode Pos... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  ..... Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

SURAT PERINTAH 

Nomor  ......./....../........ 

 

Nama : ............................................................... 
Jabatan : ............................................................... 

 
MEMERINTAHKAN : 

 
Kepada :  
 

a. Nama : ...........…………………………………………………… 

b. Jabatan : …………………………………………………………… 

  Untuk  : 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

 

Ditetapkan di …………… 

pada tanggal…………… 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 
WAKIL BUPATI, 

 
 

NAMA DENGAN GELAR  

Tembusan: 

1. ……………………………………..; 

2. ……………………………………... 

 

 

 

Jalan ............... Nomor .......Temanggung Kode Pos... Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293  ..... Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ....Nomor .....Temanggung Kode Pos… Telepon 0293..... Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

SURAT PERINTAH 

Nomor ...../....../...... 

 
Nama : ............................................................... 

Jabatan : ............................................................... 
 

MEMERINTAHKAN : 

 
Kepada :  

 

a. Nama : ...........…………………………………………………… 

b. Jabatan : …………………………………………………………… 

  Untuk  : 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

Ditetapkan di …………… 

pada tanggal…………… 

 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 

Tembusan: 

1. ……………………………………..; 

2. ……………………………………... 
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d. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ...Nomor ..... Temanggung Kode Pos… Telepon 0293...... Faximili 0293… 

surat elektronik:….................laman:……....... 

 
 

SURAT PERINTAH 

Nomor ...../....../...... 

 

Nama : ............................................................... 
Jabatan : ............................................................... 

 
MEMERINTAHKAN : 

 
K e p a d a :  
 

a. Nama : ...........…………………………………………………… 

b. Jabatan : …………………………………………………………… 

  Untuk  : 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

 

Ditetapkan di …………… 

pada tanggal…………… 

 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 

Tembusan: 

1. ……………………………………..; 

2. ……………………………………... 
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J. SURAT IZIN 

1. Pengertian 

 Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap 

suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.  
 

2. Susunan 

Surat izin terdiri atas: 

a) Kepala Surat Izin, berisi: 

(1) Tulisan “Surat Izin” ditempatkan di tengah lembar isi naskah 
dinas. 

(2) Nomor ditulis dibawah kata surat izin. 

(3) Tulisan “tentang”.  

(4) Judul surat izin. 
 

b) Isi Surat Izin, terdiri atas: 

(1) Dasar. 

(2) Nama. 

(3) Jabatan. 

(4) Alamat. 

(5) Keperluan izin. 
 

c) Bagian akhir Surat Izin, berisi: 

(1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkan. 

(2) Nama jabatan yang memberikan izin. 

(3) Tanda tangan. 

(4) Nama pejabat yang memberikan izin berikut gelar, pangkat 

dan NIP bagi PNS.  

(5) Stempel jabatan/instansi. 

(6) Tembusan. 

 3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

a) Surat izin yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati dibuat 

di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas ” Bupati” dengan lambang 

negara warna kuning emas. 

b) Surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 
atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 

70 gram, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat 
Daerah yang bersangkutan. 

c) Surat izin ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya dibuat di atas 

kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan 
kop naskah dinas Perangkat Daerah  yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Izin: 

a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

SURAT IZIN 

Nomor ...../......./....... 

T E N T A N G 

………………………………………………. 
……………………………………………………………… 

 

D a s a r : a.  …..………………………………………………………………… 

   …………………………………….. 

 b. …………………………………………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

MEMBERI IZIN: 

Kepada   : 

N a m a  :  …………………………………………………………………. 

Jabatan  :  ………………………………………………………………… 

A l a m a t :  ………………………………………………………………… 

U n t  u k :  ………………………………………………………………… 

 
Ditetapkan di ………… 

pada tanggal…………… 

 

BUPATI / WAKIL BUPATI 
 TEMANGGUNG, 

 

 
NAMA DENGAN GELAR  

Tembusan: 

1. ………………………………..;    

2. ………………………………………. 

 

Jalan ....... Nomor ..........Temanggung Kode Pos..... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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b. Yang Ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

SURAT IZIN 

Nomor ....../......./....... 

T E N T A N G 

………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

D a s a r : a.  …..………………………………………………………………… 

   …………………………………….. 

 b. …………………………………………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

MEMBERI IZIN: 

Kepada   : 

N a m a  : …………………………………………………………………. 

Jabatan  : ………………………………………………………………… 

A l a m a t :  ………………………………………………………………… 

U n t  u k :  ………………………………………………………………… 

 

 
Ditetapkan di ………… 
pada tanggal…………… 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

WAKIL BUPATI, 
 

 
NAMA DENGAN GELAR  

Tembusan: 

1. ………………………………..; 
2. ………………………………………. 

 

 

Jalan .......... Nomor .....Temanggung Kode Pos... Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah  

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ....Nomor ....Temanggung Kode Pos….Telepon 0293.......Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

SURAT IZIN 

Nomor ....../....../....... 

TENTANG 

………………………………………………. 
……………………………………………………………… 

 

D a s a r : a.  …..………………………………………………………………… 

   …………………………………….. 

 b. …………………………………………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

MEMBERI IZIN: 

Kepada   : 

N a m a  : …………………………………………………………………. 

Jabatan  : ………………………………………………………………… 

A l a m a t :  ………………………………………………………………… 

U n t  u k :  ………………………………………………………………… 

 

 

Ditetapkan di ………… 
pada tanggal…………… 

 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

Tembusan: 

1. ………………………………….; 

2. …………………………………. 
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d. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .....Nomor .... Temanggung Kode Pos…. Telepon 0293....Faximili 0293.… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

SURAT IZIN 

Nomor ...../......./...... 

T E N T A N G 

………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

D a s a r : a. …..………………………………………………………………… 

   …………………………………….. 

 b. …………………………………………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

MEMBERI IZIN: 

Kepada   : 

N a m a  : …………………………………………………………………. 

Jabatan  : ………………………………………………………………… 

A l a m a t :  ………………………………………………………………… 

U n t  u k :  ………………………………………………………………… 

 

 
Ditetapkan di ………… 

pada tanggal…………… 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

Tembusan: 

1. ………………………………….; 

2. …………………………………. 
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K. SURAT  PERJANJIAN  

1. Pengertian  

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi suatu kesepakatan 

yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih untuk 
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah 

disepakati bersama. 

2. Susunan 

Susunan Surat Perjanjian terdiri atas: 

a) Kepala Surat Perjanjian, berisi: 

(1) Tulisan “Surat Perjanjian” ditempatkan ditengah lembar 

naskah dinas. 

(2) Nomor ditulis dibawah tulisan surat perjanjian. 

(3) Tulisan “Tentang”. 

(4) Judul Surat Perjanjian. 
 

b) Isi Surat Perjanjian, terdiri atas: 

(1) Hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat pembuatan. 

(2) Nama, pangkat, NIP (bagi PNS), pekerjaan dan alamat pihak-
pihak yang terlibat dalam perjanjian. 

(3) Permasalahan-permasalahan yang diperjanjikan, dirumuskan 
dalam bentuk uraian atau di bagi dalam pasal-pasal dan 
dikemukakan menyangkut hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Sanksi Hukum. 

(5) Penyelesaian perselisihan. 

 
c) Bagian akhir Surat Perjanjian, berisi: 

(1) Tulisan PIHAK Ke………… 

(2) Nama, jabatan pihak-pihak yang membuat perjanjian. 
(3) Tanda tangan pihak-pihak yang membuat perjanjian. 

(4) NAMA LENGKAP pihak-pihak penandatangan. 
(5) Gelar, Pangkat dan NIP bagi PNS. 

(6) Stempel jabatan/instansi. 
(7) Materai. 
(8) Saksi-saksi (NAMA LENGKAP dan tanda tangan). 

 
 3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

  a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 
dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas  ”Bupati” dengan lambang 
negara warna kuning emas ; 

  b. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 

Daerah  atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 
minimal 70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
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  c. Surat Perjanjian ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 

/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 
ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan kop 

naskah dinas Perangkat Daerah /UPTD/UPTB yang 
bersangkutan.  
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Perjanjian:  
a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

SURAT PERJANJIAN 

Nomor ……/……./…...  

TENTANG 

………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

 
Pada hari ………tanggal ……..bulan ……. tahun …………. 

bertempat di …………, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

1. ……………………..……………………………………………...........      

………………………………PIHAK KE I 

2. …………………….……………………………………………………..  

…………………………….  PIHAK KE II 

Pasal                         

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………(Isi 

perjanjian) 

Pasal                         

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah 
pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas. 

 
PIHAK KE II 

 
NAMA JABATAN 

YANG TERLIBAT  
 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

 PIHAK KE I 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 
 
 

NAMA DENGAN GELAR  
 

SAKSI-SAKSI: 

1. ………………………………………. (nama dan tanda tangan); 
2. ………………………………………. (nama dan tanda tangan). 

 

Jalan ........ Nomor .......Temanggung Kode Pos.... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 

MATERAI 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah  
 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ..... Nomor .... Temanggung Kode Pos Telepon 0293.......Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

SURAT PERJANJIAN 

Nomor  ……/…../……  

 

TENTANG 

 
………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 
Pada hari ………tanggal ……..bulan …… tahun ……… 

bertempat di …………, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. ……………………..……………………………………………...........      

………………………………PIHAK KE I 

2. …………………….……………………………………………………..  
…………………………….  PIHAK KE II 

 

Pasal                         

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………(Isi 
perjanjian) 

Pasal                         

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
                        

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah 
pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas. 

 

PIHAK KE II 
 

NAMA JABATAN 
YANG TERLIBAT  

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 PIHAK KE I 
 

KEPALA PD, 
 

 
 

NAMA JLENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 

SAKSI-SAKSI: 

1. ………………………………………. (nama dan tanda tangan); 
2. ………………………………………. (nama dan tanda tangan). 

MATERAI 
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L. SURAT TUGAS 

1. Pengertian 

Surat tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada 

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 
tugas dan fungsinya. 

 
2. Susunan 

Surat Tugas terdiri atas: 

a) Kepala Surat Tugas, berisi: 

(1) Tulisan “Surat Tugas”. 

(2) Nomor ditulis dibawah tulisan surat tugas. 
 

b) Isi Surat Tugas. 

Isi Surat Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan, 
nama jabatan yang diberi tugas, jenis tugas yang harus 

dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas. 
 

c) Bagian Akhir Surat Tugas, terdiri atas: 

(1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan. 

(2) Nama jabatanyang memberi tugas 

(3) Tanda tangan pejabat yang memberi tugas. 

(4) Nama lengkap pejabat yang memberi tugas 

(5) Gelar, Pangkat, dan NIP bagi PNS. 

(6) Stempel jabatan/instansi. 

(7) Tembusan. 

 3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

a) Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas “Bupati” dengan lambang negara 

kuning emas. 

b) Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 

atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas 

kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan 

kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

c) Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 

/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 

ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan kop 

naskah dinas Perangkat Daerah /UPTD/UPTB yang 

bersangkutan.  
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Tugas: 

a.  Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

SURAT TUGAS  

NOMOR ……/……/….… 

Dasar   :........................................................................................... 

  ............................................................................................ 

MEMERINTAHKAN: 

Kepada : 1. Nama :. ……………………………………… 

       Pangkat :. …………………………………….. 

       NIP :. …………………………………….. 

       Jabatan : ……………………………………… 

 

2. Nama :. ……………………………………… 

        Pangkat :. …………………………………….. 

      NIP :. …………………………………….. 

       Jabatan : ……………………………………… 

 

Untuk :  1...................................................................................... 

  2...................................................................................... 

  3...................................................................................... 

Ditetapkan di……….. 

pada tanggal…………. 

BUPATI/WAKIL BUPATI 
TEMANGGUNG, 

 
NAMA DENGAN GELAR                               

 

Tembusan: 

1. …………………………………; 

2. …………………………………….. 

 

Jalan ........ Nomor .........Temanggung Kode Pos ...... Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati. 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

SURAT TUGAS  

NOMOR ……/……/...… 

 

Dasar   :........................................................................................... 
  ............................................................................................ 

MEMERINTAHKAN: 

Kepada : 1.  Nama :. ……………………………………… 

       Pangkat :. …………………………………….. 

       NIP :. …………………………………….. 

       Jabatan : ……………………………………… 

 
2. Nama :. ……………………………………… 

        Pangkat :. …………………………………….. 

        NIP :. …………………………………….. 

        Jabatan : ……………………………………… 

 

Untuk :  1  .................................................................................. 

2  .................................................................................. 

3. ................................................................................. 

Ditetapkan di………... 

pada tanggal…………. 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

WAKIL BUPATI, 

 

 

NAMA DENGAN GELAR 

Tembusan: 

1. …………………………………; 
2. …………………………………….. 

 

 

Jalan ........... Nomor ............Temanggung Kode Pos... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .....Nomor ... Temanggung  Kode Pos…. Telepon 0293....Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

SURAT TUGAS  

NOMOR ……/……/….… 

 

Dasar   :........................................................................................... 

  ............................................................................................ 

MEMERINTAHKAN: 

Kepada : 1.  Nama :. ……………………………………… 

     Pangkat :. …………………………………….. 

     NIP :. …………………………………….. 

     Jabatan : ……………………………………… 

 

2. Nama :. ……………………………………… 

     Pangkat :. …………………………………….. 

     NIP :. …………………………………….. 

     Jabatan : ……………………………………… 

 

Untuk :  1..................................................................................... 

  2..................................................................................... 

3..................................................................................... 

Ditetapkan di……….. 

pada tanggal…………. 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

Tembusan: 

1. …………………………………; 

2. …………………………………….. 
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d. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ...Nomor ...Temanggung Kode Pos…. Telepon 0293.....Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

SURAT TUGAS  

NOMOR ……/……/...…. 

 

Dasar   :........................................................................................... 
  ............................................................................................ 

MEMERINTAHKAN: 

Kepada : 1.  Nama :. ……………………………………… 

     Pangkat :. …………………………………….. 

     NIP :. …………………………………….. 

     Jabatan : ……………………………………… 

 

2. Nama :. ……………………………………… 

     Pangkat :. …………………………………….. 

     NIP :. …………………………………….. 

     Jabatan : ……………………………………… 

 

Untuk :  1..................................................................................... 

  2..................................................................................... 

3..................................................................................... 

Ditetapkan di……….. 

pada tanggal…………. 

 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 
KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

Tembusan: 

1. …………………………………; 

2. …………………………………….. 
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M. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

1. Pengertian 

Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat 

yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk 
melaksanakan perjalanan dinas. 

 
2. Susunan 

 Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas: 

a) Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas, berisi: 
(1) Tulisan “Lembar Ke……” 

(2) Tulisan kode nomor 
(3) Tulisan “Nomor”  

(4) Tulisan “Surat Perintah Perjalanan Dinas”. 
(5) Tulisan (SPPD).  

 

b) Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas, terdiri atas: 

(1) Nama jabatan yang memberikan perintah. 

(2) Nama Pejabat/Pegawai yang diberi perintah. 

(3) Pangkat, Golongan, NIP, dan jabatan Pegawai yang diberi 

perintah. 

(4) Maksud perjalanan dinas. 

(5) Kendaraan/alat angkut yang dipergunakan. 

(6) Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan. 

(7) Lama perjalanan dinas. 

(8) Pembebaban Anggaran biaya perjalanan dinas. 

(9) Keterangan bila perlu. 

 
c) Bagian akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas, berisi: 

(1) Tempat tanggal, bulan dan tahun dikeluarkan. 

(2) Nama jabatan pemberi perintah. 
(3) Tanda tangan pejabat serta NAMA LENGKAP pejabat pemberi 

perintah. 
(4) Stempel jabatan/instansi. 

 
d) Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi 

perintah perjalanan dinas dari Pejabat yang didatangi, ditulis di 

halaman sebaliknya. 
 

 3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah  dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 
minimal 700 gram, dengan menggunakan Kop naskah dinas 
Sekretariat Daerah. 

b) Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya 

dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 
menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah/ UPTD/UPTB 

yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas: 

a.  Yang ditandatangani Sekretaris Daerah 
 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan ....Nomor ... Temanggung Kode Pos… Telepon 0293.....Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 
 

   Lembar ke : ............................ 
   Kode No : ............................ 
   Nomor : ............................ 

 
 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
-------------------------------------------------------- 

(S P P D) 
 

1.  Pejabat yang memberi perintah                SEKRETARIS DAERAH 

 
2.  Nama pegawai yang diperintah 

 
3.  a. Pangkat/Golongan  

 b. NIP 
 c. Jabatan 

 

4. Maksud Perjalanan Dinas 
 

5. Kendaraan yang dipergunakan                Umum/Dinas 
 

6. a. Tempat berangkat 
        b. Tempat tujuan 
 

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas 
 b. Tanggal berangkat 

 c. Tanggal kembali 
 

8. Pembebanan Anggaran                         APBD II 
a.  Instansi   Nama Perangkat Daerah        
b.  Pasal Anggaran                                 

 
9. Keterangan lain-lain 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Dikeluarkan di …………………… 

pada tanggal   

SEKRETARIS DAERAH, 

 
 
 

NAMA LENGKAP  
Pangkat 

NIP. 
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Lembar Belakang 

I. SPPD No. : .......................... 
 Berangkat dari 

 (tempat kedudukan) :
 .......................... 

 Pada tanggal : .......................... 
 Ke : .......................... 
 

 Selaku pelaksana teknis kegiatan 
 

 
II. Tiba di : ............................ Berangkat dari : .......................... 

 Pada tanggal : ............................. Ke  : .......................... 
 Kepala ....................... Pada tanggal : .......................... 
  Kepala............... 

              Cap & tanda tangan                         Cap & tanda tangan 
                             

 
III. Tiba di : ............................ Berangkat dari : .......................... 

 Pada tanggal : ............................. Ke  : .......................... 
 Kepala ...................... Pada tanggal : .......................... 
  Kepala ........................ 

         Cap & tanda tangan                     Cap & tanda tangan 
 

IV. Tiba di : ............................ Berangkat dari : .......................... 
 Pada tanggal : ............................. Ke  : .......................... 

 Kepala ....................... Pada tanggal : .......................... 
  Kepala..................... 

             Cap & tanda tangan                     Cap & tanda tangan 

 
 

V. Tiba kembali di  :
 ......................................... 

 Pada tanggal : 
 ......................................... 

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 

perjalanan tersebut diatas benar dilakukan 

atas perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 

NIP. 
 

VI. CATATAN LAIN-LAIN 
 

VII. PERHATIAN 
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan 

perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba 
serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan 

Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, 
kealpaannya. 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ...Nomor .... Temanggung Kode Pos … Telepon 0293....Faximili 0293… 
surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 
 

   Lembar ke : ............................ 
   Kode No : ............................ 

   Nomor : ............................ 
 

 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
-------------------------------------------------------- 

(S P P D) 
 

1.  Pejabat yang memberi perintah           NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT 

DAERAH 

 
2.  Nama pegawai yang diperintah 
 

3.  a. Pangkat/Golongan  
 b. NIP 

 c. Jabatan 
 

4. Maksud Perjalanan Dinas 
 
5. Kendaraan yang dipergunakan                 Umum/Dinas 

 
6. a. Tempat berangkat 

        b. Tempat tujuan 
 

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas 
 b. Tanggal berangkat 

 c. Tanggal kembali 
 
8. Pembebanan Anggaran                              APBD II 

a. Instansi                                               Nama Perangkat Daerah  
b. Pasal Anggaran        

 
9. Keterangan lain-lain 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Dikeluarkan di : …………………… 

pada tanggal   :  

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 

NIP. 
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Lembar Belakang  I. SPPD No. : .......................... 

 Berangkat dari 
 (tempat kedudukan) :

 .......................... 
 Pada tanggal : .......................... 

 Ke : .......................... 
 

 Selaku pelaksana teknis kegiatan 

 
 

II. Tiba di : ............................. Berangkat dari : .......................... 
 Pada tanggal : ............................. Ke  : .......................... 

 Kepala ....................... Pada tanggal : .......................... 
   Kepala............... 

              Cap & tanda tangan                         Cap & tanda tangan 

                             
 

III. Tiba di : ............................. Berangkat dari : .......................... 
 Pada tanggal : ............................. Ke  : .......................... 

 Kepala ...................... Pada tanggal : .......................... 
   Kepala ........................ 

         Cap & tanda tangan                     Cap & tanda tangan 

 
IV. Tiba di : ............................. Berangkat dari : .......................... 

 Pada tanggal : ............................. Ke  : .......................... 
 Kepala ....................... Pada tanggal : .......................... 

  Kepala..................... 
             Cap & tanda tangan                     Cap & tanda tangan 
 

 
V. Tiba kembali di  :

 ......................................... 
 Pada tanggal : 

 ......................................... 
Telah diperiksa, dengan keterangan 
bahwa perjalanan tersebut diatas benar 

dilakukan atas perintahnya dan 
semata-mata untuk kepentingan 

jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya. 

 
KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP. 

 
VI. CATATAN LAIN-LAIN 
 

VII. PERHATIAN 
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan 

perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal 
berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan 

peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi 
akibat kesalahan, kealpaannya. 
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N. SURAT KUASA  

1. Pengertian  

 Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang 
kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak 

lain dengan atas namanya untuk melakukan sesuatu tindakan 
tertentu dalam rangka kedinasan. 

 
2. Susunan 

Surat Kuasa terdiri atas: 

a) Kepala Surat Kuasa, berisi: 

(1) kop naskah dinas yang berisi lambang negara dan nama 

jabatan (untuk pejat Negara), lambang daerah dan nama 
instansi (non pejabat Negara), yang diletakkan secara 

simetris dan ditulis dengan huruf kapital. 
(2) Tulisan  Surat Kuasa. 
(3) Nomor Surat Kuasa. 

 
b) Isi Surat Kuasa. 

(1) Nama, jabatan dan NIP yang memberi kuasa. 
(2) Tulisan “Memberi Kuasa”. 

(3) Tulisan “Kepada”. 
(4) Nama, jabatan dan NIP yang diberi kuasa. 
(5) Tulisan “Untuk”. 

(6) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang 
dikuasakan. 

 
c) Bagian akhir Surat Kuasa, terdiri atas: 

(1) Tempat dikeluarkan, tanggal, bulan dan tahun pembuatan. 
(2) Tulisan  “Yang Memberi Kuasa”.  
(3) Nama jabatan pemberi kuasa. 

(4) Tanda tangan pejabat pemberi kuasa. 
(5) NAMA LENGKAP pejabat yang memberi kuasa (gelar, 

pangkat dan NIP bagi PNS). 
(6) Stempel instansi. 

(7) Tulisan “ Yang diberi kuasa” 
(8) Nama jabatan yang diberi kuasa. 
(9) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa. 

(10) NAMA LENGKAP yang diberi kuasa (pangkat dan NIP bagi 
PNS).  

 
 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 
dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 
menggunakan kop naskah dinas “Bupati” dengan lambang 

negara warna kuning emas. 

b) Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 

nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 
70gram, dengan menggunakan kop naskah dinas Sekretariat 

Daerah. 

c) Surat Kuasa ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 
/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 

ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan Kop 
Naskah Dinas Perangkat Daerah /UPTD/UPTB yang 

bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Kuasa: 

a. Yang ditandatangani Bupati 
   

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

SURAT KUASA 

NOMOR : ………………/………………… 

 
 Yang bertandatangan di bawah ini : 

 a. N a m a : ................................................ 

 b. J a b a t a n : ............................................... 

 c. N I P : ………………………….. 
 

MEMBERI KUASA 

 
Kepada : 

 

 a. N a m a : ................................................ 

 b. J a b a t a n : ................................................ 

 c. N I P : ………………………………. 
 

Untuk : ............................................................................................ 
..........................................................................................

................................................................ 

 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

                      ………………………….……… 

 

Yang diberi Kuasa 
NAMA JABATAN, 

 
 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

 Yang memberi kuasa 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
 
 

NAMA DENGAN GELAR 
 

 

 

Jalan ....... Nomor ........Temanggung Kode Pos... Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 

  PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .....Nomor .....Temanggung  Kode Pos…. Telepon 0293....Faximili 0293… 

                      surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 
 

SURAT KUASA 

NOMOR : ………………/………………… 

 
 Yang bertandatangan di bawah ini : 

 a. N a m a : ................................................ 

 b. J a b a t a n : ............................................... 

 c. N I P : ………………………….. 

 
MEMBERI KUASA 

 
Kepada : 

 

 a. N a m a : ................................................ 

 b. J a b a t a n : ................................................ 

 c.  N I P : ………………………………. 
 

Untuk : 
..........................................................................................

..........................................................................................

........................................................................ 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

   ……………………,…………… 

 

Yang diberi Kuasa 
NAMA JABATAN, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP. 

 
 
 

 
 

Yang memberi kuasa 
   KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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O. SURAT UNDANGAN  

1. Pengertian  

Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat 

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan, pada waktu, 

tempat dan acara yang ditentukan. 

2. Kewenangan 

Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, 

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3. Susunan 

Surat Undangan terdiri atas: 

a) Kepala Surat Undangan, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik di sebelah kiri di 

bawah  kop naskah dinas; 

(3) Tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah 

kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; 

(4) Tulisa ”Kepada”  

(5) Kata Yth, diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang 

dikirimi surat. 

b) Isi Surat Undangan, terdiri atas: 

(1) Maksud dan tujuan. 

(2) Hari penyelenggaraan. 

(3) Tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan. 

(4) Acara yang akan diselenggarakan. 

(5) Keterangan bila perlu 

(6) Tulisan penutup . 

c) Bagian akhir Surat Undangan. 

(1) Nama jabatan, ditulis dengan huruf kapital 

(2) Tanda tangan pejabat. 

(3) Nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital (dengan 

gelar,pangkat dan NIP bagi PNS),  

(4) Stempel jabatan/Instansi. 

(5) Tembusan bila perlu. 
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4. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

a) Surat Undangan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan Kop Naskah Dinas ”Bupati” dengan lambang 

negara warna kuning emas. 

b) Surat Undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 

nama Bupati atau dan atas wewenang jabatannya dibuat di atas 

kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan 

kop naskah dinas SKPD. 

c) Surat Undangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 

/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 

ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan kop 

naskah dinas Perangkat Daerah/UPTD/UPTB yang 

bersangkutan. 

5. Hal yang perlu diperhatikan: 

a) Format surat undangan sama dengan format Surat dinas; 

bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada Surat 

Undangan dapat ditulis pada lampiran; 

b) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk 

kartu. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Undangan: 
a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 

 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

Nomor  : …/……/..…/.…/……/…… ……………………..,………. 

Sifat  : ………………..     Kepada: 

  Lampiran : …………….    Yth. …………………………………. 

Perihal  : UNDANGAN          …………………………………. 

              di -  

         ……………………… 

    

…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………
……………………..………………………………………………….. 

Hari : ……………………………………….. 

Tanggal : ………………………………………… 

Waktu : ………………………………………… 

Tempat : ………………………………………… 

Acara : ………………………………………… 

Keterangan  : ......................................................... 
 

…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………….. 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

NAMA DENGAN GELAR 
 

Tembusan: 
1. ………………………………..; 

2. ……………………………….. 
 

Jalan ........ Nomor ...... Temanggung Kode Pos ...... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ......Nomor ......Temanggung  Kode Pos… Telepon 0293....Faximili 0293… 

surat elektronik:….................laman:…………....... 

 

Nomor  : …./…./.…/.…/….     …………..,……………….. 

Sifat  : ………………..     Kepada: 

  Lampiran : ………………..    Yth. ……………………………. 

Perihal  : UNDANGAN   …………............... 

                di -  

                ……………………… 

    

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

Hari : ……………………………………….. 

Tanggal : ………………………………………… 

Waktu : ………………………………………… 

Tempat : ………………………………………… 

Acara : ………………………………………… 

Keterangan  : ..........................................................  

 

…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

Tembusan: 
1. ………………………………..; 

2. ……………………………….. 
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P. SURAT PERNYATAAN  

1. Pengertian  

1. Surat Pernyataan adalah naskah dinas yang dibuat untuk 

menyatakan diri atau sesuatu hal. 
2. Susunan 

Surat Pernyataan terdiri atas: 

a) Kepala Surat Pernyataan, berisi : 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Tulisan “Surat Pernyataan”. 

(3) Nomor ditulis dibawah tulisan “Surat Pernyataan”. 

 
b) Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, terdiri atas: 

(1) Nama, NIP, pangkat/golongan, ruang, dan jabatan yang 
memberi pernyataan. 

(2) Nama, NIP, pangkat/golongan, ruang, dan jabatan yang 

diberi per-nyataan. 

(3) Nomor, tanggal, dasar surat keputusan pengangkatan dan 

mulai melaksanakan tugas unit kerja. 
 

c) Bagian akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, berisi: 

(1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan. 

(2) Nama jabatan pembuat pernyataan. 

(3) Tanda tangan. 

(4) NAMA LENGKAP (gelar,pangkat dan NIP bagi PNS). 

(5) Stempel jabatan/instansi. 
 

 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas ”Bupati” dengan lambang negara 

warna kuning emas. 

b) Surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas 

nama Bupati atau dan atas wewenang jabatannya dibuat di atas 

kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

c) Surat Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Perangkat 

Daerah/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya dibuat di atas 

kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan 

kop naskah dinas Perangkat Daerah/ UPTD/UPTB yang 

bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Pernyataan: 
a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
 

 

SURAT PERNYATAAN  
 

NOMOR ……/……/……/…… 
 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

N a m a : …………………………………… 

N I P  : …………………………………… 
Pangkat/Golongan : ............................................. 

Jabatan : ............................................. 
 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
..................................................................................................... 
............................................................................................... 

 
 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya 
dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan 

apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak 
benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia 
menanggung kerugian tersebut. 

 
                           

..........................,.............................. 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 
NAMA DENGAN GELAR 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Jalan .............. Nomor ...............Temanggung......Kode Pos.... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... Surat elektronik............Laman: ................ 

 



 

 
 

- 123 - 
 
 

b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati. 
 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ....Nomor .....Temanggung Kode Pos… Telepon 0293.......Faximili 0293… 

                       surat elektronik:…...............laman:…………....... 

 
 

SURAT PERNYATAAN  

NOMOR ……/……/……/…… 
 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 
N a m a : ........................................ 

N I P  : ........................................ 
Pangkat/Golongan : ........................................ 
Jabatan : ........................................ 

 
 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
..................................................................................................... 

............................................................................................... 
 

 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya 
dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan 

apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak 
benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia 

menanggung kerugian tersebut . 
 
    …………………………, …………. 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 

NIP 
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c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 
 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .......Nomor .....Temanggung Kode Pos….Telepon 0293.....Faximili 0293… 

                                    surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 
 

SURAT PERNYATAAN  
 

NOMOR ……/……/……/…… 

 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 

N a m a : ........................................ 
N I P  : ........................................ 
Pangkat/Golongan : ........................................ 

Jabatan : ........................................ 
 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
..................................................................................................... 

............................................................................................... 
 

 

 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya 
dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan 

apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak 
benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia 

menanggung kerugian tersebut . 
 

...................,  ............................. 

 
KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
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Q. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

1. Pengertian  

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari 

pejabat yang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah 
melaksanakan tugas. 

 
2. Susunan 

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas: 

b) Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, berisi : 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Tulisan “Surat Keterangan Melaksanakan Tugas”. 

(3) Nomor ditulis dibawah tulisan “Surat Keterangan 

Melaksanakan Tugas”. 
 

c) Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, terdiri atas: 

(1) Nama, NIP, pangkat/golongan, ruang, dan jabatan yang 
memberi pernyataan. 

(2) Nama, NIP, pangkat/golongan, ruang, dan jabatan yang 
diberi per-nyataan. 

(3) Nomor, tanggal, dasar surat keputusan pengangkatan dan 
mulai melaksanakan tugas unit kerja. 

 

c) Bagian akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, berisi: 

(1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan. 

(2) Nama jabatan pembuat pernyataan. 

(3) Tanda tangan. 

(4) Nama Lengkap (dengan gelar, pangkat dan NIP bagi PNS). 

(5) Stempel jabatan/instansi. 
 

 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

d) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh 

Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 

minimal 70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas 

”Bupati” dengan lambang negara warna kuning emas. 

e) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh 

Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati atau dan atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 

minimal 70 gram, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

f) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ditandatangani oleh 

Kepala Perangkat Daerah/UPTD/UPTB atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 

gram, dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat 

Daerah/ UPTD/UPTB yang bersangkutan. 

  



 

 
 

- 126 - 
 
Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Keterangan Melaksanakan Tugas  

a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 
 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
 

 
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

 
NOMOR ……/……/……/…… 

 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

N a m a : …………………………………… 
N I P : …………………………………… 

Pangkat/Golongan : .............................................. 
Jabatan  : ........................................ 
 

Dengan ini menerangka dengan sesungguhnya bahwa : 
N a m a : …………………………………… 

N I P : …………………………………… 
Pangkat/Golongan : ............................................... 

Jabatan  : ........................................ 
 
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .................................. 

Nomor ........................... terhitung ...................................... 
telah nyata menjalankan tugas sebagai 

.......................................................di ....................................... 
 

Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai 
Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat keterangan ini 

ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka 
saya bersedia menanggung kerugian tersebut. 

 
   

 ..........................,.............................. 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

NAMA DENGAN GELAR 
 

 

Jalan ............... Nomor ..............Temanggung......Kode Pos.... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... Surat elektronik............Laman: ................ 
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b.Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati. 

 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ........Nomor .... Temanggung Kode Pos… Telepon 0293.....Faximili 0293… 

                 surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR ……/……/……/…… 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 

N a m a : …………………………………… 
N I P : …………………………………… 

Pangkat/Golongan : .............................................. 
Jabatan  : ........................................ 

 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 
 

N a m a : …………………………………… 
N I P : …………………………………… 

Pangkat/Golongan : .............................................. 
Jabatan  : ........................................ 

 

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .................................. 
Nomor ...................... terhitung ...................................... 

telah nyata menjalankan tugas sebagai 
...........................................................di ........................................ 

  
Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai 

Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat keterangan ini 
ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka 

saya bersedia menanggung kerugian tersebut . 
 

    …………………………, …………. 
 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 

 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .........Nomor ... Temanggung Kode Pos….Telepon 0293....Faximili 0293… 

                 surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

 
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

 
NOMOR……………………/……………… 

 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 
N a m a : …………………………………… 

N I P : …………………………………… 
Pangkat/Golongan : .............................................. 
Jabatan  : ........................................ 

 
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

 
N a m a : …………………………………… 

N I P : …………………………………… 
Pangkat/Golongan : .............................................. 
Jabatan  : ........................................ 

 
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .................................. 

Nomor ................... Terhitung ...................................... 
telah nyata menjalankan tugas sebagai 

....................................................di ............................................. 
 
 Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ini saya buat 

dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai 
Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat keterangan ini 

ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka 
saya bersedia menanggung kerugian tersebut . 

 
...................,  ............................. 
 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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R. SURAT PANGGILAN 

1. Pengertian 

Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 
 

2. Susunan: 

Surat Panggilan terdiri atas: 

a) Kepala Surat Panggilan, berisi : 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Tempat, tanggal, bulan dan tahun. 

(3) Nama instansi pemerintah /swasta/perorangan yang 
dipanggil. 

(4) Nomor, sifat lampiran dan perihal. 
 
b) Isi Surat Panggilan. 

Isi Surat Panggilan memuat hari, tanggal, jam, tempat, 
menghadap kepada, alamat dan maksud panggilan. 

 
c) Bagian akhir Surat Panggilan, terdiri atas: 

(1) Nama jabatan yang memanggil. 

(2) Tanda tangan pejabat yang memanggil. 

(3) Nama (dengan gelar,pangkat dan NIP bagi PNS) pejabat yang 

memanggil.. 

(4) Stempel jabatan/instansi. 

(5) Tembusan. 
 

 3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

a) Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 
dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas ”Bupati” dengan lambang negara 
warna kuning emas. 

b) Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah  atas nama Bupati atau dan atas wewenang jabatannya 

dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 
menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

c) Surat Panggilan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 
/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 

ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan kop 
naskah dinas Perangkat Daerah/UPTD/UPTB yang 

bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Panggilan : 
a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

     …………..……,………………. 

Nomor : …/…./……/...../..../.... Kepada 

Sifat :  Yth................... 

Lampiran :  di- 

Perihal : Panggilan        ………………………….. 

    

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor 
............................................................................................ 

....................................................................... pada: 

Hari : .............................................. 

Tanggal : .............................................. 

J a m : ............................................. 

Tempat : ................................................ 

Menghadap 

Kepada : ................................................ 

Alamat : ................................................ 

Untuk    :................................................. 

 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi 
perhatian sepenuhnya. 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 
NAMA DENGAN GELAR    

                            
Tembusan: 

1. ........................................; 
2. ......................................... 

 

Jalan ............... Nomor ...............Temanggung Kode Pos... Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati. 

 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jalan ....Nomor ...... Temanggung…..Kode Pos…. Telepon 0293.....Faximili 0293… 

                       surat elektronik:…..............laman:…………....... 

 

       …………..,……………………. 

Nomor : ……/……/....../....../..... Kepada 

Sifat :  Yth......................... 

Lampiran :  di- 

Perihal : Panggilan      ……………………….. 

    

 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor 
...................................................................................................
. .......................................................................pada: 

Hari : .............................................. 

Tanggal : .............................................. 

J a m : ............................................. 

Tempat : ................................................ 

Menghadap 

Kepada : ................................................ 

Alamat : ................................................ 

Untuk    :................................................. 

 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian 
sepenuhnya. 

 
a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
Tembusan: 
1. ........................................; 

2. ......................................... 
 

 
 

 



 

 
 

- 132 - 
 

 

c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .....Nomor .....Temanggung…. Kode Pos …. Telepon 0293.......Faximili 0293… 

                 surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

    …………..,……………………. 

Nomor : ……/……/....../....../...... Kepada 

Sifat :  Yth......................... 

Lampiran :  di- 

Perihal : Panggilan       ………………………….. 

    

    

 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor 

.................................................................................................. 

.......................................................................pada: 

Hari : .............................................. 

Tanggal : .............................................. 

J a m : ............................................. 

Tempat : ................................................ 

Menghadap 

Kepada : ................................................ 

Alamat : ................................................ 

Untuk    :................................................. 

 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian 

sepenuhnya. 

 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
Tembusan: 

1. ........................................; 
2. ......................................... 
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S. NOTA DINAS  

1. Pengertian  

Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi 

komunikasi kedinasan antara pejabat atau dari atasan kepada 
bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 

 
2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Nota Dinas dibuat oleh pejabat dalam satu lingkungan 

instansi/satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan 
tanggungjawabnya. 

 
3. Susunan 

Nota Dinas terdiri atas: 

a) Kepala Nota Dinas, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, yang berisi nama instansi/satuan 

organisasi yang ditulis secara simetris di tengah atas; 

(2) Kata Nota dinas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(3) Kata Kepada Yth, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti 
dengan tanda baca titik. 

(4) Kata Lewat Yth, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti 
dengan tanda baca titik; 

(5) Kata dari, ditulis dengan huruf awal kapital; 

(6) Kata Tembusan ditulis dengan huruf awal kapital; 

(7) Kata Tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital. 

(8) Kata Nomor, ditulis dengan kapital secara simetris; 

(9) Kata Sifat ditulis dengan huruf awal kapital; 

(10) Kata Perihal, ditulis dengan huruf awal kapital;  

 
b) Isi Nota Dinas. 

Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian, terdiri dari 

alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. 
 

c) Bagian Akhir Nota Dinas, berisi: 

(1) Nama jabatan. 

(2) Tanda tangan. 

(3) Nama, pangkat dan NIP. 
 

4. Hal yang perlu diperhatikan: 

a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas. 

b) Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor 
Kode Klasifikikasi Arsip dan Nomor Nota Dinas. 

5. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 
  Nota Dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah 

/UPTD/UPTB atau pejabat lainnya dibuat di atas kertas ukuran 

folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas 
perangkat daerah yang bersangkutan . 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Nota Dinas: 

a. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .....Nomor .....Temanggung…. Kode Pos …. Telepon 0293......Faximili 0293… 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

NOTA  DINAS 

 

 
....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

 
 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
 
 

 
 

 
 

Kepada Yth : .................................................................. 

Lewat Yth : .................................................................. 

Dari : .................................................................. 

Tembusan : ……………………………….....…………………. 

Tanggal : .................................................................. 

Nomor : .................................................................. 

Sifat : ………………………………………….......…….. 

Lampiran : .................................................................. 

Perihal : .................................................................. 
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b. Yang ditandatangani Kepala Bagian/Kepala Bidang/ Sekretaris/Inspektur 
Pembantu, 

 
 

   PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

  NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .....Nomor .....Temanggung…. Kode Pos …. Telepon 0293......Faximili 0293… 
surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

 

 

NOTA  DINAS 

 

Kepada Yth : .................................................................. 

Lewat Yth : .................................................................. 

Dari : .................................................................. 

Tembusan : …………………………………………………...... 

Tanggal : ................................................................... 

Nomor : ................................................................... 

Sifat : ………………………………………………......... 

Lampiran : ................................................................... 

Perihal : ................................................................... 

 
....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

 
 

KEPALA BAGIAN/KEPALA BIDANG/ 
SEKRETARIS/INSPEKTUR PEMBANTU, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
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c. Yang ditandatangani Kepala Subbagian/Kepala Seksi. 
 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

  NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ....Nomor .....Temanggung…. Kode Pos …. Telepon 0293......Faximili 0293… 

                 Surat elektronik:…....................Laman:…………....... 

 

 

 

NOTA  DINAS 

 

Kepada Yth : ................................................................ 

Lewat Yth : 1. ............................................................. 

2. ............................................................. 

Dari : ................................................................. 

Tembusan : …………………………………………………..... 

Tanggal : ................................................................. 

Nomor : ................................................................. 

Sifat : ………………………………………………........ 

Lampiran : ................................................................. 

Perihal : ................................................................. 

 
....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

....................................................................................

.............................................................................................

....................... 

 

  
KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA 

SEKSI ........................ ,  

 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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T. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS. 

1. Pengertian  

Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk 
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 

2. Susunan 

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas: 

a) Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, berisi : 

(1) Tempat. tanggal, bulan dan tahun. 

(2) Pejabat/alamat yang dituju. 

(3) Tulisan “Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas”. 
 

b) Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas: 

(1) Jenis naskah  

(2) Tentang isi naskah dinas. 

(3) Catatan yang diperlukan. 

(4) Jenis dan jumlah lampiran. 

(5) Permohonan mendapatkan tanda tangan / pengesahan / 
persetujuan. 

 
c) Bagian akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, berisi: 

(1) Nama jabatan yang mengajukan. 

(2) Tanda tangan pejabat yang mengajukan. 

(3) Nama, pangkat, dan NIP pejabat yang mengajukan. 

(4) Tulisan disposisi pimpinan.  

3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh 
Kepala Perangkat Daerah/UPTD/UPTB dibuat di atas kertas folio 
HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas 

Perangkat Daerah/UPTD/UPTB  yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang 

ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

  NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ....Nomor .....Temanggung…. Kode Pos …. Telepon 0293......Faximili 0293…                 

surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

  …………………,…………. 
 

   Kepada: 

Nomor : …./…… / ……/…../....... Yth..................................... 
.................................... 

   di 
   ……………………………. 

 

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 

 
Disampaikan dengan hormat :  …...................………………………….. 

Tentang  :  ......................................................... 

Catatan  :  ......................................................... 

Lampiran  :  ......................................................... 

Untuk mohon persetujuan  

dan tanda tangan atas  :  ............................................................. 
     ............................................................. 

 
 

DISPOSISI PIMPINAN 
 
 

 
Tindak lanjut Staf 

 KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP. 
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U. LEMBAR DISPOSISI. 

1. Pengertian 

 Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 
 

2. Susunan 

Lembar disposisi terdiri atas: 

a) Kepala Lembar Disposisi, berisi : 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Tulisan “Lembar Disposisi”. 

(3) Surat dari. 

(4) Nomor surat. 

(5) Tanggal surat. 

(6) Diterima tanggal. 

(7) Nomor agenda. 

(8) Sifat surat 

(9) Perihal. 

(10) Diteruskan kepada. 
 

b) Isi Lembar Disposisi. 

Isi Lembar Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian. 
 

c) Bagian Akhir Lembar Disposisi. 

 Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang 

memberi disposisi beserta tanggalnya. 

3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Lembar Disposisi dimaksud ditandatangani oleh Bupati dibuat di 
atas kertas ukuran ½ folio, dengan menggunakan kop naskah 
dinas Bupati dengan lambang negara berwarna kuning emas. 

b) Lembar Disposisi dimaksud ditandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah/UPTD/UPTB dibuat di atas kertas ukuran ½ 

folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat 
Daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Lembar Disposisi: 

a. Yang ditandatangani Bupati. 
 

 
 

BUPATI TEMANGGUNG 

 
LEMBAR DISPOSISI 

 

       

Surat dari :    Diterima 
Tgl 

: 

No. Surat :    No. 
Agenda 

Surat 

: 

Tgl. Surat :    Sifat : 

      Sangat 
Segera 

 Segera  Rahasia 

       

       

Perihal :      
       
       

       

Diteruskan Kepada Sdr :   Dengan hormat 
harap 

: 

      

  ........................................    Tanggapan dan Saran 

       

  .......................................    Proses lebih lanjut 

       

  ........................................    Koordinasi/konfirmasi 

Dst……………………….     

      ……………………………. 

 

 
 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 
paraf dan tanggal, bulan dan 

tahun 
 

 
 

NAMA DENGAN GELAR 

 

 
 

 

Jalan ............... Nomor ...............Temanggung Kode Pos.....Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
 

D D D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 
 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jalan ..... Nomor ...... Temanggung ...... Telepon 0293 ..... Faximili 0293 ...... 

surat elektronik : ………………… laman : …………………. 

 
 

LEMBAR DISPOSISI 
 

       
Surat dari :    Diterima 

Tgl 

: 

No. Surat :    No. 

Agenda 
Surat 

: 

Tgl. Surat :    Sifat : 

      Sangat 
Segera 

 Segera  Rahasia 

       

       
Perihal :      

       
       

       
Diteruskan Kepada Sdr :   Dengan hormat 

harap 

: 

      

  ........................................    Tanggapan dan Saran 

       

  .......................................    Proses lebih lanjut 

       

  ........................................    Koordinasi/konfirmasi 

Dstnya……………………….     

      ……………………………. 

 
 

 
 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

Paraf dan tanggal, bulan dan 
tahun 

 
 

 
NAMA LENGKAP 

 

 

 

D D D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ 
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V. TELAAHAN STAF  

1. Pengertian  

 Telaahan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau 

bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, 
pendapat dan saran-saran tentang suatu masalah. 

 
2. Susunan  

Telaahan Staf terdiri atas: 

a) Kepala Telaahan Staf, berisi : 

(1) Tulisan “Telaahan Staf”  diletakkan secara simetris di tengah 

atas; 

(2) Pejabat/alamat yang dituju. 

(3) Pejabat yang mengirim. 

(4) Tanggal, nomor, lampiran, dan perihal. 
 

b) Isi Telaahan Staf. 

(1) Persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang 

persoalan yang akan dipecahkan; 

(2) Praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan 

data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi 
yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di 

masa yang akan datang; 

(3) Fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan 
landasan analisis dan pemecahan persoalan; 

(4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap 
persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan 

kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin 
atau dapat dilakukan; 

(5) Simpulan, memuat inti sari hasil diskusi, merupakan pilihan 
cara bertindak atau jalan keluar; 

(6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan 
jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan 

yang dihadapi. 
 

c) Bagian akhir Telaahan Staf, berisi: 

(1) Nama jabatan pembuat telaahan staf; 

(2) Tanda tangan; 

(3) Nama lengkap; 

(4) Daftar lampiran; 

(5) Tembusan. 

3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

  Telaahan Staf yang ditandatangani oleh pejabat perangkat daerah 

/UPTD/UPTB dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 
gram, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat 

daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Telaahan Staf. 

 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jalan .... Nomor ......Temanggung .....Telepon 0293 ..... Faximili 0293 ...... 

Surat elektronik : ………………… Laman : …………………. 

 

 
TELAAHAN STAF 

 

Kepada : ........................................ 

Dari : ........................................ 

Tanggal : ........................................ 

Nomor : …..…...../….....…/……..... 

Lampiran : ........................................ 

Perihal : ........................................ 
 

 
I. Persoalan : ........................................ 

........................................ 
      ........................................mmmmmmmm 

II. Praanggapan : ........................................ 
........................................ 
      ........................................mmmmmmmm 

III. Fakta dan data yang 
berpengaruh terhadap 

persoalan 

: ........................................ 
........................................ 

 
      ........................................mmmmmmmm 

IV. Pembahasan/analisa : ........................................ 
........................................ 
      ........................................mmmmmmmm 

V. Kesimpulan : ........................................ 
........................................ 

      ........................................mmmmmmmm 
VI. Saran tindak : ........................................ 

........................................ 
      ........................................mmmmmmmm 

 

............., …………......... 
 

NAMA JABATAN, 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 

NIP 
Tembusan: 

1. ........................ ;  
2. ......................... 
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W. PENGUMUMAN  

1. Pengertian  

Pengumumam adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan 
yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai dalam instansi atau 

perorangan dan golongan di dalam atau di luar instansi. 

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

 Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 

mengumumkan atau pejabat lain yang ditunjuk. 

3. Susunan: 

Pengumuman terdiri atas: 

a) Kepala Pengumuman, berisi:  

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara)  

(2) Tulisan pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di 

bawahnya; 

(3) Kata tentang, dicantumkan dibawah kata pengumuman 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris;  

(4) Rumusan judul pengumuman, ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris dibawah tentang. 

b) Isi Pengumuman. 

Isi Pengumuman hendaknya memuat : 

(1) Alasan tentang perlunya dibuat pegumuman; 

(2) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; 

(3) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap 

mendesak. 

c) Bagian Akhir Pengumuman, berisi: 

(1) Tempat dan tanggal penetapan; 

(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan 
huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) Tanda tangan pejabat yang menetapkan; 

(4) Nama lengkap yang menandatangani, ditulis dengan huruf 

kapital; 

(5) Cap dinas. 

4. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Naskah Dinas Pengumuman yang ditandatangani oleh Bupati 
dibuat di atas kertas folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara 
berwarna kuning emas; 

b) Naskah Dinas Pengumuman yang ditandatangani oleh kepala 
perangkat daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas folio 
HVS minimal 70 dengan menggunakan kop naskah dinas 

perangkat daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan; 
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c) Naskah Dinas Pengumuman yang ditandatangani oleh kepala 
perangkat daerah /UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya 

dibuat di atas kertas folio HVS minimal 70 gram, dengan 
menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah /UPTD/UPTB  

yang bersangkutan. 

 Hal yang perlu diperhatikan 

a) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan 

kepada kelompok/golongan tertentu. 

b) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat 

cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.  
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Bentuk/Model Naskah Dinas Pengumuman: 

 a. yang ditandatangani Bupati. 
 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

PENGUMUMAN 
 

NOMOR ….…/.…../….… 
 
 

TENTANG 
 

........................................ 

........................................  

 

...................................................................................................
..........................................................................................................

....................................................... 

...................................................................................................

..........................................................................................................

........................................................ 

...................................................................................................
..........................................................................................................
................................... 

 
Ditetapkan di………….. 

pada tanggal…………… 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 
 

NAMA DENGAN GELAR 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Jalan ............... Nomor ...............Temanggung Kode Pos.....Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... surat elektronik............laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jalan . Nomor .....Temanggung .....Telepon 0293 ..... Faximili 0293 ...... 

surat elektronik : ………………… laman : …………………. 

 

 
 

PENGUMUMAN 
 

NOMOR  ……/..…/…… 
 

 
T E N T A N G 

 
........................................ 
........................................ 

 
 

...................................................................................................
..........................................................................................................

....................................................... 

...................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................... 

...................................................................................................

..........................................................................................................

................................... 

 

 
Ditetapkan di………….. 

pada tanggal…………… 
 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 
KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jalan . Nomor .....Temanggung .....Telepon 0293 ..... Faximili 0293 ...... 

surat elektronik : ………………… laman : …………………. 

 

 

 
PENGUMUMAN 

 

NOMOR  ……./...…./….… 
 

 
TENTANG 

 
........................................ 
........................................ 

 
 

...................................................................................................
..........................................................................................................

........................................................................................... 

...................................................................................................
..........................................................................................................

.................................................................................. 

...................................................................................................

..........................................................................................................

................................... 

 

 
Ditetapkan di………….. 

pada tanggal…………… 
 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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X. LAPORAN  

1. Pengertian  

Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang 

berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas 
kedinasan. 

2. Wewenang Pembuatan Laporan dan Penandatanganan Laporan 
ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas. 

3. Susunan 

Laporan terdiri atas: 

a) Kepala Laporan, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Tulisan Laporan. 

(3) Judul Laporan. 
 

b) Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian secara lengkap, 

sistimatis dan kronologis, berisi: 

(1) Pendahuluan 

(2) Kegiatan yang dilaksanakan 

(3) Hasil yang dicapai. 

(4) Kesimpulan dan saran. 

(5) Penutup. 
 

c) Bagian Akhir Laporan, berisi: 

(1) Tempat dan tanggal pembuatan laporan; 

(2) Nama jabatan pejabat pembuat Laporan, yang ditulis dengan 
huruf kapital. 

(3) Tanda tangan pejabat; 

(4) Nama lengkap, yang ditulis dengan huruf kapital, pangkat 
dan NIP 

(5) Stempel jabatan/instansi. 

4. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di 
atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara 
berwarna kuning emas. 

b) Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh kepala 

Perangkat Daerah atas nama  dan Bupati atas wewenang 
jabatannya, dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 700 

gram dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah 
yang bersangkutan. 

c) Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh kepala 
perangkat daerah/UPTD/UPTB dibuat di atas kertas ukuran folio 
HVS minimal 70 gram dengan menggunakan kop naskah dinas 

kepala daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Laporan: 

a.  Yang ditandatangani Bupati. 
   

 

BUPATI TEMANGGUNG 
 

L A P O R A N 
 

TENTANG 

........................................ 

........................................ 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Umum/latar belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

II. Kegiatan yang dilaksanakan 

III. Hasil yang dicapai 

IV. Kesimpulan dan Saran 

V. Penutup 

 

 
Dibuat di …………………. 

 pada tanggal …….. 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
 
 

NAMA LENGKAP 
 

 

 

 

Jalan ............... Nomor ...............Temanggung Kode Pos.....Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... Surat elektronik............Laman: ................ 
 

 



 

 
 

- 151 - 
 

b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jalan . Nomor .....Temanggung .....Telepon 0293 ..... Faximili 0293 ...... 

surat elektronik : ………………… laman : …………………. 

 

 
L A P O R A N 

 
TENTANG 

........................................ 

........................................ 

 

I.  PENDAHULUAN 

A. Umum/latar belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

II. Kegiatan yang dilaksanakan 

III. Hasil yang dicapai 

IV. Kesimpulan dan Saran 

V. Penutup 

 

 
Dibuat di …………………. 

pada tanggal …….. 
 

 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
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Y. REKOMENDASI. 

1. Pengertian  

Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 

2. Susunan 

Rekomendasi terdiri atas: 

a) Kepala Rekomendasi, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Tulisan Rekomendasi ditempatkan ditengah-tengah isi 

naskah dinas. 

(3) Nomor dan tahun ditempatkan dibawah tulisan 

Rekomendasi. 

 

b) Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk Uraian. 

 

c) Bagian akhir Rekomendasi, berisi: 

(1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun. 

(2) Nama jabatan pembuat rekomendasi. 

(3) Tanda tangan pejabat. 

(4) NAMA LENGKAP, pangkat, dan NIP. 

(5) Stempel jabatan/instansi. 

 

 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Naskah Dinas Rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan 

menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara 

berwarna kuning emas .  

b) Naskah Dinas Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala 

Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran 

folio HVS minimal 70 gram dengan menggunakan kop naskah 

dinas Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

c) Naskah Dinas Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala 

Perangkat Daerah/ UPTD/UPTB dibuat di atas kertas ukuran 

folio HVS minimal 70 gram dengan menggunakan kop naskah 

dinas perangkat daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Rekomendasi: 

a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 
 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

REKOMENDASI 
 

NOMOR ……/……/…... 

 
 

 
...........................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................... 

 
 

a. ...................................................................................................
............................................................. 

 
b. ...................................................................................................

............................................................. 

 
 ............................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

............................................... 
 
 

 
……………………., ……............. 

 
BUPATI/WAKIL BUPATI 

TEMANGGUNG, 
 
 

NAMA DENGAN GELAR 
 

 
 

 

 

 

Jalan ............... Nomor ...............Temanggung Kode Pos.....Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... Surat elektronik............Laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jalan ......Nomor .....Temanggung .....Telepon 0293 ..... Faximili 0293 ...... 

Surat elektronik : ………………… Laman : …………………. 

 

 
 

 

REKOMENDASI 
 

NOMOR ……/……/....… 
 

 
 

...........................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................... 
 

 
a. ...................................................................................................

............................................................. 

 
b. ...................................................................................................

........................................................... 
 

 ............................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

............................................... 
 

 
 

……………………., …................ 
 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
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Z. SURAT PENGANTAR  

1. Pengertian  

Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk 

mengantar/ menyampaikan barang atau naskah. 
 

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan 

Surat Pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai 
dengan tugas, wewenang, dan tangung jawabnya. 

3. Susunan: 

Surat Pengantar terdiri atas: 

a) Kepala Surat Pengantar, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang daerah dan nama instansi  

(2) Tempat, tanggal bulan tahun pembuatan;  

(3) Tulisan SURAT PENGANTAR diletakkan simetris. 

(4) Nomor ditulis dibawah tulisan surat pengantar 

(5) Nama jabatan/alamat yang dituju; 
 

b) Surat Pengantar, berisi : 

(1) Kolom nomor urut. 

(2) kolom Jenis yang dikirim. 

(3) Kolom banyaknya naskah/barang. 

(4) Kolom keterangan. 
 

c) Bagian akhir Surat Pengantar, berisi: 

(1) Nama jabatan pembuat pengantar. 

(2) Tanda tangan pembuat pengantar. 

(3) Nama, pangkat dan NIP pembuat pengantar. 

(4) Stempel instansi. 

(5) Tanggal, bulan dan tahun diterima. 

(6) Nama dan tanda tangan penerima 
 

4. Hal yang perlu Diperhatikan 

Surat Pengantar dikirim dalam dua rangkap, lembar pertama untuk 

penerima dan lembar kedua untuk pengirim. 

5. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.  

Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah/UPTD/UPTB dibuat diatas kertas ukuran folio HVS minimal 
70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas Kepala Perangkat 

Daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan.  
 

6. Penomoran Surat Pengantar sama dengan penomoran Surat Dinas. 

7. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Pengantar. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Pengantar. 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ...Nomor ...Temanggung…. Kode Pos …. Telepon 0293...Faximili 0293…                 
surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

 
 ……………….,………................ 

 

         Kepada  
 

Yth.  
......................................... 

 .............................. 
..........       

  di-                   

……………………………. 
 

 
 

 
SURAT PENGANTAR 

Nomor  ……/...… /…… 

 

No 
Naskah dinas  yang 

dikirim 
Banyaknya Keterangan 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

 

   
Diterima tanggal,………. 

 
PENERIMA, 

 
 
 

 
NAMA LENGKAP 

NIP 

 NAMA JABATAN, 

 
 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
No. HP ..................... 
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AA. TELEGRAM 

1. Pengertian  

Telegram adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
berita singkat yang perlu disampaikan  dengan cepat dikirim melalui 

telekomunikasi elektronik. 

2. Susunan 

Telegram terdiri atas: 

a) Kepala Berita Telegram, berisi: 

(1) Pejabat yang mengirim. 

(2) Pejabat/alamat yang dituju. 

(3) Tembusan. 

 
b) Isi Berita Telegram, berisi: 

(1) Klasifikasi. 

(2) Nomor. 

(3) Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas. 

(4) Tanggal pembuatan. 
 

c) Bagian akhir Berita Telegram, berisi: 

(1) Nama pejabat yang mengirim. 

(2) Nama jabatan yang mengirim. 

(3) Tanda tangan pejabat yang mengirim. 

(4) Stempel instansi. 

 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

Naskah Berita Telegram yang dikirim menggunakan telekomunikasi 

elektronika Sekretariat Daerah dibuat dalam formulir Sekretariat 
Daerah. 

a) Naskah Berita Telegram yang dikirim melalui kantor telegram 
menggunakan formulir dengan ketentuan yang berlaku; 

b) Pengiriman berita telegram dilakukan oleh Bagian Sandi Dan 

Telekomunikasi. 

 4. Cara Pengiriman. 

Pengiriman Telegram dilaksanakan dengan menggunakan 
telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah atau kantor-kantor 

telegram. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Telegram. 

 
 

FORMULIR BERITA 
 

    Registrasi 
No:……………. 
 

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT  

    

   

DARI : ....................................... 

 

UNTUK : ........................................ 

 

TEMBUSAN : ....................................... 

 

    

KLASIFIKASI : SEGERA  

Nomor : …………..  

 

AAA TTK ............ KMA ........................................ 
 ........................................ TTK 
 

BBB TTK ........................................ 
 ........................................ TTK 

 
CCC TTK DSTNYA TTK HBS 

 
Tanggal waktu pembuatan  

 

  No 

Kode 

Waktu Lalu 

Lintas 

Paraf 

Operator   Terima Kirim 

Pengirim 

 

:      

Nama 
 

:      

Jabatan 
 

:      

Tanda 

tangan 
 

:      
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BB. BERITA ACARA  

1. Pengertian  

Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses 
pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para 

pihak dan para saksi. 
 

2. Susunan 

Berita Acara terdiri atas: 

a) Kepala Berita Acara, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Judul Berita Acara; 

(3) Nomor Berita Acara. 
 

b) Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang 
didalamnya dicantumkan: 

(1) Hari, tanggal, bulan dan tahun kejadian. 

(2) Nama, NIP, pangkat/golongan dan alamat masing-masing 
pihak. 

(3) Permasalahan pokok. 
 

c) Bagian akhir Berita Acara, berisi: 

(1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan. 

(2) Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara. 

(3) Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara. 

(4) NAMA LENGKAP pihak pejabat yang terlibat Berita Acara. 

(5) Stempel Jabatan/Instansi. 

(6) Tulisan saksi-saksi. 

(7) NAMA LENGKAP para saksi (Pangkat dan NIP bila ada). 

(8) Tanda tangan para saksi. 

(9) Tulisan “Demikian Berita Acara dibuat dalam rangkap……” 

3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

a) Berita Acara ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat 

didalamnya, termasuk pejabat yang menyaksikan. 

b) Berita Acara yang ditandatangani oleh Bupati, dibuat di atas 

kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan 
kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara berwarna 
kuning emas. 

c) Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 
atas nama Bupati, dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 

minimal 70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas 
perangkat daerah yang bersangkutan. 

d) Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah/UPTD/UPTB atas wewenang jabatannya, dibuat di atas 
kertas ukuran folio HVS minimal 70 gram, dengan menggunakan 

kop naskah dinas perangkat daerah/UPTD/UPTB yang 
bersangkutan . 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Berita Acara: 

a. Yang ditandatangani Bupati. 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

BERITA ACARA 
 

NOMOR  ………/........./........... 
 
 

Pada hari ini tanggal 
........................................................................ kami masing- masing: 

 
1. ..................................yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

( memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat ) 
 

2. ........................................ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………… 
........................................ 
................................................................................ 

 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam 

rangkap……....……untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

………………, ………………………… 
 

PIHAK KEDUA, 

 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 PIHAK PERTAMA 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

 
NAMA DENGAN GELAR 

 

Saksi-saksi 

 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

  
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 

 
 

Jalan ............... Nomor ...............Temanggung Kode Pos.....Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293  .....Faximili 0293....... Surat elektronik............Laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Wakil Bupati. 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 
 

BERITA ACARA 
 

NOMOR  ………/........../.......... 
 
 

Pada hari ini ...............tanggal ..................bulan 
...........Tahun ........ kami masing- masing: 

 
1. .................................... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

( memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat ) 
 

2. ........................................ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………… 
........................................ 
................................................................................ 

 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam 

rangkap…….……untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

……………..…, ……………………… 
 

PIHAK KEDUA, 

 
 

 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 
PIHAK PERTAMA 

WAKIL BUPATI TEMANGGUNG, 
 

 
 

NAMA DENGAN GELAR 
 

Saksi-saksi: 

 
 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

  
 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
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c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 

 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ..... Nomor ....Temanggung ....Telepon 0293 .... Faximili 0293 ...... 

surat elektronik : ………………… laman : …………………. 

 

 

BERITA ACARA 
 

NOMOR  ………/........../.......... 

 
 

Pada hari ini ...............tanggal ..................bulan 
...........Tahun ........ kami masing- masing: 

 
1. ...................................yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

( memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat ) 

 
2. ........................................ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………… 

........................................ 

................................................................................ 

 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam 

rangkap…….……untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

……………..…, ……………………… 

 
PIHAK KEDUA, 

 
 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 

 
PIHAK PERTAMA 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

Saksi-saksi: 
 

 
 

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

  

 
 

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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CC. NOTULEN 

1. Pengertian  

Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan jalannya 
kegiatan sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan 

masalah sampai dengan pengambilan keputusan serta penutup. 
 
2. Susunan 

Notulen terdiri atas: 

a) Kepala Notulen, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang daerah dan nama instansi  

(2) tulisan “Notulen”. 

(3) Keterangan tentang Notulen sidang/rapat, berisi: 

(a) Nama sidang/rapat. 

(b) Hari, tanggal. 

(c) Jam sidang/rapat. 

(d) Tempat. 

(e) Acara. 

(f) Pimpinan sidang. 

(g) Ketua/Wakil Ketua. 

(h) Sekretaris. 

(i) Pencatat. 

(j) Peserta sidang/rapat. 

(k) Isi Notulen. 

(l) Bagian akhir Notulen.  
 

b) Isi Notulen terdiri atas: 

(1) Kata Pembukaan. 

(2) Pembahasan. 

(3) Pembacaan keputusan. 

(4) Jam penutup. 

 
c) Bagian Akhir Notulen terdiri atas : 

(1) Nama jabatan. 

(2) Tanda tangan. 

(3) Nama pejabat, pangkat dan NIP. 

3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

a) Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat dilingkungan 

Sekretariat Daerah dibuat di atas kertas folio HVS minimal 70 
gram, dengan menggunakan kop naskah dinas Sekretariat 

Daerah. 

b) Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat di lingkungan 

perangkat daerah/UPTD/UPTB dibuat di atas kertas folio HVS 
minimal 70 gram, dengan menggunakan kop naskah dinas 
perangkat daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Notulen. 

 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .. Nomor .....Temanggung .....Telepon 0293 .....Faximili 0293 ...... 
Surat elektronik : ………………… Laman : …………………. 

 
 

 
N O T U L E N 

 

SIDANG/RAPAT : .......................................... 

Hari/Tanggal : .......................................... 

Waktu Panggilan : .......................................... 

Waktu Sidang/Rapat : .......................................... 

Tempat : .......................................... 

Acara : 1......................................... 

  2.dan seterusnya 

PIMPINAN SIDANG/RAPAT 

Ketua : ........................................... 

Sekretaris : .......................................... 

Pencatat : .......................................... 

Peserta sidang/rapat : 1. ...................................... 

  2. dst 

 

KEGIATAN SIDANG/RAPAT : 1. ........................................ 

  2. dst 

1. Kata Pembukaan : ........................................... 

2. Pembahasan : ........................................... 

3. Keputusan : ........................................... 

 

 
PIMPINAN SIDANG/RAPAT 

NAMA JABATAN, 
 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 

NIP  
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DD. M E M O  

1. Pengertian  

Memo adalah naskah dinas yang materinya mengandung 
pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan 

oleh atasan kepada bawahan  atau antar pejabat setingkat.  
 
2. Susunan 

Memo terdiri atas: 

a) Kepala Memo, berisi: 

(1) Kop naskah dinas, berisi lambang negara dan nama jabatan 

(untuk pejabat negara) atau lambang daerah dan nama 

instansi (untuk non pejabat negara); 

(2) Tulisan “Memo” ditempatkan di tengah atas naskah. 

(3) Nama pengirim “Memo” ditempatkan di sebelah kiri atas 
naskah dinas. 

(4) Nama pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan di sebelah 

bawah nama pengirim. 
 

b) Isi Memo. 

Isi Memo memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan. 

 
c) Bagian akhir Memo, berisi tanda tangan dan pembuat memo. 
 

 3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas. 

a). Memo dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan : 

(1) Kop naskah dinas Bupati bagi Memo dipergunakan oleh 
Bupati dengan lambang negara berwarna kuning emas. 

(2) Kop naskah dinas perangkat daerah/UPTD/UPTB bagi Memo 
yang dipergunakan oleh pejabat di lingkungan perangkat 
daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan. 

  b). Memo diparaf atau ditandatangani oleh pembuat Memo. 

  c). Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Memo: 

a.  Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 
 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 
 

M E M O 
 

 

Dari : ........................................ 

Kepada : ........................................  

-------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

ISI :
 …………………………………………………………

………………………… 
...........................................................................
..... 

 
   

 
 

 
…………………….., …………………. 

 

BUPATI / WAKIL BUPATI 
TEMANGGUNG, 

 
 

 
Tanda tangan atau paraf 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Jalan ............... Nomor ...............Temanggung Kode Pos.....Provinsi Jawa Tengah 

Telepon 0293  .....Faximili 0293....... Surat elektronik............Laman: ................ 
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b. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan ....Nomor .. Temanggung….Kode Pos Telepon 0293...Faximili 0293 
surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

 
M E M O 

 

 

Dari : ........................................ 

Kepada : ........................................  

-------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

ISI : …………………………………………………………. 

  ………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………….. 

 
   

 
 

…………………….., …………………. 

 
KEPALA PERANGKAT 

DAERAH/ASISTEN 
SEKDA/SEKRETARIS 

PERANGKAT DAERAH, 
 
 

 
Tanda tangan atau paraf 
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EE. DAFTAR HADIR 

1. Pengertian 

a) Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang 

berisi keterangan atas kehadiran seseorang. 

b) Daftar Hadir terdiri atas: 

(1) Daftar Hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-

nama orang yang akan hadir. 

(2) Daftar Hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-

nama orang yang akan hadir. 

c) Daftar Hadir dirumuskan untuk keperluan 

sidang/pertemuan/rapat. 

 

2. Susunan 

Daftar Hadir terdiri atas: 

a) Kepala Daftar Hadir, berisi: 

(1) Tulisan “Daftar Hadir” ditempatkan ditengah-tengah atas 

lembar naskah dinas. 

(2) Tempat, hari, tanggal, jam, dan acara ditulis dibawah tulisan 

daftar hadir sebelah kanan. 

b) Isi Daftar Hadir, terdiri atas: 

(1) Kolom nomor urut. 

(2) Kolom nama. 

(3) Kolom jabatan/instansi. 

(4) Kolom tanda tangan/paraf. 

(5) Kolom keterangan. 

c) Bagian Akhir Daftar Hadir, berisi: 

(1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun  

(2) Nama jabatan penanggung jawab(pejabat yang bertanggung 

jawab atas kegiatan). 

(3) Tanda tangan pejabat penanggung jawab. 

(4) Nama, pangakat, dan NIP penanggung jawab. 

(5) Stempel instansi. 

 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas. 

a) Daftar Hadir untuk rapat-rapat dibuat diatas kertas ukuran 

Folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat 

daerah/UPTD/UPTB yang bersangkutan 

b) Daftar Hadir yang ditandatangani oleh pejabat penanggung 

jawab.  

c) Daftar Hadir tidak perlu dibubuhi stempel instansi. 
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Bentuk/Model Naskah Dinas Daftar Hadir. 

 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .....Nomor .... Temanggung….Kode Pos Telepon 0293.......Faximili 0293… 
                                    surat elektronik:…....................laman:…………....... 

 

 
 

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT 

 

Hari  : ....................................... 

Tanggal : ........................................ 

Waktu : ........................................ 

Tempat : ........................................ 

Acara : ....................................... 
 

NO. NAMA 
JABATAN/ 

UNIT KERJA 
TANDA 

TANGAN 

    

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

dst 
 

   

 
………………..,…………………….. 

 
NAMA JABATAN PIMPINAN/ 

PENANGGUNG JAWAB/ 
PENYELENGGARA RAPAT, 

 
 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 
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FF. PIAGAM 

1. Pengertian  

Piagam adalah surat tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan 
atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau 

keteladanan yang telah diwujudkan. 
 

2. Susunan 

a. Piagam terdiri atas: 

1). Kepala Piagam. 

2). Isi Piagam. 

3). Bagian akhir Piagam. 

 

b. Kepala Piagam terdiri atas: 

1). Lambang Negara atau Lambang Daerah  

2). Tulisan “Piagam Penghargaan”. 

 3). Tulisan “Nomor”. 

 
c. Isi Piagam terdiri atas: 

1). Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan dan instansi 
penerima penghargaan 

2). Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan 

dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau 
diwujudkan. 

3). Dibagian tengah terdapat transparan lambang daerah. 
 

d. Bagian akhir Piagam terdiri atas: 

1). Tempat, tanggal, bulan dan tahun. 

2). Nama jabatan yang memberikan penghargaan. 

3).  Tanda tangan pejabat yang memberikan panghargaan 

4). NAMA LENGKAP pejabat yang memberikan panghargaan 

 
3. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas Piagam. 

a. Piagam ditandatangani oleh : 

1) Bupati; 

2) Wakil Bupati atas nama Bupati; 

3) Sekretaris daerah atas nama Bupati. 

b. Kop naskah dinas Piagam  ditandatangani Bupati/Wakil 

Bupati menggunakan lambang negara berwarna kuning emas; 

c. Kop Kop naskah dinas Piagam ditandatangani Sekretaris 

Daerah menggunakan lambang daerah berwarna.  
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Bentuk/Model Naskah Dinas Piagam: 

a. Yang Ditanda tangani Bupati: 
 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor :  ......../......../....... 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG Dengan ini memberikan penghargaan kepada : 

 

 

Nama  : ...................................................................... 

Tempat/Tanggal Lahir : ...................................................................... 

NIP/NRP  : ..................................................................... 

Jabatan  : .................................................................... 

Instansi  : ..................................................................... 

 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

......... 

 

................,.............................. 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

NAMA DENGAN GELAR 
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b. Yang ditanda tangani Wakil Bupati atas nama Bupati 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor :  ........./........./....... 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG Dengan ini memberikan penghargaan kepada: 

 

 

Nama  : ...................................................................... 

Tempat/Tanggal Lahir : ...................................................................... 

NIP/NRP  : .................................................................... 

Jabatan  : .................................................................... 

Instansi  : .................................................................... 

 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

........... 

 

................,.............................. 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 
WAKIL BUPATI, 

 

NAMA DENGAN GELAR 
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c. Yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

PIAGAM PENGHARGAAN 

                            Nomor :  ........../........../..........        

 

 

BUPATI TEMANGGUNG Dengan ini memberikan penghargaan kepada : 

 

 

Nama  :    ............................................................... 

Tempat/Tanggal Lahir : ................................................................ 

NIP/NRP  : ............................................................... 

Jabatan  : ................................................................ 

Instansi  : ................................................................ 

 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................ 

.........................,.................... 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 
SEKRETARIS DAERAH, 

 

NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP. 
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GG. SERTIFIKAT 

1. Pengertian. 

Sertifikat adalah suatu naskah dinas yang merupakan tanda bukti 

seseorang telah mengikuti bimbingan teknis dan orientasi substantif 

kualifikasi kompetensi. 

2. Susunan. 

a. Sertifikat terdiri atas : 

1) Lambang Negara atau Lambang Daerah 

2) Tulisan “SERTIFIKAT”. 

3)  Tulisan “Nomor”. 

b. Isi Sertifikat terdiri atas : 

1) Nama, tempat/tanggal lahir, NIP, instansi dan alamat yang 

menerima. 

2) Pernyataan telah mengikuti bimbingan teknis dan orientasi 

substantif kualifikasi kompetensi. 

3) Dibagian tengah terdapat transparan lambang daerah. 

c. Bagian Akhir Sertifikat terdiri atas: 

1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun. 

2) Nama jabatan yang memberikan sertifikat. 

3) Tanda tangan pejabat yang memberikan sertifikat. 

4) NAMA LENGKAP pejabat yang memberikan sertifikat. 

3. Penandatanganan naskah dinas Sertifikat. 

a. Sertifikat ditandatangani oleh : 

1) Bupati; 

2) Wakil Bupati atas nama Bupati 

3) Kepala Perangkat Daerah; 

b. Kop naskah dinas Sertifikat  ditandatangani oleh: 

1) Bupati/Wakil Bupati menggunakan lambang negara berwarna 

kuning emas; 

2) Perangkat Daerah menggunakan lambang daerah berwarna 
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KA BU PAT EN

 

ET M
G

A NG UG N
S

BH
WA AD YA

A
UMI PHAL

 

 

Bentuk/Model Naskah Dinas Sertifikat: 
a. Yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. 

 
 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

S E R T I F I K A T 

Nomor : ....../........ /....... 

 

Diberikan kepada : 

 

 Nama : ................................................................. 

 Tempat ,tanggal lahir : ................................................................. 

 NIP : ................................................................. 

 Instansi : ................................................................. 

 Alamat : ................................................................. 

 

Sebagai .................. / Atas partisipasinya dalam............................... 

yang diselenggarakan oleh ......................................... dari tanggal 

................ s.d ...................... bertempat di ....................................... 

.........................,.................. 

BUPATI / WAKIL BUPATI 
TEMANGGUNG, 

 

NAMA DENGAN GELAR 
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KA BU PAT EN

 

ET M
G

A NG UG N
S

BH
WA AD YA

A
UMI PHAL

 

 
b. Yang ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

S E R T I F I K A T 

Nomor : ......../........ / ....... 
 

Diberikan kepada : 

 

 Nama : ................................................................. 

 Tempat ,tanggal lahir : ................................................................. 

 NIP : ................................................................. 

 Instansi : ................................................................. 

 Alamat : ................................................................. 

 

Sebagai .................. / Atas partisipasinya dalam............................... 

yang diselenggarakan oleh ......................................... dari tanggal 

................ s.d ...................... bertempat di ....................................... 

 

.........................,..................... 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 
WAKIL BUPATI, 

 

NAMA DENGAN GELAR 
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KA BU PAT EN

 

ET M
G

A NG UG N
S

BH
WA AD YA

A
UMI PHAL

 

 
c. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
 

S E R T I F I K A T 

Nomor : ....../........ /........ 
 

Diberikan kepada : 

 

 Nama : ................................................................. 

 Tempat ,tanggal lahir : ................................................................. 

 NIP : ................................................................. 

 Instansi : ................................................................. 

 Alamat : ................................................................. 

 

Sebagai .................. / Atas partisipasinya dalam............................... 

yang diselenggarakan oleh ......................................... dari tanggal 

................ s.d ...................... bertempat di ....................................... 

.........................,..................... 

                                                                 KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP 
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KA BU PAT EN

 

ET M
G

A NG UG N
S

BH
WA AD YA

A
UMI PHAL

 

 
 

d. Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati 
 

 

 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
 

S E R T I F I K A T 

Nomor : ......./........ / ........ 
 

Diberikan kepada : 

 

 Nama : ................................................................. 

 Tempat ,tanggal lahir : ................................................................. 

 NIP : ................................................................. 

 Instansi : ................................................................. 

 Alamat : ................................................................. 

 

Sebagai / Atas partisipasinya dalam ........................................ yang 

diselenggarakan oleh ......................................... dari tanggal 

................ s.d ...................... bertempat di ....................................... 

.........................,..................... 

a.n. BUPATI TEMANGGUNG 

       KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
 

NAMA LENGKAP 
Pangkat 

NIP.     
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HH. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP) 

1. Pengertian. 

Surat Tanda Tamat pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP 

adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah 

lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 

2. Susunan. 

a. STTPP terdiri atas : 

1) Bagian kepala; 

2) Bagian isi 

3) Bagian Akhir 

b. Isi Kepala terdiri atas : 

1) Tulisan ”SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN” 

2) Tulisan ”Nomor” 

c. Isi STTP terdiri atas: 

1) Nama, tempat tanggal lahir, NIP, pangkat golongan ruang, 

jabatan, dan instansi peserta; 

2) Pas photo peserta 

3) Pernyataan lulus mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan 

4) Dibagian tengah terdapat transparan :  

 Lambang Negara untuk naskah yang ditandatangani 

Bupati. 

 Lambang Daerah untuk naskah yang ditantatangani 

Kepala BKD atas nama Bupati. 

d. Bagian Akhir Sertifikat terdiri atas: 

1) Dibagian sebelah kanan. 

a) Tempat, tanggal, bulan dan tahun. 

b) Nama Jabatan yang menandatangani STTPP 

c) Tanda tangan. 

d) NAMA LENGKAP. 

e) NIP 

2) Dibagian belakang. 

a) Agenda pembelajaran 

b) TEMA : - Umum (ditentukan Badan Diklat) 

 - Khusus (ditentukan penyelenggara dengan 

mengacu pada tema umum dan issue aktual 

setempat ) 

c) Tempat, tanggal, bulan dan tahun. 

d) Kepala instansi penyelenggara. 
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e) Tanda tangan. 

f) NAMA LENGKAP dan NIP. 

3. Penandatanganan naskah dinas STTPP: 

a. STTPP ditandatangani oleh : 

1) Bagian depan : 

 Oleh Bupati; 

 Oleh Kepala BKPSDM 

2) Bagian belakang oleh Kepala BKPSDM 

b. Kop naskah dinas Sertifikat  ditandatangani oleh: 

1) Bupati menggunakan lambang negara berwarna kuning 

emas; 

2) Kepala BKPSDM menggunakan lambang daerah berwarna 

                                          
 
 

 BUPATI TEMANGGUNG, 
 

    ttd      
 

         M. AL KHADZIQ 
 
 
 

 
      

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ~ ial4il1{it~j~ · dengan aslinya 
•~~~IAN HUKUM 

TEMANGGUNG, 
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LAMPIRAN  III 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 102 TAHUN 2021 
TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
SUSUNAN DAN BENTUK LAMPIRAN NASKAH DINAS  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

1. Contoh lampiran naskah dinas (untuk produk perundang-
undangan). 

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR .......  TAHUN ................. 
TENTANG 
....................................................... 

 

 

..........................JUDUL LAMPIRAN.................. 

| 

Isi Lampiran 

| 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

NAMA (TANPA GELAR) 
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2. Contoh lampiran  naskah dinas keputusan Bupati  

 

LAMPIRAN   

KEPUTUSAN  BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ..../..... TAHUN ...... 

TENTANG 
................................. 

 

 

..........................JUDUL LAMPIRAN.................. 

| 

Isi Lampiran 

| 

 

BUPATI TEMANGGUNG 
 
 

 
NAMA LENGKAP 

 

 

 

3. Contoh lampiran  naskah dinas (untuk surat yang ditandatangani 

Bupati/Wakil bupati) 

 

LAMPIRAN   
SURAT  BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ..../...../...../...../....../...... 

TANGGAL ............................ 
 

 

..........................JUDUL LAMPIRAN.................. 

| 

Isi Lampiran 

| 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

NAMA LENGKAP 
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4. Contoh lampiran  naskah dinas keputusan atas nama Bupati  

 

LAMPIRAN   

KEPUTUSAN  BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ..../..... TAHUN ...... 

TENTANG 
................................. 

 
 

..........................JUDUL LAMPIRAN.................. 

| 
Isi Lampiran 

| 
 

a.n.BUPATI TEMANGGUNG 
KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

 

 
NAMA LENGKAP 

Pangkat 
NIP 

 

 

5. Contoh lampiran  naskah dinas surat  

 

LAMPIRAN   
SURAT KEPALA PD 

NOMOR ..../..... /....../......./...... 
TANGGAL ................................ 

 

 

..........................JUDUL LAMPIRAN.................. 

| 

Isi Lampiran 

| 

 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
 

 
 

NAMA LENGKAP 
PANGKAT  

NIP 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 ttd 

M. AL KHADZIQ 
~~~~]~· dengan aslinya 

'/\bi'-14Hll~IAN HUKUM 
TEMANGGUNG, 
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LAMPIRAN  IV 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 102 TAHUN 2021 
TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

TEMANGGUNG 

 

BENTUK, UKURAN, DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN  

STEMPEL PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

A. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL JABATAN 

 1. Yang menggunakan Lambang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Yang tidak menggunakan Lambang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8 cm 4 cm 2,7 cm 1 CM 

3,8 cm 4 cm 2,7 cm 

Lambang Negara/Daerah 
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B. Contoh Stempel   

1. Stempel Jabatan (Bupati) 

 

 

    X  : BUPATI 

    XX  : TEMANGGUNG 

    XXX : LAMBANG NEGARA 

     

 

 

 

 

2. Stempel Perangkat Daerah: 

a. Sekretariat Daerah 

 

 

     

 

    X  : PEMERINTAH KABUPATEN 

    XX  : TEMANGGUNG 

    XXX : SETDA 

 

 

 

 

b. Stempel Sekretariat DPRD . 

 

 

     

 

    X  : PEMERINTAH KABUPATEN 

    XX  : TEMANGGUNG 

    XXX : SET DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

X 

XX 

  

X 

XX 

XXX   

X 

XX 

XXX 
  

XXX 
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c. Stempel Dinas Daerah 

 

 

     

 

    X  : PEMERINTAH KABUPATEN 

    XX  : TEMANGGUNG 

    XXX : DINAS ..................... 

 

 

 

 

d. Badan Daerah 

 

 

     

 

    X  : PEMERINTAH KABUPATEN 

    XX  : TEMANGGUNG 

    XXX : BADAN............. 

 

 

 

 

e.  Stempel UPT DINAS/BADAN 

 

 

     

 

       

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X      :  BADAN/DINAS .................... 

XX    :  KABUPATEN TEMANGGUNG 

XXX  : UPT KECAMATAN ............................. /  

NAMA UPT 

X 

XX 

XXX 
   

X 

XX 

XXX   

X 

XXX   

XX 
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f.  Stempel Satuan Pendidikan SMP/SKB  

 

 

     

 

       

     

     

 

 

 

 

 

X      :  DINDIKPORA 

XX    :  PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

XXX  :  SKB/SMP....................................... 

 

g. Stempel Satuan Pendidikan SD 

 

 

     

 

       

     

     

 

 

 

 

 

X      :  DINDIKPORA 

XX    :  PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

XXX  :  SDN ....................................... 

  KEC. ...................................... 

 

h. Stempel Kecamatan 

 

 

     

 

    X  : PEMERINTAH KABUPATEN 

    XX  : TEMANGGUNG 

    XXX : KECAMATAN ............. 

 

 

 

X 

XXX 
  

XX 

X 

XXX 
  

XX 

X 

XXX 
  

XX 
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i. Stempel Kelurahan 

 

 

     

 

    X  : PEMERINTAH KABUPATEN TEMAMGGUNG 

    XX  : KECAMATAN ............... 

    XXX :  KELURAHAN ............. 

 

 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

ttd 

 

M. AL KHADZIQ 
 

 
 
 

X 

XXX 
  

XX 

~~~~~Qi· dengan aslinya 
'Al',,ft<IHilmrlAN HUKUM 

R)' .UllalO.T TEMANGGUNG, 
--.~~~~ 
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LAMPIRAN  V 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 102 TAHUN 2021 
TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

BENTUK, UKURAN, DAN ISI KOP NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

A. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan 
Pemerintah Kabupaten Temanggung dan nama perangkat daerah 
adalah 3 : 4: 

1. Ukuran Huruf  arial 14 untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten 
Temanggung.  

2. Ukuran Huruf arial 18  untuk tulisan nama Perangkat Daerah. 

 

B. Jenis huruf yang digunakan pada kop seluruh Naskah dinas 
menggnakan jenis huruf arial. 

C. Bentuk dan isi Kop Naskah Dinas seperti pada contoh sebagai 

berikut: 

1. Contoh kop naskah dinas Bupati  Temanggung (untuk produk 

perundang-undangan). 

 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

 

2. Contoh kop naskah dinas Bupati Temanggung (untuk surat) 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

 

ISI SURAT 

 

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Provinsi Jawa Tengah 
Telepon 0293 .... Faximili 0293 ....surat elektronik : ........ laman : ............... 
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3. Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kodepos .…Telepon 0293 …. Faximili ..… 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 

  

  

 

 

4. Contoh Kop Naskah Dinas Kecamatan 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

KECAMATAN ………………. 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kodepos…. Telepon 0293 …. Faximili .… 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 

  

  

 

 

 

5. Contoh Kop Naskah Dinas Kelurahan 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

KECAMATAN ………………. 

KELURAHAN ………………… 
Jalan .... Nomor ...... Kota...... kodepos… Telepon 0293 …. Faximili … 

surat elektronik : ………. laman : ….......... 
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6. Contoh Kop Naskah Dinas UPT Dinas/Badan 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
DINAS/BADAN ……………………………… 

NAMA UPT ……………… 
Jalan .... Nomor ...... Kota...... kodepos… Telepon 0293 …. Faximili … 

surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 
 

  

 

 

7. Contoh Kop Naskah Dinas UPT Dinas 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

UPT. WILAYAH .............. 
Jalan .... Nomor ...... Kota...... kodepos… Telepon 0293 …. Faximili … 

surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 

  

 

 

8. Contoh Kop Naskah Dinas UPT Dinas 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
DINAS KESEHATAN 

PUSKESMAS ................. 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kodepos… Telepon 0293 …. Faximili … 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 

  

 

 

 

9. Contoh Kop Naskah Dinas Satuan Pendidikan (SMP/SKB) 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA 

NAMA SEKOLAH 
Jalan .... Nomor ...... Kota...... kodepos… Telepon 0293 …. Faximili … 

surat elektronik : ………. laman : ….......... 
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10. Contoh Kop Naskah Dinas Satuan Pendidikan (SD) 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA 

SD …………………KEC……… 
Jalan .... Nomor ...... Kota...... kodepos… Telepon 0293 …. Faximili … 

surat elektronik : ………. laman : ….......... 

  

 

  

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

ttd 

 
M. AL KHADZIQ 

 
 
  ~ ;al,il~ .J~ -dengan aslinya 

IAN HUKUM 
TEMANGGUNG, 

--..,,,.":ii.....,'ll!'r... Cl.- -.::._ ~ti..\.,,.i1 . .--1-,----
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LAMPIRAN  VI 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 102 TAHUN 2021 

TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

BENTUK, UKURAN, DAN ISI KOP SAMPUL NASKAH DINAS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

         
 

A. BENTUK 
 
 Sampul Naskah Dinas empat persegi panjang 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
Sampul Naskah Dinas instansi berwarna coklat muda atau putih 
dengan ukuran masing-masing : 

 

UKURAN PANJANG LEBAR 

KANTONG 41 CM 30 CM 

FOLIO/MAP 35 CM 25 CM 

½ FOLIO 28 CM 18 CM 

¼ FOLIO 28 CM 14 CM 

 

B. Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung dan nama Perangkat Daerah 
adalah 3 : 4: 

1. Ukuran Huruf  arial 14 untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten 
Temanggung. 

2. Ukuran Huruf arial 18  untuk tulisan nama Perangkat Daerah. 
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C. Contoh sampul naskah dinas Bupati : 
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI TEMANGGUNG 

 
Jalan  Ahmad Yani Nomor 32  Temanggung 56216 

Telepon 0293 491001  Faximili 0293 491932  

 
   

Kepada  
Yth. Sdr…………………….. 
        di - 
             .............................Kode Pos 

 

Nomor :…….…. 
  

 
Stempel jabatan 

 
 

D. Contoh sampul naskah dinas Perangkat Daerah. 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NAMA OPD 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kode pos… Telepon 0293 …. Faximili … 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 

 
 

  

Kepada  
Yth. Sdr......................................... 
        di - 
             ..............................Kode Pos 

 

Nomor :…………. 
  

Stempel perangkat daerah 

   

 
 

E. Contoh sampul naskah dinas Kecamatan 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

KECAMATAN ......................... 

 Jalan .... Nomor ...... Kota...... kode pos… Telepon 0293 …. Faximili … 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 

 
 

  

Kepada  
Yth. Sdr......................................... 
        di - 
             ..............................Kode Pos 

Nomor :…………/…….. 
  

Stempel perangkat daerah 
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F. Contoh sampul naskah dinas UPT. Dinas/Badan di Kecamatan 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DINAS/BADAN ............................ 

UPT. KECAMATAN .................... 

Jalan….Nomor…..Kota….kode pos…Telepon 0293….Faximili… 
surat elektronik:……..laman:……… 

 
 

 
        Kepada  
Yth. Sdr......................................... 
        di - 
             ..............................Kode Pos 
 

 

Nomor :………….. 
  

Stempel  
 
 

 
 
 G. Contoh sampul naskah dinas UPT. Dinas 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
DINAS KESEHATAN 

PUSKESMAS ................. 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kode pos… Telepon 0293 …. Faximili … 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 
 
 

 
        Kepada  
Yth. Sdr......................................... 
        di - 
             ..............................Kode Pos 
 

 

Nomor :………….. 
 
 
 

 
Stempel  
 
 

 
 

H. Contoh sampul naskah dinas UPT. Dinas 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DINAS/BADAN ……………………………… 

NAMA UPT ……………… 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kode pos… Telepon 0293 …. Faximili … 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 
 
 

  

        Kepada  
Yth. Sdr......................................... 
        di - 
             ..............................Kode Pos 
 
 

 

Nomor :……….. 
  

Stempel  
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I.Contoh sampul naskah dinas Satuan Pendidikan (SMP/SKB) 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA 

NAMA SEKOLAH 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kode pos… Telepon 0293 …. Faximili … 

surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 
 

  

        Kepada  
Yth. Sdr......................................... 
        di - 
             ..............................Kode Pos 
 

 

Nomor :……….. 
  

Stempel  

 
 

J.Contoh sampul naskah dinas Satuan Pendidikan (SD) 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA 

SD ………………… KEC……… 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kode pos… Telepon 0293 …. Faximili … 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 
 

  
Kepada  
Yth. Sdr......................................... 
        di - 
             ..............................Kode Pos 

Nomor :………. 
  

Stempel  
 
 
 

  

   
 

L. Contoh sampul naskah dinas Kelurahan 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

KECAMATAN ..................... 

KELURAHAN ......................... 

Jalan .... Nomor ...... Kota...... kode pos… Telepon 0293 …. Faximili … 
surat elektronik : ………. laman : ….......... 

 
 

  

        Kepada  
Yth. Sdr......................................... 
        di - 
             ..............................Kode Pos 
 

 

      Nomor :……….. 
  

Stempel perangkat daerah 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

ttd 
 

M. AL KHADZIQ 

 

~ ~ alfj~j~- dengan aslinya 
'Ahfll4Bil1~1AN HUKUM 

TEMANGGUNG, 
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LAMPIRAN  VII 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 102 TAHUN 2021 
TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

 

BENTUK, UKURAN, DAN ISI PAPAN NAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

A. UKURAN. 

1. UkuranPapanNama. 

 Ukuran 150 X 300 cm untuk Papan Nama Instansi . 
 

2. Ukuran Huruf. 

 Perbandingan ukuran huruf 3 : 4 

 a. Ukuran huruf  “3“ Untuk tulisan Pemerintah Kabupaten 

Temanggung ; 

 b. Ukuran huruf  “4“ Untuk tulisan nama Instansi. 

 

B. BENTUK. 

Papan Nama berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang 
yang berbentuk segi empat . 
 

 
Contoh papan nama instansi  : 
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C. Contoh Papan Nama Instansi : 

 Contoh 1. 
 

 
 
 
 

KANTOR BUPATI TEMANGGUNG 
 

Jl. A. Yani Nomor 32 Temanggung 56216 

Telepon ( 0293 ) 491001   
 

 

 
Contoh 2. 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

SEKRETARIAT DAERAH 
 

Jl. A. Yani No.32 Temanggung 56216 

Telepon ( 0293 ) 491004  

 

 
Contoh 3. 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
 
 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
 
 

Jl. ..................... No......................Temanggung ......(kode pos) 
Telepon................. 
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Contoh 4. 
 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
 
 

KECAMATAN ............................ 
 
 

Jl. .............. No...............Temanggung ......(kode pos) 
Telepon................. 

 
 
 

 

Contoh 5. 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
KECAMATAN ..................................... 

 

KELURAHAN.............................. 
 

 
Jl. .................. No......................Temanggung ......(kode pos) 

Telepon................. 
 

 

 
Contoh 6 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
 

1. DINAS..................... 
2. BADAN.................... 
3. KANTOR................. 

 
 

Jl......................No........Temanggung......(kode pos) 
Telepon................. 
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Contoh 7. 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

DINAS ..................................... 

 
UPT. KECAMATAN .................... 

 
 

Jl. ............. No. ..... (Kota) ........ (kode pos) ....... 

Telepon .................. 
 

 

 
 

Contoh 8. 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
DINAS ..................................... 

 
UPT. WILAYAH  .................... 

 
 
 

Jl.. ............ No. ..... (Kota) ........ (kode pos) ....... 

Telepon .................. 
 

 
Contoh 9. 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
DINAS ................................... 

 
NAMA UPT 

 
 

Jl. ............ No. ..... (Kota) ........ (kode pos) ....... 

Telepon .................. 
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Contoh 10. ( SMP/SKB ) 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

 
NAMA SEKOLAH 

 
 

Jl..  ............ No. ..... (Kota) ........ (kode pos) ....... 

Telepon .................. 
 
 

 
 

Contoh 11. ( SD ) 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA 

 

SDN ................... KEC. ............ 
 
 

Jl. .  ............ No. ..... (Kota) ........ (kode pos) ....... 
Telepon .................. 

 
 

 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

ttd 

 

M. AL KHADZIQ 
 
 

~ ia:llt~ ~~J~ · dengan aslinya 
-~~ f;\Vl.IAN HUKUM 

TEMANGGUNG, 
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